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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan
karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2023 dapat terlaksana.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (DSPPPA) Kabupaten Belitung ini bertujuan untuk melaporkan
akuntabilitas sekaligus melaporkan kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung yang menjadi tolok ukur
kebertanggungjawaban suatu instansi dalam upaya mencapai tujuan serta kemajuan

menjalankan misi organisasi.

Dengan telah terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2023
ini, kami berharap bahwa laporan ini dapat menjadi sarana evaluasi terhadap
pencapaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Belitung di Tahun Anggaran 2023 dan untuk menjadi acuan dalam
penyempurnaan pelaksanaan kegiatan ditahun 2024 yang akan datang,
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Rancangan Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (DSPPPA) Kabupaten Belitung Tahun 2018 -
2023 tujuan dari DSPPPA adalah untuk mendukung tujuan pembangunan Bupati
Belitung yaitu Tujuan pembangunan di bidang rehabilitasi dan perlindungan jaminan
sosial, serta pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin dan di bidang kualitas
hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan
anak, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, dan di Kabupaten
Belitung, oleh karena itulah perlunya penjabaran rencana program dan kegiatan dari
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung.

Untuk mencapal tujuan tersebut, terdapat 3 Tujuan dan 3 sasaran yang
memuat 3 indikator Tujuan dan 3 Indikator sasaran pada Renstra Perubahan 2018 —
2023 yang dijabarkan dalam program dan kegiatan. Pencapaian dari 6 Indikator
tujuan dan sasaran pada tahun 2023 ini secara garis besar berhasil mencapai target.

Keterkaitan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan indikator Status
Kabupaten Layak Anak (KLA), Tahun 2023 Kabupaten Belitung meraih penghargaan
Status KLA Madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak RI. Hal ini tidak terlepas dari komitmen dan sineritas seluruh elemen terkait
OPD, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Instansi terkait Pemenuhan Hak Anak.

Faktor pendukung lainnya dari pelaksanaan program/ kegiatan yaitu adanya
sarana dan prasarana pendukung dan anggaran yang memadai serta adanya koordinasi
yang baik dengan OPD terkait. Adapun Faktor penghambat yaitu data yang belum
terintegrasi, termutakhir, dan termanfaatkan secara baik dalam penyusunan, pelaksanaan
program/ kegiatan/ kebijakan, serta faktor kuantitas dan kualitas SDM di lingkungan Dinas
Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung.

Pada Tahun Anggaran 2023, terdapat 11 program, 20 kegiatan dan 45 Sub
Kegiatan dengan Pagu Anggaran Belanja Langsung / kegiatan sebesar Rp.
10.922.821.301,- dan Realisasi Anggaran Rp. 9.946.030.498,- atau 91,06%.



Untuk itu ada beberapa langkah-langkah yang harus lebih ditekankan pada
masa-masa mendatang, diantaranya :
1. Peningkatan Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kompetenss SDM
melalui Diklat Kompetensi baik fungsional maupun Struktural.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana guna menunjang pelayanan publik.
Pencapaian kinerja saat ini akan menjadi perhatian dalam perencanaan serta
pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya. Selain itu, Laporan
Kinerja Tahun 2023 ini juga merupakan bagian evaluasi akuntabilitas kinerja bagi
pihak yang membutuhkan untuk penyempurnaan berbagai kebijakan di bidang

keuangan daerah.



1.1.

BAB |
PENDAHULUAN

TUGASDAN FUNGSI

Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara
berkewajiban melaporkan Akuntabilitas Kinerja Instansi yang dipimpinnya
kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok
dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dengan didasarkan
suatu perencanaan stratejik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), telah mengatur tatacara
tentang bagaimana Instansi Pemerintah wajib mempertanggungjawabkan
kinerjanya. Sedangkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformas Birokrass Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengharuskan setiap kegiatan dan hasil
akhir kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan
kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara
sesual dengan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kaitan tersebut, maka
diperlukan suatu sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimas,
yang dapat menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan yang berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih
dan bertanggungjawab serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka mewujudkan tata
kepemerintahan yang baik (good governance) sebaga salah satu bentuk
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Sosid,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung
menyusun Laporan Kinerja Tahun 2023.

Laporan Kinerja Dinas Sosial, pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2023 merupakan hasil evaluasi
kinerja selama 1 (satu) tahun yang diperlukan sebagai bahan perencanaan dan
penentuan kebijakan bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak waktu yang akan datang.



1.2

STRUKTUR ORGANISASI
Berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Nomor 80 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungs serta Tata Kerja Dinas
Sosia, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung
memiliki kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi sebagai berikut:
a. Kedudukan
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah di bidang sosial, pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.
b. Tugas
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan tugas di
bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak di Daerah.

c. Fungs
Dinas Sosia, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
menyelenggarakan fungsi :

a. perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di bidang
sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah
Daerah dan pelayanan umum dalam lingkup sosial,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

c. pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan kebijakan
teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang sosial,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

d. penyusunan program kerja dan anggaran, pengelolaan
administrasi ASN, urusan rumah tangga, dan tata usaha; dan

e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati

sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Struktur Organisas
Struktur Organisas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dapat lihat melalui bagan

struktur organisasi berikut ini:
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Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung



1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas membantu

Kepala Dinas daam memberikan pelayanan administratif di lingkungan Dinas

Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam melaksanakan

tugasnya, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan dan anggaran serta
evaluas dan pelaporan;

b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;

c. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, dan barang milik
daerah/negara;

d. Pengeolaan urusan ASN;

e. Pengoordinasian dan penyusunan rancangan produk hukum daerah di bidang
sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

f.  Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Bidang Rehabilitas dan Perlindungan Jaminan Sosial

Bidang Rehabilitass dan Perlindungan Jaminan Sosial mempunya tugas

melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosid, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak dalam penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan

kebijakan di bidang rehabilitas Penyandang Masalah Kesgjahteraan Sosial/Pemerlu

Pelayanan Kesgjahteraan Sosial dan perlindungan sosial korban bencana alam,

bencana sosial, bencana lainnya serta pelaksanaan jaminan kesgahteraan sosial.

Dalammel aksanakantugasnyaBidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial

mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan kebijakan teknis, faslitasi, koordinas serta pemantauan dan
evaluas pelaksanaan rehabilitas sosial anak di luar panti dan/atau lembaga;

b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinas serta pemantauan dan
evaluas pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti
dan/atau lembaga;

c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinas serta pemantauan dan
evaluas pelaksanaan rehabilitas sosial tuna sosial dan korban perdagangan
orang di luar panti dan/atau lembaga;

d. Pelaksanaan kebijakan teknis, faslitasi, koordinas serta pemantauan dan

evaluas rehabilitasi sosia lanjut usiadi luar panti dan/atau lembaga;



Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinas serta pemantauan dan
evaluas perlindungan sosia korban bencana alam dan bencana sosial;
Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan
evaluas jaminan sosia keluarga;

Pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk
dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;

Pengelolaan data pelayanan sosia  korban penyaah-gunaan narkotika,
psikotropika, dan zat adiktif untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada
pemerintah daerah provins;

Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang rehabilitas sosial di
luar panti dan/atau lembaga dan perlindungan jaminan sosial;

Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasannya.

. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak dalam penyiapan perumusan kebijakan teknis, administrasi,

koordinasi dan pembinaan bidang pemberdayaan sosia dan penanganan fakir

miskin.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Bidang Pemberdayaan

Sosial dan Penanganan Fakir Miskin menyelenggarakan fungsi:

a

Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan

masyarakat;

Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan

dan restorasi sosial;

Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi

pel aksanaan pengel olaan sumber dana bantuan sosial;

Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi

pel aksanaan penanganan fakir miskin pedesaan;

Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi

pel aksanaan penanganan fakir miskin perkotaan;

Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi
6



pel aksanaan penanganan fakir miskin pesisir dan pulau-pulau kecil;

g. Pelaksanaan verifikas dan validasi fakir miskin cakupan kabupaten;

h. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan
sosia dan penanganan fakir miskin;

i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya;

j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4. Bidang Pelembagaan Pengar usutamaan Gender dan Pember dayaan

Perempuan

Bidang Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penyusunan kebijakan, penyelenggaraan

program, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,

standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta

pemantauan analisis, evaluas dan pelaporan pelaksanaan kebijakan peningkatan

kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga.

Untuk menjalankan tugas, Bidang Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan

Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi:

a  Penyusunan kebijakan pelaksanaan pelembagaan pengarusutamaan gender dan
pemberdayaan perempuan;

b. Pelaksanaan fasilitasi pelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan
perempuan serta organisasi perempuan dan partisipasi masyarakat;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelembagaan pengarusutamaan gender dan
pemberdayaan perempuan;

d. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya;

e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
daam menyiapkan perumusan  kebijakan, penyelenggaraan  program,
mengoordinasikan, memfasilitasi, mensosialisasikan, pemberian bimbingan teknis,
supervisi dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan,
analisis, evaluasi dan pelaporan pada bidang perlindungan perempuan dan anak.



Untuk menjalankan tugas, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai

fungsi:

a

b.

Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan anak;
Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan penerapan kebijakan
perlindungan perempuan dan anak;

Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi, pemberian bimbingan teknis dan
supervisi penyusunan serta penerapan kebijakan perlindungan perempuan dan
anak;

Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perempuan dan anak;
Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penygjian data dan informasi kekerasan terhadap
perempuan dan anak;

Pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan, pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penygjian data dan informasi di bidang perlindungan
perempuan dan anak;

Pelaksanaan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non
pemerintah dan dunia usaha;

Pemantauan, analisa, evaluas dan pelaporan penerapan kebijakan,
pengumpulan, pengolahan analisis dan penygjian data dan informasi di bidang
perlindungan perempuan dan anak;

Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya;

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Jumlah pegawai pada Tahun 2023 sebanyak 41 orang terdiri dari 27 orang PNS, 14 Orang

tenaga honorer.
Tabel 1.1.
Jumlah Pegawai menurut Jenis Pendidikan
Per 31 Desember 2023
STATUS PEGAWAI

NO JENIS PENDIDIKAN PNS | PPPK | HONORER JUMEAR
L|P|L|P| L P L P

I TENAGA SARJANA
1 | S2 Mangemen Ekonomi Publik 1|0 1 0
2 | Sarjana Sosia / Kesgjahteraan Sosial / O] 111 1 2




Kessos Umum
3 | Sarjana Sistem Informasi 1|0 1 0
4 | SarjanaAgamalslam 1|0 1 0
5 | Sarjana Administrasi Negara 2|1 2 1
6 | Sarjana Mangemen Keuangan 0|1 0 1
7 | Sarjana Sosiologi 0|1 0 1
8 | SarjanaPekerjaan Sosial 0|1 0 1
9 | SarjanaPendidikan 1|0 1 0
10 | Sarjana Teknik Kimia 0|1 0 1
11 | Sarjana Perikanan 1|0 1 0
12 | D -1V PekerjaSosia 310 3 0
13 | Sarjana Psikologi 211 2 2
14 | Sarjana Hubungan Internasional 1|0 1 0
15 | D4 Mangjemen Informatika 1 0
16 | Sarjana PGSD / Penjas 1 0

0

D3 Managjemen Administrasi Perkantoran

1 | D3 Managjemen Informatika 2 0 2
2 | D3 Perpajakan 1 0 1
3 | D3 Akuntansi 1 0 1
4 0 0

1 | SMA/SMU 210 6 3
2 | SMEA/ SMK 0O 0 1
3 |STM 0|0 0 0
4 | SMKK 01 0 1
5 | SMP 0|0 1 0




1.3

ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

1.3.1. Isu Strategis

1.3.2.

Salah satu dasar penyusunan Renstra PD adalah isu-isu strategis berdasarkan tugas
pokok dan fungsi yang sedang berkembang dan akan dihadapi untuk masa yang akan datang.
Dalam penentuan isu-isu strategis telah dilakukan pemetaan urusan bidang Sosia,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Melakukan pemetaan dan telaahan atas
hasil kegiatan dan diskusi sertarapat pembahasan penyiapan renstra.

Adapun yang menjadi isu-isu strategis pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung adal ah:

1. Belum optimalnya upaya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.
2. Belum optimalnya peningkatan kualitas hidup perempuan.

Dasar Hukum
Dasar Hukum yang dijadikan acuan dalam Penyusunan Laporan Kinerja Dinas

Sosia, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2022

adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesgjahteraan Lanjut Usia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3796);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asas Manusia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4026);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5606);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan K ekerasan Dalam Rumah
Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan /Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana
Pedagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesgahteraan Sosia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah,
Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang
Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5235);

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-
11



20.

21,

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5606);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan
Kesgahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama
Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5606);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman L aporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informas Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluas Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43815);
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29.

30.

31

32.

33.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 3);

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam
Pembangunan Nasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengel olaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik
Indonesa Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015 — 2019;

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun
2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana
Strategis Kementerian Sosia RI Tahun 2015 — 2019;

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun
2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1237);

Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas
Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1590);

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun
2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1236);
Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evauas
13



41.

42.

43.

Rancangan Peraturan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Menengah Dagerah, dan Rencana K erja Pemerintah Daerah;

Peraturan Bupati Belitung Nomor 30 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat
Daerah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor
30);

Peraturan Daerah (PERDA) No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah
Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun
2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24);

Peraturan Bupati Belitung Nomor 80 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung.
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SISTEMATIKA LAPORAN
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun dengan sistematika mendasar pada
Anak Lampiran 11/1 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 sebagai berikut:
Kata Pengantar
Ringkasan Eksekutif
BAB | Pendahuluan
Pada bab ini disgikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepadaa spek
strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi
organisasi.
BAB Il Perencanaan Kinerja
Pada bab ini diuraikan target kinerjatahun 2018 — 2023 dan Perjanjian kinerja 2023.
BAB Il AkuntabilitasKinerja
Dalam bab ini diuraikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran
strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan realisasi anggaran
yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi.
1. Capaian Kinerja Organisasi
Pada sub bab ini disgjikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja
sasaran strategis sesual dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.
2. Redisas Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan
untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.
BAB IV Penutup
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa

mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
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2.1

BAB I|
PERENCANAAN KINERJA

TARGET KINERJA TAHUN 2018 — 2023

Target Kinerja Tahun 2018-2023 tertuang dalam Rencana Strategis
(Renstra) Dinas Sosia, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023. Renstra Dinas menjadi pedoman
dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun selama
kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Dinas menjadi acuan dalam
pengendalian dan evaluas pembangunan pada Dinas, baik evaluas Renstra
maupun evaluas Renja Dinas Sosia, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Belitung.

Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Belitung memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan,
program untuk pencapaian sasaran untuk mendukung visi dan misi Bupati

yang sesuai tema, prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran
Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas
Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diuraikan sebagai
berikut :
1. Meningkatnya kesejahteraan PMKS dengan indikator persentase penurunan
PMKS per tahun;
Sasaran yang dicapai dari tujuan pertama meliputi sebagai berikut:
» Meningkatnya penanganan PMKS, dengan indikator sasaran :
- Jumlah PMKS yang tertangani dibagi jumlah PMKS dikali 100%.
2. Terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan dengan indikator
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
Sasaran yang dicapai dari tujuan kedua meliputi sebagai berikut:
» Meningkatnya kualitas hidup perempuan, dengan indikator sasaran :

- Prevalensi kekerasan terhadap perempuan.
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3. Terpenuhinya Hak Anak dengan Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA);
Sasaran yang dicapal dari tujuan ketiga meliputi sebagai berikut:

» Meningkatnya kualitas hidup anak, dengan indikator sasaran :
- Prevalens kekersan terhadap anak;

4. Birokrasi yang mengedepankan pelayanan masyarakat yang berkualitas
dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik.
Sasaran yang dicapai dari tujuan keempat meliputi sebagai berikut:

» Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah, dengan indikator
sasaran :

- Indeks kepuasan.

2.1.2. Strategi, Kebijakan, Program dan K egiatan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan
komprehensif tentang cara mencapal tujuan dan sasaran dengan efektif dan
efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan
dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan
program dan kegiatan.

Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023
adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka
menengah Dinas Sosia, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Belitung, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam
RPIMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023. Strategi dan arah kebijakan
diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran
Perangkat Daerah serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap
berada pada koridor yang ditetapkan.

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran
pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosid,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung.
Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan
ketidakberhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam
mencapal tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi
tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk
memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.
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Upaya pencapaian sasaran tersebut, kemudian dirumuskan strategi dan

arah kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran
adalah sebagai berikut:

1
2.
3.

Peningkatan Peran Aktif Potensi Sumber Kesegjahteraan Sosial (PSKS);
Peningakatan Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan.
Penyempurnaan sistem pelaporan kinerja dan keuangan Perangkat
Daerah;

Peningkatan kualitas kinerja aparatur;

Adapun kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi

adalah sebagai berikut:

1
2.

© N o o &

Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS;

Meningkatkan pemberdayaan sosial masyarakat miskin;

Peningkatan kualitas data dan sasaran penerimaprogram perlindungan
sosia;

Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan.

Peningkatan peran anak dalam pembangunan

Peningkatan akurasi pelaporan kinerja dan keuangan Perangkat Daerah;
Peningkatan kompetensi sumberdaya aparatur;

Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur;

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran

Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 2.1. berikut ini.
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Tabel 2.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Sosial, Pember dayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung
Tahun 2018 — 2023

Vis : Mewujudkan ekonomi yang berkeadilan, berdaya saing dan inovatif di
Kabupaten Belitung Tahun 2023
Misi | . Meningkatkan kualitas hidup masyar akat yang berkeadilan
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
1. Meningkatnya 1. Meningkatnya Peningkatan Peran Peningkatan
kesgjahteraan penanganan Aktif Potensi pelayanan dan
PMKS PMKS Sumber rehabilitas sosia

Kesgjahteraan bagi PMKS;

Sosia (PSKS) Meningkatkan
pemberdayaan
sosial  masyarakat
miskin;
Peningkatan
kualitas data dan
sasaran  penerima
program
perlindungan
sosial.

2. Terwujudnya 1. Meningkatnya Peningkatan Peningkatan peran

peningkatan kualitas hidup Pelembagaan PUG perempuan dalam
kualitas  hidup perempuan dan Pemberdayaan pembangunan
perempuan Perempuan
3. Terpenuhinya 1. Meningkatnya Peningkatan Peningkatan peran
Hak Anak kualitas hidup Pelembagaan Forum anak dalam
Anak Anak dan pembangunan
peningkatan
Kabupaten  Layak
Anak
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Misi 11 : Meningkatnya pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, professional,

akuntabel dan transparan

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
1. Birokras yang |1. Meningkatnya |1. Penyempurnaan 1. Peningkatan
mengedepankan kualitas sistem pelaporan akurasi pelaporan
pelayanan pelayanan Kinerja dan kinerja dan
masyarakat yang Perangkat keuangan Perangkat keuangan
berkualitas Daerah Daerah. Perangkat Daerah.
2. Peningkatan kualitas
Kinerja aparatur

Program

Program yang ditetapkan untuk melaksanakan strategi dan kebijakan
gunamencapai sasaran dan tujuan dalam tahun 2022 yaitu :

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/K ota;
Program Pemberdayaan Sosidl;

Program Rehabilitasi Sosial;

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;

Program Penanganan Bencana,

Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan;

Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
Program Perlindungan Perempuan;

Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;

10. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);

11. Program Perlindungan Khusus Anak.

© o N o o~ W NP

Kegiatan

Sementara kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan program-
program yang ada dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja Tahunan
(Renja). Dalam penyusunan Rencana Kinerja memuat sasaran yang ingin
dicapai dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun anggaran 20232,
dimana sasaran dari kegiatan yang akan dilaksanakan memuat informasi yang
meliputi:

a. Indikator Kinerja
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Rencana Tingkat Capaian (Target)
Program yang akan dilaksanakan
Kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan kebijakan dan program

® o o T

Indikator Kinerja kegiatan, antaralain:
e Masukkan (input)

e Keuaran (Output)

e Hasil (Out Comes)

Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Belitung pada Tahun Anggaran 2023 adalah
sebagal berikut:

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

Administras Umum Perangkat Daerah;

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah;

7. Pengembangan Potenss Sumber Kesgjahteraan Sosia Daerah
Kabupaten/K ota;

8. Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang  Disabilitas  Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar
Panti Sosial;

9. Rehabilitas Sosial Penyandang Masalah Kesgjahteraan Sosia (PMKYS)
Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial;

10. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/K ota;

11. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesigpsiagaan
Bencana Kabupaten/K ota;

12. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/K ota;

13. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender PUG pada Lembaga Pemerintah

o a0k~ w D PF

Kewenangan Kabupaten/ Kota;
14. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota;
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15. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia L ayanan Pemberdayaan

16.

17.

18.

19.

20.

Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota;

Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban
Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/K ota;
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penygjian Data Gender dan Anak
Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/K ota;
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia
Usaha K ewenangan K abupaten/K ota;

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan
Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/K ota;

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak
yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/K ota.

Sub Kegiatan
Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan dan program-

program yang ada dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja Tahunan
(Renja) 2023.

Terdapat 45 Sub Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung pada Tahun Anggaran
2022, dijabarkan dalam tabel 2.2. dibawah ini.

Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan untuk mendukung

pencapai an sasaran terdapat dalam tabel 2.2 berikut :
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TABEL 2.2.

PROGRAM DAN KEGIATAN UNTUK PENCAPAIAN SASARAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BELITUNG

INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR KEGIATAN / SUB INDIKATOR
No| TUJUAN SASARAN PROGRAM
TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN / SUB
1. | Meningkatnya | Persentase Meningkatnya | Persentase Program Persentase K egiatan Rehabilitasi Jumlah disabilitas
kesgjahteraan | penurunan penanganan PMKS yang Pelayanan dan penyandang Sosial Dasar terlantar, anak terlantar,
PMKS PMKS Per PMKS tertangani Rehabilitasi disabilitas terlantar, Penyandang lansia terlantar, dan
tahun K esgjahteraan anak terlantar, lansia Disahilitas Terlantar, gelandangan yang
Sosial terlantar, gelandangan | Anak Terlantar, mendapatkan
dan pengemisyang Lanjut Usia Terlantar, rehabilitasi sosial.

terpenuhi kebutuhan
dasarnyadi luar panti
sebesar 100%

serta Gelandangan

Pengemis di Luar

Panti Sosial

1. Penyediaan
Permakanan

¢ Jumlah Orang yang

Mendapatkan
Pemenuhan
Kebutuhan
Permakanan Sesuai
dengan Standar Gizi
Minima Kewenangan
Kabupaten/K ota
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INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR KEGIATAN/ SUB INDIKATOR
No| TUJUAN SASARAN PROGRAM
TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN / SUB
2. Pemberian e Jumlah Orang yang
Pelayanan Mendapatkan
Reunifikasi Pelayanan
Keluarga Reunifikasi Keluarga
Kewenangan
Kabupaten/K ota.
3. Pemberian e Jumlah peserta
Bimbingan Fisik, bimbingan fisik,
Mental, Spiritual, mental, dan spiritual
dan Sosid dan sosia
kewenangan
Kabupaten/ Kota.

Kegiatan Rehabilitasi
Sosia Penyandang
Masalah kesejahteraan
Sosia (PMKS)
Lainnya Bukan
Korban HIV/Aids dan
Napzadi Luar Panti
Sosial

e Persentase PMKS
lainnyayang
menerima layanan
rehabilitasi sosial
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No

TUJUAN

INDIKATOR
TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR
SASARAN

PROGRAM

INDIKATOR
PROGRAM

KEGIATAN/ SUB
KEGIATAN

INDIKATOR
KEGIATAN / SUB

Penyediaan
Permakanan

Penyediaan
Perbekaan
Kesehatan di Luar

Panti

Jumlah Orang yang

M endapatkan
Pemenuhan K ebutuhan
Permakanan Sesuai
dengan Standar Gizi
Minima Kewenangan
Kabupaten/K ota.
Jumlah Orang yang

M endapatkan
Pemenuhan K ebutuhan
Perbekalan Kesehatan
di Luar Panti
Kewenangan
Kabupaten/K ota.

Pemberian
Pelayanan
Penelusuran
Keluarga

Jumlah Orang yang
Mendapatkan Pelayanan
Penelusuran Keluarga
Kewenangan
Kabupaten/K ota.




Program Persentase PMKS Pengembangan Jumlah PSK'S aktif

Pemberdayaan yang menerima Potensi Sumber

Sosial program Kesgjahteraan Sosial

pemberdayaan sosial Daerah Kabupaten/
sebesar 100% Kota
1. Peningkatan Jumlah Orang
Kemampuan Mendapat Peningkatan
Potensi Pekerja Kapasitas Pekerja Sosia
Sosial Masyarakat Masyarakat
Kewenangan Kewenangan
Kabupaten/K ota Kabupaten/K ota.
2. Peningkatan Jumlah Keluargayang

Kemampuan Meningkat
Potensi Sumber Kapasitasnya
K esgjahteraan Kewenangan
Sosial Keluarga Kabupaten/K ota
Kewenangan
Kabupaten/K ota
Peningkatan Jumlah Lembaga
Kemampuan K esgjahteraan Sosial
Potensi Sumber yang Meningkat
K esgjahteraan Kapasitasnya
Sosial Kewenangan
Kelembagaan Kabupaten/K ota
Masyarakat
Kewenangan

Kabupaten/K ota




4. Peningkatan

Jumlah Sertifikat yang

Kemampuan dari Hasil Peningkatan
Sumber Daya Sumber Daya Manusia
Manusiadan dan Lembaga
Penguatan Konsultasi
Lembaga Kesgjahteraan Keluarga
Konsultasi (LK3) Kewenangan
Kesgjahteraan Kabupaten/K ota
Keluarga (LK3)

Program Terpenuhinya Kegiatan Pengelolaan Data dan informasi

Perlindungan dan | perlindungan dan Data Fakir Miskin orang tidak mampu dan

Jaminan Sosia jaminan sosial sebesar | Cakupan Daerah PMKS

100% Kabupaten/ Kota yang tervalidasi

1. Pengelolaan Data
Fakir Miskin
Cakupan Dagerah
Kabupaten/ Kota;

2. Fadlitas Bantuan
Sosial
Kesgjahteraan
Keluarga

e Jumlah Keluarga

yang Mendapatkan
Pengentasan Fakir
Miskin
Kabupaten/K ota.

e Jumlah keluarga

penerima manf aat
(KPM) yang
mendapatkan
bantuan social
kesgjahtreaan
keluarga
kewenangan
Kabupaten/ Kota.




Program Persentase korban 1. Kegiatan e Korban bencana
Penanganan bencana alam sosia Penyelenggaraan yang menerima
Bencana yang terpenuhi Pemberdayaan bantuan sosia
kebutuhan dasarnya Masyarakat
pada saat dan setelah terhadap
tanggap darurat Kesiapsiagaan
bencana daerah Bencana
Kabupaten sebesar Kabupaten/K ota
100%
2. Koordinasi, e Jumlah Orang yang
Sosilisasi dan Melaksanakan
Pelaksanaan Koordinasi,
Taruna Siaga Sosidlisasi dan
Bencana Pelaksanaan Taruna
Siaga Bencana
Kewenangan
Kabupaten/K ota.
Program Taman Makam Kegiatan e Terlaksananya
Pengelolaan Pahlawan yang tertata | Pemeliharaan Taman pengelolaan Taman
Taman Makam sebesar 100% Makam Pahlawan Makam Pahlawan

Pahlawan

Nasional Kabupaten/
Kota

Sub Keg.
Pemeliharaan Taman
Makam Pahlawan
Nasional Kabupaten/
Kota

Jumlah Makam yang
Terpenuhi
Pemeliharannya
pada Taman Makam
Pahlawan Kab/K ota




INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR KEGIATAN / SUB INDIKATOR
No| TUJUAN SASARAN PROGRAM
TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN / SUB

2 | Terwujudnya | Indeks Meningkatnya Prevalensi Program Persentase ARG pada Kegiatan Lembaga Pemerintah

peningkatan Pemberdaya kualitas hidup kekerasan Pengarusutamaa belanjalangsung Pelembagaan Daerah yang

kualitas idup an Gender perempuan terhadap n Gender dan APBD Pengarusutamaan mel aksanakan

perempuan (IDG) perempuan Pemberdayaan Gender (PUG) pada Kebijakan PUG

Perempuan Lembaga Pemerintah

Kewenangan
Kabupaten/K ota

1. Koordinasi dan

Jumlah Dokumen

Sinkronisasi Hasill Koordinasi dan
Perumusan Kebijakan Sinkronisasi
Pelaksanaan PUG Perumusan K ebijakan
Pengarustamaan
Gender (PUG)
Kewenangan
Kabupaten/K ota
2. Advokasi Jumlah Perangkat
Kebijakan Daerah yang Mengikuti
Pelaksanaan dan Advokasi Kebijakan
Pendampingan dan Pendampingan
Pelaksanaan PUG Pelaksanaan
termasuk PPRG Pengarustamaan Gender
(PUG) Termasuk
Perencaan

Pembangunan




Responsif Gender
(PPRG) Kewenangan
Kabupaten/K ota

Kegiatan
Pemberdayaan
Perempuan Bidang
Politik, Hukum, Sosial
dan Ekonomi pada

Terfasilitasinya

organisasi perempuan

Organisasi

Kemasyarakatan

Kewenangan

Kabupaten/K ota

1. Sosidlisasi Jumlah Dokumen Hasil

Peningkatan Sosialisasi Peningkatan

Partisipasi Perempuan | Partisipasi Perempuan di
di Bidang Politik, Bidang Politik, Hukum,

Hukum, Sosial dan
ekonomi

Sosial dan Ekonomi
Kewenangan
Kabupaten/K ota

2. Advokasi
Kebijakan dan
Pendampingan
Peningkatan
Partisipasi Perempuan
dan Politik, Hukum,
Sosial dan Ekonomi

Jumlah Organisasi
Masyarakat yang
Mendapat Advokasi
dan Pendampingan
Kebijakan
Peningkatan
Partisipasi Perempuan
di Bidang Politik,




Hukum, Sosial dan
Ekonomi

Kewenangan
Kabupaten/K ota
K egiatan Peningkatan Terfasilitasinya
Kapasitas Sumber Forum Puspa
DayaLembaga Kabupaten Belitung
Penyedia Layanan
Pemberdayaan
Perempuan
Kewenangan
Kabupaten/K ota
1. Advokasi Jumlah Lembaga
K ebijakan dan Penyedia Layanan
Pendampingan kepada | Pemberdayaan
Lembaga Penyedia Perempuan
Layanan Kewenangan
Pemberdayaan Kabupaten/K ota yang
Perempuan Mendapat Advokasi dan
Kewenangan Pendampingan
Kabupaten/K ota
Program Persentase layanan Kegiatan Penyediaan Jumlah lembagayang
Perlindungan perlindungan Layanan Rujukan terfasilitasi
Perempuan perempuan Lanjutan bagi

Perempuan Korban
K ekerasan yang

Memerlukan




Koordinas

Kewenangan

Kabupaten/K ota

Sub Kegiatan Jumlah Perempuan
Penyediaan Layanan Korban Kekerasan
Pengaduan Tingkat

Masyarakat bagi Kabupaten/K ota yang
Perempuan Korban Mendapatkan Layanan
Kekerasan Pengaduan
Kewenangan

Kabupaten/K ota




No

TUJUAN

INDIKATOR
TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR
SASARAN

PROGRAM

INDIKATOR
PROGRAM

KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR
KEGIATAN / SUB

Program
Pengelolaan
Sistem Data
Gender dan
Anak

Persentase
pemenuhan data
Sistem Informasi
Gender dan Anak
(SIGA) Sebanyak
25%

Kegiatan
Pengumpulan,
Pengolahan Analisis
dan Penyagjian Data
Gender dan Anak
Daam Kelembagaan
Datadi Tingkat
Daerah
Kabupaten/K ota

Tersedianya data

gender dan anak

. Penyediaan Data
Gender dan Anak di
Kewenangan
Kewenangan
Kabupaten/ Kota

Jumlah Dokumen Data
Gender dan Anak
Kabupaten/K ota yang
Tersedia

Terpenuhinya
Hak Anak

Kabupaten
Layak Anak
(KLA)

Meningkatnya
kualitas hidup
anak

Prevalensi
kekerasan
terhadap anak

Program
Pemenuhan Hak
Anak (PHA)

Status K abupaten
Layak Anak (KLA)
Pratama

Kegiatan
Pelembagaan PHA
pada Lembaga
Pemerintah,
Nonpemerintah, dan
DuniaUsaha
Kewenangan
Kabupaten/K ota

Tercapainya
peningkatan status
KLA




No

TUJUAN

INDIKATOR
TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR
SASARAN

PROGRAM

INDIKATOR
PROGRAM

KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR
KEGIATAN / SUB

1. Koordinasi dan
Sinkronisasi
Pelembagaan
Pemenuhan Hak
Anak Kewenangan
Kabupaten/K ota

Jumlah Dokumen Hasil
Koordinas dan
Sinkronisasi
Pelembagaan
Pemenuhan Hak Anak
Kewenangan
Kabupaten/K ota

K egiatan Penguatan
dan Pengembangan
Lembaga Penyedia
Layanan Peningkatan
Kualitas Hidup Anak

Terfasilitasinya Forum
Anak Kabupaten
Belitung

Kewenangan

Kabupaten/K ota

1. Penguatan Jgjaring Jumlah Dokumen Hasil
antar lembaga Penguatan Jgjaring
penyedialayanan Antar Lembaga
peningkatan Penyedia Layanan
kualitas hidup anak Peningkatan Kualitas
tingkat daerah Hidup Anak
kabupaten/kota Kewenangan

Kabupaten/K ota




INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR KEGIATAN / SUB INDIKATOR
No | TUJUAN SASARAN PROGRAM
TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN / SUB
Program Persentase anak korban | Kegiatan Penguatan Tersedianya
Perlindungan kekerasan yang dan Pengembangan layanan perlindungan
Khusus Anak ditangani instansi Lembaga Penyedia anak tingkat Desa/
terkait Kabupaten 100%)| Layanan bagi Anak Kelurahan

yang Memerlukan
Perlindungan Khusus
Tingkat Daerah
Kabupaten/K ota

1. Koordinasi dan
Sinkronisasi
Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya
Lembaga Penyedia
Layanan Anak yang
Memerlukan
Perlindungan Khusus
Tingkat Daerah
Kabupaten/K ota

Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi dan
Sinkronisasi

Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Lembaga

Penyedia Layanan
Anak yang
Memerlukan

Perlindungan  Khusus
Kewenangan
Kabupaten/K ota




INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR KEGIATAN / SUB INDIKATOR
No| TUJUAN SASARAN PROGRAM
TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN / SUB
4. Birokrasi yang |Indeks Kepuasan Meningkatnya Indeks Program 1. Persentase dokumen Kegiatan Perencanaan, | Dokumen hasil

mengedepan  |Masyarakat kualitas pelayananK epuasan Penunjang Urusan [perncanaan, Penganggaran dan perencanaan,

kan pelayanan Perangkat Daerah Pemerintah penganggaran, evaluasi Evauas Kinerja penganggaran dan
masyarakat yang Daerah Kabupaten/kinerja dan  keuangan Perangkat Daerah evaluas kinerja perangkat
berkuditas Kota sesual ketentuan daerah

1. Penyusunan Dokumen
Perencanaan
Perangkat Daerah

Jumlah dokumen
perencanaan perangkat
daerah

2. Evauas Kinerja
Perangkat Daerah

Jumlah laporan evauasi

kinerja perangkat daerah

Kegiatan Administrasi

Dokumen

Keuangan Perangkat keuangan perangkat
Daerah daerah
1. Penyediaan Ggji dan | Jumlah orang yang
Tunjangan ASN menerimaggji dan

tunjangan ASN

2. Penyusunan Pelaporan
dan Andisis
Prognosis Realisasi

Anggaran

Jumlah dokumen
pelaporan dan analisis
prognosisredlisasi

anggaran

2. Indeks
Profesionalitas ASN
Perangkat Daerah




3. Persentase pelayanan | Kegiatan Administrasi | Terpenuhinya
administrasi Umum Perangkat administrasi unum
perkantoran perangkat | Daerah perangkat daerah
daerah
1. Penyediaan Jumlah paket lomponen
Komponen Instalasi Instalasi Listrik/
Listrik/ Penerangan Penerangan Bangunan
Bangunan Kantor Kantor yang disediakan
2. Penyediaan Peralatan | Jumlah paket peraatan
dan Perlengkapan dan perlengkapan kantor
Kantor yang disediakan
3. Penyediaan Perdatan | Jumlah paket peraatan
Rumah Tangga rumah Tanggayang
disediakan
4. Penyediaan Bahan Jumlah paket bahan
Logistik Kantor logistik kantor yang
disediakan
5. Penyediaan Barang Jumlah paket barang
Cetakan dan cetakan dan penggandaan
Penggandaan yang disediakan

6. Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

Jumlah bahan bacaan dan
peraturan

perundang- undangan

yang disediakan
7. Penyelenggaraan Jumlah laporan
Rapat-rapat penyelenggaraan rapat

Koordinas dan

koordinasi dan konsultasi




Konsultasi SKPD

SKPD

K egiatan Penyediaan
Jasa Penunjang Urusan

Pemenuhan
kebutuhan layanan

Pemerintah Daerah administras
perkantoran
1. Penyediaan Jasa Jumlah laporan

Surat Menyurat

penyediaan jasa surat

menyurat

2. Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
DayaAir dan Listrik

Jumlah laporan penyedia
jasa komunikasi, sumber
dayaair dan listrik yang
disediakan

3. Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum

Kantor

Jumlah laporan
penyediaan jasa
pelayanan umum kantor
yang disediakan




INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR KEGIATAN / SUB INDIKATOR
No | TUJUAN SASARAN PROGRAM
TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN / SUB
4.Persentase pemenuhan| Kegiatan Pengadaan | Pemenuhan kebutuhan

sarana dan prasarana

Barang Milik Daerah

layanan administrasi

aparatur Penunjang Urusan perkantoran
Pemerintah Daerah
1. Pengadaan Jumlah unit peralatan dan
Peralatan dan mesin lainnya yang

Mesin Lainnya

disediakan

2. Pengadaan Sarana
dan Prasarana
Pendukung Gedung
Kantor atau

Bangunan Lainnya

Jumlah unit sarana dan
prasarana pendukung
gedung kantor atau
bangunan lainnya yang
disediakan.

Kegiatan Pemeliharaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Barang milik daerah
dalam kondisi baik

1. Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pagjak,
dan Perizinan
Kendaraan Dinas
Operasiona atau

Lapangan

Jumlah Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan yang
Dipeliharadan
dibayarkan Pajak dan
Perizinannya




2. Pemeliharaan Mebel | Jumlah mebel yang
dipelihara
. Pemeliharaan Jumlah peralatan dan
Peralatan dan Mesin | mesin lainnyayang
Lainnya dipelihara
. Pemeliharaan/ Jumlah gedung kantor
Rehabilitas Gedung | dan bangunan lainnya
Kantor dan Bangunan | yang dipélihara/
Lainnya direhabilitasi.




2.1.3.Indikator Kinerja Utama (1K U)
Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Belitung tahun 2018 - 2023 telah ditetapkan menjadi satu dalam pentapan
Indikator Kinerja Utama milik Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung dan perangkat
daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung. Dalam dokumen Laporan Kinerja
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun
Anggaran 2022 ini, Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan adalah Indikator Kinerja
Utama (IKU) pada Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang telah ditetapkan dan
ditandatangani oleh Bupati Belitung dan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung. Adapun IKU Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung sebagaimana tercantum dalam tabel

berikut ini:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pember dayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Belitung Tahun 2018 — 2023

1. | Meningkatnya
kesejahteraan
PMKS

penurunan
PMKS
tahun

Persentase

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

per

Meningkatnya
penanganan
PMKS

penanganan
PMKS  yang
tertangani

80% | 80% & 80% 80% @ 80%

Terwujudnya
peningkatan
kualitas hidup

perempuan

Indeks
Pemberdayaan
Gender

(IDG)

42,62

43,91

45,11

46,35

47,00

Meningkatnya
kualitas  hidup

perempuan

Prevalens
kekerasan
terhadap

perempuan

7,89

57

55

53

51
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3.

2.1.4.

2.2.
2.2.1.

Terpenuhinya Kabupaten

hak anak Layak Anak | 70 75 80 83 85
(KLA)
Meningkatnya Prevalens
kualitas  hidup | kekerasan - 5,0 4.8 4,6 4.4
anak terhadap anak

Rencana Kinerja (Renja)
Sesual dengan Rencana Kinerja untuk satuan dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun
anggaran 2023, maka Rencana Kinerja Tahunan sebagaimana tertuang dalam format

Rencana K erja Tahunan (Renja) terlampir.

TARGET KINERJA TAHUN 2023
Indikator dan Terget Perjanjian Kinerja 2023

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang sangat
penting dan perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan, karena
merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan
untuk dihasilkan.

Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instans akan dapat berguna dalam rangka
menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan
perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program
dan kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga tidak ada kegiatan instansi yang tidak
terarah.

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 Dinas Sosia, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Belitung mengacu pada Dokumen Rencana Strategis,
Rencana Kinerja Tahunan, Indikator Kinerja Utama, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
adalah sebagai berikut :
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Tabel 2.4

Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No Tujuan/Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 ‘ 2 ‘ 3 ‘ 4
1.1. Tujuan:
1 Meningkatnya 1. Persentase penurunan PMKS per 0,5
kesgjahteraan PMK S Tahun
1.1. Sasaran Strategis:
2 Meningkatnya penanganan 2. Persentase penanganan PMKS 80%
PMKS yang tertangani
2.1. Tujuan:
1 Terwujudnya 3. Indeks Pemberdayaan Gender 47
peningkatan kualitas (IDG)
hidup perempuan
2.1. Sasaran Strategis:
2 Meningkatnya kualitas 4. Prevalens kekerasan 51
hidup perempuan terhadap perempuan
3.1. Tujuan:
1 Terpenuhinyahak anak 5. Kabupaten Layak Anak (KLA) Pratama
(85%)
3.1. Sasaran Strategis:
2 Meningkatnya kualitas hidup anak 6. Prevalens kekerasan terhadap anak 44
2.2.2. Rencana Anggaran

Daam rangka mencapai sasaran strategis sesuai yang di perjanjikan dalam Perjanjian
Kinerja, melalui indikator kinerja masing-masing sasaran stategis maka pada tahun anggaran
2023 Dinas Sosia, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung
melaksanakan serangkaian program dan kegiatan dengan anggaran induk belanja langsung
sebesar Rp. 5.805.408.075,- Anggaran tersebut mengalami perubahan dalam mekanisme
Perubahan APBD tahun anggaran 2023 menjadi sebesar Rp. 6.211.900.438.-

Adapun anggaran Belanja Langsung Tahun 2023 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran
strategis per Bidang Urusan adalah sebagal berikut:
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Anggaran Belanja Langsung per Tujuan/Sasaran Strategis

Tujuan:

Meningkatnya kesegjahteraan PMK S
Sasaran:

Meningkatnya penanganan PMK S

Tabel 2.5

2.936.858.445

6.252.962.747

5.309.619.487

Tujuan:

Terwujudnya peningkatan kualitas
hidup perempuan

Sasaran:

Meningkatnya  kualitas  hidup

perempuan

839.384.980

1.141.754.930

663.749.665

Tujuan:

Terpenuhinya hak anak

Sasaran:

Meningkatnya kualitas hidup anak

194.015.075

216.738.166

328.531.286

JUMLAH

3.970.258.500.-

7.611.455.843,-

6.211.900.438,-
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BAB Il
AKUNTABILITASKINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewagjiban untuk mempertanggung-jawabkan
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi kepada pihak-pihak yang
berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah sebagaimana diamanatkan
dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformas Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-
masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra Perangkat
Daerah Tahun 2018-2023, Renja Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator
dengan redlisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah
kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan
evaluas guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan
datang (performance improvement).

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal
dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah,
sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1 Predikat Capaian Kinerja

Per sentase Predikat
< 100 Tidak tercapai
=100 Tercapai/Sesuai target
> 100 Melebihi target
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No

g A~ W N

31

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (<
100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagaimanatabel berikut :

Tabel 3.2 Kategori Capaian Kinerja

Kategori Capaian
Sangat baik > 90
Baik 75— 89,99
Cukup 65— 74,99
Kurang 50 - 64,99
Sangat kurang 0-49,99

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya
akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setigp instansi pemerintah perlu menetapkan
Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan demikian IKU digunakan sebagai ukuran
keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Dinas Sosia, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung
telah menetapkan Indikator Kinerja Tahun 2023 yang dituangkan dalan Perjanjian Kinerja
Tahun 2023.

Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Belitung ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana telah
ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPIMD) Kabupaten
Belitung Tahun 2018-2023 khususnya pada Misi ke-1 (satu) RPIMD yaitu M eningkatkan
kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Belitung tahun 2023 menunjukan hasil sebagai berikut:
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Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Dinas Sosial, Pember dayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2023

1.1.  Tujuan: Meningkatnya
1 kesejahteraan PMK S Persetase penurunan
05 0.96 192,00  Sangat Baik 05 18,39 3678 Sangat Baik
PMKS per tahun
11.  Sasaran Strategis:
2 Meningkatnya Persentase PMKS
) 80%  97,79% 123,49  Sangat Baik 80% 98,29% 122,86 Sangat Baik
penanganan PMKS yang tertangani
21,  Tujuan:
1 Terwujudnya Indeks Pemberdayaan Sangat
peningkatan kualitas Gender (IDG) 46,35 53,02 114,39  Sangat Baik 47 53,42 113,66 Baik
hidup perempuan
2.1.  Sasaran Strategis:
2 Meningkatnya kualitas Prevalensi kekerasan 53 328 6189 Bak 51 5,25 102,94 | Cukup
hidup perempuan terhadap perempuan (Indikator (Indikator
negatif) negatif)
31, Tujuan:
1 TerpenuhinyaHak Anak K abupaten Layak Pratama Pratama _
58,15% 70,06 Cukup Madya 117,84 Sangat Baik
Anak (83%) (85%)
3.1.  Sasaran Strategis:
2 Meningk kuali
eningkatnya kualitas Prevalensi kekerasan Cukup Cukup
hidup anak ) .
terhadap anak 4,6 9,50 206,52  (Indikator 44 12,97 297,77 (Indikator
Negatif) Negatif)
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3.1.1. Ralisas dan Capaian Kinerja Tahun 2018 - 2023

Selanjutnya untuk mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang
berikutnya adalah melakukan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun
2023 dengan realisasi dan capaian kinerja tahun-tahun pada Rencana Strategis Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung tahun 2018 - 2023.
Adapun Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023
sebagaimanatabel berikut :
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Tabel. 3.4

Realisasi dan Capaian Kinerja Dinas Sosial, Pember dayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023

Sasaran Indikator ::’t:l Target Realisasi Persentase Capaian Kinerja
Strategis Kinerja

2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 2023 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 2019 2020 2021 2022 2023
1.1. Tujuan | Persentase - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 593 | -5,01 | -8,79 | 0,96 | 18,39 1186 | -1002 | -1758 192 3678
Meningkatnya | penurunan
kesejahteraan | PMKS
PMKS pertahun
1.2 Sasaran | Persetase 73,85 80 80 80 80 80 83,89 | 94,78 | 97,69 | 98,79 | 98,29 | 104,86 | 118,48 | 122,11 123,49 122,86
Meningkatnya | penanganan
Penanganan PMKS yang
PMKS tertangani
2.1 Tujuan Indeks 54,27 | 42,62 | 43,91 | 45,11 | 46,35 47 43,07 | 53,11 | 53,02 | 53,02 | 53,42 | 101,06 | 120,95 | 117,53 114,39 113,66
Terwujudnya Pemberdayaan
peningkatan Gender (IDG)
kualitas hidup
perempuan
2.2 Sasaran | Prevalensi - 7,89 57 5,5 53 51 8,17 | 3,09 | 4,13 | 3,28 5,25 | 103,55 | 54,21 | 75,09 61,89 102,94
Meningkatnya | kekerasan (Indikator | (Indikator
Kualitas hidup | terhadap Negatif) Negatif)
perempuan perempuan
3.1 Tujuan Kabupaten - 70 75 80 83 Pratama | 60,9 60,9 | 58,37 | 58,15 | Madya 87 81,2 72,96 70,06 117,84
Terpenuhinya | Layak Anak (85%)
Hak Anak (KLA)
3.2 Sasaran | Prevalensi - - 5 4,8 4,6 4,4 - 2,84 | 1,81 9,5 7,49 12,97 56,8 37,71 206,52 294,77
Meningkatnya | kekerasan (Indikator | (Indikator
kualitas hidup | terhadap anak Negatid) Negatif)
anak

Tahun

Dari tabel tersebut terlihat bahwa capaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung

2023

dapat

diklasifikasikan

menjadi

beberapa

klasifikasi

sebagaimana

tabel

berikut

ini:
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Tabel 3.5
Capaian Indikator Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2023
Berdasarkan Persentase

Persentase Predikat Jumlah Indikator
<100 Tidak tercapai 2 (negatif)
=100 Tercapai/Sesuai target 0
>100 Melebihi target 4

Dengan demikian terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang tidak memenuhi target kinerja

yakni :

- Indikator prevalensi kekerasan terhadap perempuan dengan capaian 5,25 dari target 5,1.
Indikator ini merupakan indikator negatif dimana perempuan korban tindak kekerasan
melebihi target dan meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu dari 30 orang menjadi 49
orang di tahun 2023.

- Indikator Pervalensi kekerasan anak dengan capaian 12,97 jauh di atas target 4,4 di
tahun 2022. Terget ini merupakan target negatif, dimana target ini melebihi dari target
yang ditetapkan. Anak yang memerlukan perlindungan khusus (anak korban kekerasan,
anak dengan disabilitas, dan anak yang berhadapan dengan hukum) meningkat dari
tahun sebelumnya yaitu sebanyak 50 orang menjadi 74 orang di tahun 2023, namun
dikarenakan ini merupakan indikator negatif, jadi secara kinerja belum tercapai dengan
baik.

Terdapat 4 (empat) indikator kinerjayang melebihi target yaitu :

- Indikator persentase penurunan PMKS per tahun dengan capaian 18,39 dari target 0,5.
Terdapat penurunan jumlah PMKS dari tahun sebelumnya.

- Indikator Persentase PMKS yang tertangani dengan capaian 98,29% dari target 80%.
Indikator ini memuat dari jumlah PMKS yang ditangani dibagi jumlah PMKS
keseluruhan (26 jenis PMKYS) dikali 100%.

- Indiakator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Nila IDG tahun 2023 masih
menggunakan nilai IDG tahun 2022 yaitu 53,42 dari target 47, dikarenakan untuk nilai
IDG tahun 2023 belum rilis dari Badan Pusat Statistik (BPS).

- Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA) dari status KLA pratama menjadi KLA Madya.

Jika dilihat berdasarkan katagori maka capaian kinerja utama Dinas Sosia,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dapat dilihat pada
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Tabel berikut ini:
Tabel 3.6
Capaian Indikator Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Belitung Tahun 2023
Berdasarkan Kategori

No Kategori Capaian Jumlah Indikator
1 Sangat baik >90 4
2 Baik 75-89,99 0
3 Cukup 65— 74,99 2 (Indikator Negatif)
4 Kurang 50 — 64,99 0
5 Sangat kurang 0-49,99 0

Dari Tabel 3.5 diperoleh gambaran bahwa indikator kinerja Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung pada Tahun 2023
berada pada katagori “Sangat Baik”(capaian >90) yang dicapai pada 4 (empat) indikator,
2 (dua) indikator dengan kategori cukup (indikator negatif). Dengan demikian jika dilihat
dari katagori yang ada secara umum kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Belitung berada dalam katagori “Baik”.

3.1.2. Pengukuran, Evaluasi, dan AnalisisKinerja Sasaran Strategis

Laporan Kinerja Perangkat Daerah tidak hanya berisi tingkat keberhasilan atau
kegagalan yang dicerminkan oleh perolehan masing-masing indikator kinerja, sebagaimana
yang ditunjukkan oleh pencapaian rencana tingkat capaian (Target), tetapi juga harus
menyagjikan data dan informas yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuat Keputusan
agar dapat menginterprestasikan keberhasilan atau kegagalan tersebut secara lebih luas dan
mendalam. Keberhasilan dari Program dan Kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2023 ditunjukkan dengan
tercapainya rencana tingkat capaian (target) baik Program, Kegiatan, Sub Kegiatan maupun
Sasaran.

Daam laporan ini, Dinas Sosia, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Belitung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target
kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian
target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen
Renstra 2018-2023 maupun Renja Tahun 2023.
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Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan

dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan

dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerjaini didasarkan pada

Indikator Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2023 yang ditandatangani
tanggal 5 Januari 2023 dan Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2023 yang ditandatangani
tanggal 25 Oktober 2023 dan 14 November 2023 telah ditetapkan 6 (enam) tujuan/sasaran

strategis dengan 6 (enam) indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.7
Tujuan/Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Dinas
Sosial, Pember dayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Belitung

Tujuan/Sasaran Strategis Indikator Kinerja
2 3
1.1. | Tujuan:
1 | Meningkatnya 1. | Persentase penurunan PMKS per
kesgjahteraan PMK S Tahun
11. | Sasaran Strategis:
2 | Meningkatnya penanganan 2. | Persentase penanganan PMKS yang
PMKS tertangani
2.1. Tujuan:
1 | Terwujudnya peningkatan 3. | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

kualitas hidup perempuan
2.1. | Sasaran Strategis:

2 | Meningkatnya kualitas 4. | Prevalens kekerasan terhadap
hidup perempuan Perempuan
3.1 Tujuan:
1 | Terpenuhinyahak anak 5. Kabupaten Layak Anak (KLA)

3.1. | Sasaran Strategis:
2 | Meningkatnya kualitas hidup 6. Prevalens kekerasan terhadap anak
anak

Target

0,5

80%

47

5,1

Pratama

(85%)

4,4

Gambaran perbandingan tujuan/ sasaran strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung tahun 2023 sebagai berikut :
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Tabel 3.8
Tujuan/Sasaran Strategis dan Jumlah Indikator Dinas Sosial,
Pember dayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Belitung

Tujuan 1 Meningkatnya kesejahteraan PMK S -
_ . 2 indikator
Strategis 1 M eningkatnya penanganan PMKS
Tujuan 2 Terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan -
2 indikator
Strategis 2 M eningkatnya kualitas hidup perempuan
Tujuan 3 Terpenuhinya hak anak -
2 indikator

Strategis 3 Meningkatnya kualitas hidup anak

Dengan 6 (enam) tujuan/sasaran strategis dan 6 (enam) indikator kinerja yang
ditargetkan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Belitung dapat merealisasikan capaian untuk masing-masing sasaran strategis sebanyak 4
(empat) indikator tercapai melebihi target, 2 (dua) indikator belum tercapai terget. Untuk
lebih jelasnya dapat dilihat padatabel 3.9 berikut ini :

Tabel 3.9
Capaian Kinerja Tujuan/Sasaran
Dinas Sosial, Pember dayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Belitung Tahun 2023

: Jumieh Retarata
No  Tujuan/ Sasaran Indikator  ~P2 il A)S"ma” Predikat
1 Tujuan Strategis 1 1 3678 Tercapai melebihi target
2 Sasaran Strategis 1 1 122,86 Tercapai melebihi target
3 Tujuan Strategis 2 1 113,66 Tercapai melebihi target
4 Sasaran Strategis 2 1 102,94 Tercapai melebihi target
(Indikator negatif)
Tujuan Strategis 3 1 117,84 Belum tercapai
Sasaran Strategis 3 1 294,77 Belum tercapai (Indikator
negatif)

Berdasarkan nila skor yang diperoleh secara keseluruhan capaian kinerja Dinas
Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung berada
dalam kategori Baik untuk semua indikator baik pada indikator tujuan maupun indikator

sasaran. Untuk |ebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.10 berikut :
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Tabel 3.10
Capaian Kinerja Tujuan/Sasaran

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Belitung Tahun 2023

Tujuan
1 g ctegis 1 1 3678 \
Sasaran
2 Srategis 1 1 122,86 v
Tujuan
3 Strategis 2 2 113,66 v
Sasaran v
4 Siratecis 2 1 102,94 (Indikator
& negatif)
Tujuan
5 Strategis 3 1 117,84 \
Sasaran v
6 Stratedis 3 1 294,77 (Indikator
9 negatif)

Tujuan/Sasaran strategis 1
Tujuan 1 : Meningkatnya kesejehateraan PMK S
Sasaran 1 : Meningkatnya penanganan PMK S

Tujuan Stategis 1 Meningkatnya kesgjahteraan PMKS Sasaran Strategis 1 Meningkatnya
penanganan PMKS dibuat dalam rangka mewujudkan Indikator kinerja Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPIMD) Pemerintah Kabupaten Belitung pada misi ke-1
Meningkatkan kualitas Hidup Masyarakat Yang Berkeadilan untuk mencapai tujuan
meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan sasaran Meningkatnya
daya beli masyarakat. Hal-hal tersebut oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Belitung diupayakan pencapiannya melaui 2 (dua) indikator

Kinerja:
1. Persentase penurunan PMKS per tahun; target pada tahun 2023 adalah 0,5 di Kabupaten
Belitung.

2. Persentase PMKS yang tertangani, pada tahun 2023 ditargetkan 80% di Kabupaten
Belitung
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Hasil evaluasi capaian tujuan 1 dan sasaran 1 tahun 2023, dengan 2 (dua) indikator kinerja

diperoleh rata-ratanilai capaian 1898,43% dan termasuk kategori sangat baik.
Tabel 3.11
Capaian Kinerja Tujuan/Sasaran
Tahun 2022 dan 2023

1 Tuuan:

Persentase
penurunan PMKS
Per tahun %

2 Sasaran:
Persentase
penanganan PMKS
%

0,5 0,96 0,5 18,37 192,00 3678

80% 98,79% 80% 98,29% 12349 122,86

Rata-rata capaian kinerja

Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian atau rata-rata kinerja tujuan strategis 1
Meningkatnya kesgjahteraan PMKS, dengan indikator persentase penurunan PMKS per
tahun dan Sasaran Strategis 1 Meningkatnya penanganan PMKS dengan indikator
persentase penanganan PMKS tahun 2022 adalah sebesar 157,75% dan tahun 2023 sebesar
1900,43%, meningkat dari tahun sebelumnya.

Capaian kinerja berdasarkan perbandingan capaian tahun ini dan capaian tahun lalu
dapat dilihat padatabel berikut:

Tabel 3.12
Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Capaian Tahun ini
dengan Capaian Tahun Lalu

1 Persentase penurunan
PMKS Per tahun % 0,96 18,39 17,43

2 Persentase penanganan
PMKS

% 98,79%  98,29% -0,5
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Sementara untuk capaian kinerja tahun 2023 terhadap target akhir Renstra
sebagaimana terlihat padatabel berikut ini:
Tabel 3.13.

Pencapaian Tujuan/ Sasaran Per sentase Penurunan PMK S per Tahun

Tahun 2023 Target Capaian 2023
. Indikator Redlias Akhir terhadap Target
0. .
Kinerja 2022 .. Capaian  Renstra akhir Renstra
Target  Redisas
dalam % (2023) 2023
1 Persentase
penurunan
0,96 0,5 18,39 3678 0,5 18,39
PMKS Per
tahun
2 Persentase
penanganan 98,79 80 98,29 122,86 80 98,29

PMKS

Dari tabel di atas dapat dilihat perbandingan untuk setiap indikator kinerjanya adalah
sebagai berikut :
1) Persentase penurunan PMKS per tahun

Perkembangan realisasi persentase penurunan PMKS per Tahun untuk tahun 2019-2023

disajikan pada gambar 3.1 berikut :

20 18,39
15
10 5,93
> 05 0,5 0,5 09,9 05 W target
0 s — — S — Realisasi
5 | 2019 2020 2021 2022 2023
10 -5,01

-8,79
-15

Grafik 3.1. Target dan realisasi persentase penurunan PMKS per tahun

Dapat dismpulkan bahwa untuk indikator tujuan/sasaran “Persentase penurunan
jumlah PMKS” dalam dua tahun terakhir mengalami kenaikan dan penurunan, nilai minus
disini dimaksudkan PMKS tidak mengalami penurunan pertahunnya (jumlah PMKS
meningkat) dan nilai positif dimaksudkan menurunnya jumlah PMKS dari tahun
sebelumnya. Untuk jumlah PMKS tahun 2021 sebesar 14.829 (meningkat dari tahun
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sebelumnya), dan tahun 2022 jumlah PMKS menurun dari tahun sebelumnya yaitu 14.686
dan Tahun 2023 jumlah PMKS menurun dari tahun sebelumnya yaitu berjumlah 11.986
Orang.

Jika dimasukkan dalam rumusan yang telah ditetapkan dalam IKU Perubahan Tahun
2018-2023 yaitu (Jumlah PMKS tahun n-1 dikurangi Jumlah PMKS tahun n) dibagi jumlah
PMKS tahun n-1 dikali 100%. Maka didapatlah nilai minus 8,79 untuk tahun 2021, nilai
positif 0,96 ditahun 2022, dan positif 18,39 tahun 2023.

Terjadinya peningkatan jumlah PMKS di tahun 2020 dan 2021 dikarenakan adanya
dampak pandemi Covid sehingga menyebabkan bertambahnya jumlah PMKS terutama
untuk fakir miskin. Seiring dengan meredanya dampak pandemi covid di tahun 2022 dan
tahun 2023 terjadi penurunan jumlah PMKS, hal ini juga tentunya tidak terlepas dari fokus
dan anggaran penanganan PMKS di Kabupaten Belitung terutama dalam memenuhi Standar
Pelayanan Minimal (SPM) untuk penanganan PMKS.

Faktor pendukung lainnya yaitu adanya respon yang baik dari masyarakat Belitung
terhadap penanganan PMKS, terjalinnya Sinergitas antar instansi dalam penanganan PMKS,
adanya SDM yang kompeten di bidang sosia, dan tersedianya anggaran dan sarana
prasarana. Sedangkan Faktor Penghambat dari pencapaian target yaitu adanya data PMKS
belum valid, masih ada beberapa SDM yang belum memiliki kompetensi di bidang sosial,
masih terjadinya ego sektora di berbagai lini, dan masih ada beberapa sub kegiatan yang
memiliki anggaran terbatas. Dan solusi untuk perbaikan ke depan yaitu melaksanakan
verifikas dan verifali data PMKS, perlunya peningkatan kemampuan SDM Kesejahteraan
Sosial, menjalin sinergitas dengan berbagai pihak, penambahan anggaran, dan penyediaan
sarana dan prasarana.

Pencapaian Tujuan pertama ini juga didukung oleh Sasaran Pertama yaitu
Meningkatnya penanganan PMK S dengan indikator persentase PMK S yang tertangani.

2) Persentase PMKSyang tertangani
Untuk mengukur kualitas meningkatnya penanganan PMKS pada Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak digunakanlah indikator yaitu
Persentase PMK'S yang tertangani.
Pada indikator ini pengukuran yang dilakukan adalah persentase Penyandang
Masadah Kesgahteraan Sosid (PMKS) yang memperoleh bantuan Sosia untuk

pemenuhan kebutuhan dasar.
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Tabel 3.

14

Pelayanan dan Penanganan terhadap PMKS

Jumlah PMKS yang
Tahun Jumlah PMKS : %
tertangani
2019 14.337 12.028 83,89
2020 13.631 12.841 94,20
2021 14.829 14.487 97,69
2022 14.685 14.509 98,79
2023 11.986 11.781 98,29

Pada tabel 3.14. di atas dapat dilihat bahwa dari pelayanan dan penanganan PMKS

dalam 3 tahun terakhir meningkat persentasenya.

Jumlah PMKS pada tahun 2020 menurun yaitu 13.631 orang yang memperoleh
bantuan sosial menjadi 12.841 dari sebelumnya 14.337 orang atau sebesar 94,20%. Dan
ditahun 2021 jumlah PMKS kembali meningkat sebesar 14.829 dan jumlah tertangani
sebesar 14.487 dengan persentase meningkat penanganan PMKS meningkat 3,49% menjadi
97,69%. Tahun 2022 jumlah PMKS kembali menurun sebesar 14.685 dan jumlah tertangani
sebesar 14.509 dengan persentase penanganan PMKS meningkat 1,1% dari tahun
sebelumnya menjadi 98,79%. Dan Tahun 2023 jumlah PMKS menurun menjadi 11.986 dan

jumlah tertangani sebesar 11.781 dengan persentase penanganan 98,29%. Persentase

penanganan PMKS menurun 0,5% dari tahun sebelumnyan namun masih melebihi target
yang ditetapkan tahun 2023 yaitu 80%.

Persentase penanganan PMK S juga dapat digambarkan dalam grafik 3.2. berikut ini :

H target

M Realisasi

3.15. berikut :

Grafik 3.2. Penanganan PMKStahun 2019 - 2023
Jumlah dan Jenis PMKS selama 5 tahun Renstra (2019 — 2023) terdapat dalam tabel
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Tabel 3.15. Jumlah dan Jenis Penanganan PM K S Tahun 2019 - 2023

TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023
Jumla
N Jenis PMKS Jumlah Jumlah L Jumlah h
o enis
Jumlah PMKS Persent | Jumlah PMKS Persent | Jumlah I;I:IanS Persent Jur:la :/I\annligs Persent Jur:la PMKS | Persent
0y 0, 0, 0, 0,
PMKS .yang . ase (%) PMKS _yang _ ase (%) PMKS ditanga ase (%) PMKS | ditanga ase (%) PMKS Yang ase (%)
ditangani ditangani ni ni ditang
ani
1 | Anak Balita Terlantar 1 1 100,00 0 0 0,00 71 71 100,00 71 71 100,00 2 2 100,00
2 Anak Terlantar 244 129 52,87 244 144 59,02 219 219 100,00 86 86 100,00 15 15 100,00
3 Anak yang berhadapan dengan 20 20 100,00 6 6 100,00 15 15 100,00 5 5 100,00 4 4 100,00
Hukum
4 | AnakJalanan 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
5 | Anak dengan Disabilitas 43 10 23,26 43 10 23,26 37 12 32,43 37 37 100,00 57 22 38,60
6 Anak yang menjadi korban 21 21 100,00 9 9 100,00 10 10 100,00 8 8 100,00 13 13 100,00
tindak kekerasan atau
diperlakukan salah
7 Anak yang memerlukan 1 1 100,00 6 6 100,00 15 15 100,00 50 50 100,00 13 13 100,00
perlindungan khusus
8 Lanjut Usia Terlantar 1163 1084 93,21 1163 993 85,38 1163 1163 100,00 1154 1154 100,00 60 60 100,00
9 | Penyandang Disabilitas (PACA) 705 134 19,01 612 125 20,42 612 295 48,20 612 435 71,08 632 475 75,16
9.a | Penyandang Disabilitas Terlantar 30 30
10 | Tuna Susila 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
11 | Gelandangan 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 39 39 -
12 | Pengemis 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 =
13 | Pemulung 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
14 | Kelompok Minoritas 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 =
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TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023
Jumla
N Jenis PMKS Jumlah Jumlah AGEL Jumiah h
o enis
Jumlah PMKS Persent | Jumlah PMKS Persent | Jumlah Pyl\a/IanS Persent Jur:la I;I;/Inl(gs Persent Jur:la PMKS | Persent
0, 0, 0, [ 0,
PMKS . yang . ase (%) PMKS _yang _ ase (%) PMKS ditanga ase (%) PMKS | ditanga ase (%) PMKS Yang ase (%)
ditangani ditangani ni ni ditang
ani
15 | Bekas Warga Binaan n/a n/a - n/a n/a - n/a n/a - n/a n/a - n/a n/a -
Pemasyarakatan (BWBLP)
16 | Orang dengan HIV/AIDS 48 48 100,00 16 16 100,00 16 16 100,00 16 16 100,00 16 16 100,00
17 | Korban Penyalahgunaan NAPZA 4 4 100,00 4 4 100,00 6 6 100,00 4 4 100,00 14 1 7,14
18 | Korban Trafficking 2 2 100,00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
19 | Korban Tindak Kekerasan 44 44 100,00 28 28 100,00 40 40 100,00 32 32 100,00 51 51 100,00
20 | Pekerja Migran Bermasalah 18 18 100,00 18 18 100,00 12 12 100,00 13 13 100,00 0 0 100,00
Sosial (PMBS)
21 | Korban Bencana Alam 384 384 100,00 11 11 100,00 32 32 100,00 16 16 100,00 15 15 100,00
22 | Korban Bencana Sosial 38 38 100,00 8 8 100,00 17 17 100,00 2 2 100,00 9 9 100,00
23 | Perempuan Rawan Sosial n/a n/a 0,00 n/a n/a 0,00 1096 1096 100,00 1096 1096 100,00 3465 3465 100,00
Ekonomi
24 | Fakin Miskin 11601 10090 86,98 11463 11463 100,00 11463 11463 100,00 11463 11463 100,00 7535 7535 100,00
25 | Keluarga Bermasalah Sosial 0 0 0,00 0 0 0,00 5 5 100,00 21 21 100,00 16 16 100,00
Psikologis
26 | Komunitas Adat Terpencil 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
Jumlah 14337 12028 83,89 13631 12841 94,20 14829 14487 97,69 14686 14509 98,79 11986 | 11781 98,29
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Meningkatnya penurunan PMKS per tahun dan meningkatnya penanganan PMKS
ini dikarenakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Belitung fokus penanganan PMKS mendukung Standar Pelayanan Minimal, yaitu
terpenuhinya kebutuhan dasar lansia terlantar, penyandang disabilitas terlantar, anak
terlantar, gelandangan dan pengemis di luar panti. Dengan meningkatnya pemberian
bantuan tersebut dan fokus penanganan untuk pelayanan SPM maka persentase penanganan
PMKS meningkat melebihi target yang ditetapkan.

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2023 untuk mendukung pencapaian
kinerjatersebut diatas antaralain yaitu :
1) Perbaikan datalayanan PMKS menjadi tepat sasaran
2) Peningkatan berbagai program/ kegiatan yang menyasar/ mengintervensi langsung
kepada PMKS
3) Peningkatan Kerjasama lintas sektor. Kerjasama dengan Abiyoso Kemensos RI, Panti
Bina Laras Belitung Timur, Pembangunan Rumah Singgah, dll.
4) Peningkatan kemampuan kompetensi PSKS, Karang Taruna, TKSK, PSM, dan lainnya.
Capaian kinerjayang cukup tinggi melampau target didukung/disebabkan antaralain oleh :
1) Adanyakucuran dana, Dana Insentif Daerah (DID), Fiskal, dl
2) Adanya pelaksanaan program hasil Kerjasama dengan Sentra Abiyoso, Kemensos RI.
3) Adanya peningkatan sarana dan prasarana (Pembangunan Rumah Pelayanan Sosial).
Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja tahun 2023 atau untuk memperbaiki
kinerja di tahun 2024 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
akan melakukan :
1) Meningkatkan SDM Pelayanan
2) Menambah sarana dan prasarana serta kebijakan/ peraturan
3) Meningatkan layanan rujukan/menambah Kerjasama dengan lintas sektor/ perluasan

K erjasama.

Beberapa dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang mendukung indikator kinerjaini sebagai
berikut :
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Penyerahan Bantuan Permakanan kepada Disabilitas Terlantar
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Penyerahan Bantuan Sandang kepada
Penyandang Disabilitas dari Sentra
Abiyoso Cimahi

Pengukuran dan Pemasangan
Alat Bantu Dengar kepada
Penyandang Disabilitas dari

Sentra Abiyoso Cimahi

Penyerahan bantuan sandang kepada
lanjut usiadari sentra Abiyoso Cimahi
bersama TKSK Kec. Selat Nasik
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Kegiatan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial terhadap Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut

Usia Terlantar, dan Anak Terlantar

Bantuan Sosial Tunai Dinsos Provinsi dalam rangka Percepatan
Penghapusan K emiskinan Ekstrem di Kabupaten Belitung

Penyerahan santunan oleh Wakil Bupati Belitung
terhadap korban bencana alam (angin puting beliung)

Kelurahan Lesung Batrang Kec. Tanjungpandan
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I v ° = ¥ 4]
Peresmian Rumah Pelayanan dan Perlindungan Sosial Kabupaten Belitung (29 November 2023)

Gambar 3.1. Dokumentasi foto kegiatan yang mendukung capaian Tujuan dan Sasaran Pertama
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Capaian Tujuan/Sasaran 1 diupayakan dengan program-program, yaitu:

1.

Program Rehabilitasi Sosial

Indikator Program Rehabilitasi Sosial adalah Persentase penyandang
disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar serta gepeng yang mendapat
layanan rehabilitasi sosial.

Untuk pencapaian indikator Program Rehabilitas Sosial pada tahun 2023
dapat dilihat padatabel berikut:

Tabel 3.16
Pencapaian I ndikator Program Rehabilitasi Sosial Tahun 2022

Sosia penyandang

disabilitas terlantar,
anak terlantar, lansial
terlantar serta
Gepeng yang
mendapat layanan
rehabilitas sosial

Tahun 2022 Tahun 2023
Program Indikator Kinerja Target | Redisas % Target | Redisos % Ket
% % Capaian % % Capaian
Rehabilitasi Persentase 100 100 100 100 100 100

Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia
terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar
panti tahun 2023 sebesar 100% dimana jumlah penyandang disabilitas 30 orang,
anak terlantar 15 orang, lansia terlantar 60 orang, gelandangan dan pengemis 39
orang yang terpenuhi kebutuhan dasarnya berjumlah 144 orang dari 144 orang. Hal
ini dikarenakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Belitung fokus dalam penanganan PMKS terutama untuk memenuhi
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Sosial.

Namun terkait dengan mutu layanan SPM pada aplikasi e-spm tidak
mencapai 100% karena tidak semua penerima layanan SPM menerima dan
memerlukan layanan sesuai dengan 15 kriteria yang ditetapkan.

Faktor Pendorong: Kewagjiban Pemerintah Daerah dalam pemenuhan pelayanan

dasar minimal kepada Masyarakat, Amanat Peraturan Perundang-undangan.

Faktor Penghambat: Rendahnya komitmen dalam pemenuhan pelayanan minimal,

belum terpenuhinya sarana dan prasarana, Belum terpenuhinya sarana dan prasarana

yang memadai, belum adanya Rumah Pelayanan Sosial, kendaraan operasiona
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dalam penanganan PMKS, data PMKS yang belum valid dan keterbatasan SDM
K esgahteraan Sosial.
Solusi yang dilakukan adalah
1) Mengoptimalkan Rumah Perlindungan dan Pelayanan Sosial dengan penyediaan
sarana dan prasarana maupun kendaraan operasional.
2) Memverifikas dan verifali data PMKS secara berkala.
3) Penyiapan dan Penguatan SDM Kessos melalui Diklat atau Bimtek.
Capaian indikator kinerja Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesgahteraan Sosial
adalah Persentase Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar,
gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sebesar
100%.
Alokas anggaran Program Rehabilitasi Sosial sebesar Rp. 472.694.420,- dengan
realisasi sebesar Rp. 391.808.972,- setara dengan 82,89% dan dilaksanakan melalui
kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Rehabilitass Sosid Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Diluar Panti Sosial
yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Belitung dengan alokas anggaran sebesar Rp. 472.694.420,- dengan
realisasi sebesar Rp. 391.808.972,- atau setara dengan 82,89% Output kegiatan
adalah jumlah disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandangan
yang mendapatkan rehabilitasi sosial. Outcome kegiatan adalah terpenuhinya
layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti. Faktor Pendorong: Pemerlu Pelayanan
Kesgahteraan Sosia (adanya Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar dan
Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosia yang memerlukan pelayanan dasar
minimal).

Faktor Penghambat: Terbatasnya jenis layanan yang disediakan.

Dilaksanakan melalui Sub Kegiatan berikut :

a Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan yang dilaksanakan Dinas Sosid,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan
aokas anggaran sebesar Rp. 215.740.750,- dan readlisasi sebesar Rp.
212.227.500,- atau setara dengan 98,37%. Output sub kegiatan adalah Jumlah
Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan
Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/K ota.

Faktor Pendorong: belum terpenuhinya kebutuhan permakanan bagi penerima

layanan/ PPKS.
67



Faktor penghambat : belum terpenuhinya standar bantuan sesuai dengan standar
gizi minimal yang diperlukan oleh penerima manfaat.

Upaya/solusi ke depan : membuat standar jumlah dan kualitas barang bantuan yang
harus diterima penerima manfaat.

b. Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikas Keluarga yang dilaksanakan
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 109.270.250,- dan realisasi sebesar
Rp. 95.502.340,- atau setara dengan 87,40%. Output sub kegiatan adalah Jumlah
Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikas Keluarga Kewenangan
Kabupaten/K ota.

Faktor Pendorong : Tersedianya pendamping sosial

Faktor Penghambat : Keterbatasan anggaran.

Upaya solusi ke depan : memberikan pelatihan/ bimbingan teknis/ diklat dalam
upaya peningkatan kapasitas pendamping sosial.

c. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, Dan Sosiad yang
dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Belitung dengan alokas anggaran sebesar Rp. 61.803.670,- dan
realisasi sebesar Rp. 44.792.982,- atau setara dengan 72,48%. Output sub kegiatan
adalah Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosia Kewenangan
Kabupaten/Kota. Realisasi keuangan di bawah 80% dikerenakan sub kegiatan ini
bersifat antisipatif dan insedentil. Belanja perjadlanan dinas dan belanja
pengumuman/ iklan untuk mengumumkan anak terlantar tidak terealisasi
dikarenakan tidak adanya kasus penelantaran anak (anak yang dibuang).

Faktor Pendorong: Tersedianya pendamping sosial

Faktor Penghambat : Belum dapat dipastikan kasus penelantaran anak (anak yang
dibuang).

Upaya solusi ke depan : memberikan pelatihan/ bimbingan teknis/ diklat dalam
upaya peningkatan kapasitas pendamping sosial.

(2) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesgjahteraan Sosial (PMKYS)
Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti yang dilaksanakan Dinas
Sosia, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 85.879.750,- dan realisasi sebesar Rp.
39.286.150,- atau setara dengan 45.75%. Output kegiatan adalah Persentase PMKS
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lainnya yang menerima layanan rehabilitass sosia. Outcome kegiatan adalah

Terpenuhinya layanan rehabilitas sosial PMKS lainnyadi luar panti.

Faktor Pendorong : Banyaknya masyarakat yang memerlukan layanan Rumah

Singgah dan Pemulangan bagi Pekerja Migran Terlantar kembali ke daerah asalnya.

Faktor Penghambat : belum optimalnya peran Tim Reaksi Cepat dalam penanganan

PPKS.

Dilaksanakan melalui Sub Kegiatan berikut :

a Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan yang dilaksanakan Dinas Sosid,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 9.906.750,- dan realisasi sebesar Rp. 6.680.00,- atau
setara dengan 67,43%. Output sub kegiatan adalah Jumlah Orang yang
Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi
Minima Kewenangan Kabupaten/Kota. Sub kegiatan ini terealisasi kurang dari
80% dikarenakan Sub Kegiatan ini bersifat antisipatif dan insendentil tergantung
dengan jumlah kasus yang ditemukan dan ditangani, tergantung dari jumlah
PMKS terlantar yang diberikan permakanan (orang terlantar/ pekerja migran
terlantar di Kabupaten Belitung).

Faktor Pendorong : adanya masyarakat dengan kondisi terlantar yang memerlukan
penyediaan permakanan.

Faktor Penghambat : belum optimalnya layanan rumah singgah/ rumah
perlindungan dan pelayanan sosial.

Upaya/l Solus ke depan : Optimaisasi layanan rumah singgah/ rumah
perlindungan dan pelayanan sosial.

b. Sub Kegiatan Penyediaan Perbekalan Kesehatan di luar panti yang dilaksanakan
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.500.000,- dan realisasi sebesar
Rp. 1.500.000,- atau setara dengan 9,09%. Output sub kegiatan adalah Jumlah
Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar
Panti Kewenangan Kabupaten/Kota. Realisas kurang dari 80% dikarenakan Sub
Kegiatan / Anggaran ini bersifat antisipatif bagi pemerlu pelayanan kesegjahteraan
sosial yang dalam kondisi sakit dan memerlukan jasa pengobatan bagi yang tidak
memiliki atau tidak terdaftar di BPJS Kesehatan. Anggaran disediakan walaupun
tidak digunakan, sebagai wujud standar pelayanan minimal.

Faktor Pendorong:
e sewaktu-waktu diperlukan pengobatan kepada pekerja migran/ orang terlantar
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e pekerjamigran/ orang terlantar tidak terdapat di layanan jaminan Kesehatan.
Faktor Penghambat: Belum optimanya layanan Rumah Singgah/Rumah
Perlindungan dan Pelayanan Sosial.

Upayal solusi ke depan : Optimalisasi 1ayanan rumah singgah/ rumah perlindungan
dan pelayanan sosial.

c. Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga yang dilaksanakan
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 59.473.000,- dan realisasi sebesar
Rp. 313.106.150,- atau setara dengan 52,30%. Output sub kegiatan adalah jumlah
orang Yyang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan
Kabupaten/Kota. Realisasi kurang dari 80% dikarenakan Sub Kegiatan ini Sifat
antisipasi untuk PMKS terlantar. Tahun ini jumlah PMKS menurun dari tahun
sebelumnya, sehingga biaya uang saku ataupun biaya pengiriman, sppd bagi
PMKS terlantar tidak direalisasikan.

Faktor Pendorong:

e Adanya pekerjamigran/ orang terlantar yang meemrlukan layanan pemulangan
ke daerah asal.

e Mash adanya kepedulian masyarakat dan instans terkait (lintas sektor)
terhadap pekerja migran/ orang terlantar.

Faktor Penghambat:

e Minimnyainformasi tentang keluarga dari pekerja migran/ orang terlantar

e Tidak adanya/ tidak lengkapnya administrasi kependudukan pekerja migran/
orang terlantar.

Upaya solusi ke depan : membangun dan memperkuat jejaring lintas sektor baik

di Kabupaten Belitung maupun di luar Kabupaten Belitung.

2. Program Penanganan Bencana
Indikator Program Penanganan Bencana adalah Persentase korban bencana alam dan
sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat
bencana.
Untuk pencapaian indikator Program Penanganan Bencana pada tahun 2023 dapat
dilihat padatabel berikut:
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Tabel 3.17
Pencapaian I ndikator Program Penanganan Bencana Tahun 2023

Tahun 2022 Tahun 2023
Program Indikator Kinerja Target | Redisas % Target | Redisas % Ket
% % Capaian % % Capaian
Penanganan Persentase korban 100 100 100 100 100 100
Bencana bencana alam dan

sosial yang terpenuhi
kebutuhan dasarnya
pada saat dan setelah
tanggap darurat
bencana

Persentase korban bencana alam dan sosia yang terpenuhi kebutuhan
dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten tahun
2023 yaitu 100%. Dimana jumlah korban bencana yang terjadi di tahun 2023 yaitu
24 korban bencana (15 korban bencana alam dan 9 korban bencana sosial). Nilai
persentase didapat dari rumusan Jumlah korban bencana alam dan sosia daerah
Kabupaten yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dibagi populasi korban bencana alam
dan social kabupaten yang membutuhkan perlinduangan dan jaminan sosial pada
saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten dikali 100%.

Faktor Pendorong: Kewagjiban Pemerintah Daerah dalam pemenuhan
pelayanan dasar minimal kepada Korban Bencana, Amanat Peraturan Perundang-
undangan. Faktor Penghambat : Terbatasnya Anggaran.

Alokasi anggaran Program Penanganan Bencana sebesar Rp. 444.430.180,- dengan
realisasi sebesar Rp. 388.706.200,- setara dengan 87,46% dan dilaksanakan melalui
kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan
Bencana Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 444.430.180,- dengan realisasi sebesar Rp. 388.706.200,- setara
dengan 87,46%. Output kegiatan adalah korban bencana yang menerima bantuan
sosial. Outcome kegiatan terlayaninya korban bencana.

Faktor Pendorong: Adanya relawan-relawan sosial dalam penanggulan bencana
Faktor Penghambat: Standar Operasional Pelayanan Kebencanaan yang belum
terintegrasi.
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Dilaksanakan melalui Sub Kegiatan berikut :

a

Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi Dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 444.430.180,-
dengan realisasi sebesar Rp. 388.706.200,- setara dengan 87,46%. Output sub
kegiatan adalah Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisas
dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan K abupaten/K ota.

Faktor Pendorong : Dapat dilaksanakannya koordinas serta simulasi
kebencanaan.

Faktor Penghambat: Belum tersedianya anggaran dan peralatan kebencanaan
yang memadai.

Upaya solus ke depan : melakukan inventarisir peralatan penanggulangan

bencanayang memadai dan tidak memadai.

3. Program Pemberdayaan Sosial

Indikator Program Pemberdayaan Sosial adalah Persentase PMKS yang menerima

program pemberdayaan sosial. Untuk pencapaian indikator Program Pemberdayaan

Sosia pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.18
Pencapaian Indikator Program Pemberdayaan Sosial Tahun 2023
Tahun 2022 Tahun 2023
Program Indikator Kinerja Target | Redisas % Target | Redisas % Ket
% % Capaian % % Capaian
Pemberdayaan | Persentase PMKS 100 42,14 42,14 100 38,60 38,60
Sosial yang menerima
program
pemberdayaan
sosia

Persentase PMKS yang menerima program bantuan sosial tahun 2023 sebesar
38,60% di bawah target yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 100%. Persantase

ini didapatkan dari rumus jumlah penerima program pemberdayaan sosial 7535 KK

(Data

BPNT) dibagi jumlah penduduk miskin 19519 (Data DTKS) dalam dikali 100

persen. Bisa diartikan hanya 38,60 persen dari jumlan penduduk miskin yang

dibantu dengan program BPNT yang merupakan program dan kuota bantuan dari

Pusat.
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Alokas anggaran Program Pemberdayaan Sosial sebesar Rp. 408.808.768,- dengan
realisas sebesar Rp. 362.053.507,- setara dengan 88,56% dan dilaksanakan melalui
kegiatan sebagai berikut :

(1) Kegiatan Pengembangan Potenss Sumber Kesgahteraan Sosia Daerah
Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
408.808.768,- dengan redisasi sebesar Rp. 362.053.507,- setara dengan 88,56%.
Outcome kegiatan adalah Jumlah PSK'S yang aktif.

Faktor pendukung yaitu adanya Sinergitas antar instansi terkait, tersedianya Potensi

Sumber Kesgjahteraan Sosial (PSKS) yang terlatih/ komitmen PSK'S, adanya regulasi

Bidang Sosia, tersedianya anggaran dan sarana prasarana dan adanya partisipas

masyarakat.

Faktor Penghambat dari pencapaian target yaitu adanya Data PMKS belum valid,

terjadinya ego sektoral, keterbatasan SDM K essos, anggaran dan sarana prasarana.

Solusi untuk perbaikan ke depan yaitu melaksanakan verifikasi dan verifai data

PMKS, penyiapan dan penguatan SDM Kessos dan anggaran, penyediaan sarana dan

prasarana, dan penguatan PSKS.

Dilaksanakan melalui Sub Kegiatan berikut :

a.  Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat
Kewenangan Kabupaten/kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 151.263.393,- dan realisasi sebesar Rp. 122.894.657,-
atau setara dengan 81,25%. Output sub kegiatan adalah Jumlah Orang
Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan
Kabupaten/K ota.

Faktor pendukung : adanya tenaga pendamping/SDM program BPNT dan PKH
yang terlatih, tersedianya anggaran yang memadai, meningkatnya tingkat
pemahaman masyarakat/K PM terkait pemanfaatan bantuan pemerintah
Faktor penghambat : tenaga pendamping/SDM program yang mengundurkan
diri karena suatu kepentingan.
Upaya/solusi ke depan: melaksanakan Kegiatan Peningkatan Kemampuan bagi
tenaga pendamping/SDM program.

b. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesgjahteraan Sosial
Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dinas Sosidl,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan
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aokas anggaran sebesar Rp. 68.911.415,- dan redlisas sebesar Rp.
66.473.500,- atau setara dengan 96,46%. Output sub kegiatan adalah Jumlah
Keluarga yang Meningkat K apasitasnya K ewenangan Kabupaten/K ota.
Faktor pendukung : adanya veteran/janda veteran, pejuang/janda pejuang
penerima uang penghargaan,
Faktor penghambat : berkurangnya jumlah penerima uang penghargaan, masih
minimnya anggaran uang melaksanakan kegiatan Peningkatan Kemampuan
Potensi Sumber K esgjahteraan Sosial.
Upaya/solusi ke depan : melaksanakan kegiatan Peningkatan Kemampuan
Potensi Sumber Kesgjahteraan Sosial dengan pembiayaan APBD Kabupaten
. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesgjahteraan Sosia
Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Belitung dengan aokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- dan realisasi
sebesar Rp. 97.848.800,- atau setara dengan 97,85%. Output sub kegiatan
adalah Jumlah Lembaga Kesgahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya
Kewenangan Kabupaten/K ota.
Faktor pendukung : adanya anak usia 17 s.d 45 Tahun sebagai potensi
keanggotaan dan pengurus karang taruna.
Faktor penghambat : masih adanya desa/ kelurahan dan kecamatan yang belum
memperbaharui kepengurusan karang taruna, kurangnya pemahaman dalam
pengel olaan usaha ekonomi produktif oleh karang taruna desa/ kelurahan.
Upaya/solusi ke depan : melaksanakan kegiatan Peningkatan Kemampuan
Potenss Sumber Kesgahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat melalui
pelaksanaan bintek bagi pengurus karang taruna desalkelurahan, kecamatan
dan kabupaten dengan biaya APBD Kabupaten.
. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumberdaya Manusia dan Penguatan
Lembaga Konsultasi Kesgjahteraan Keluarga (LK 3) yang dilaksanakan Dinas
Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 88.633.960,- dan realisasi sebesar Rp.
74.836.550,- atau setara dengan 84,43%. Output sub kegiatan adalah Jumlah
Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga
Konsultasi Kesgjahteraan Keluarga (LK 3) Kewenangan Kabupaten/K ota.
Faktor pendukung : meningkatnya pemahaman masyarakat akan pentingnya
konsultas masalah keluarga ke lembaga-lembaga seperti LK3, tersedianya
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anggaran yang memadai.

Faktor penghambat : masih adanya masyarakat yang belum memanfaatkkan
lembagauntuk konsultasi masalah keluarganya.

Upaya/solusi ke depan: melaksanakan kegiatan Peningkatan Kemampuan
Sumberdaya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesgahteraan
Keluarga (LK 3) dengan pendanaan APBD Kabupaten.

4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Indikator Program Perlindungan dan Jaminan ~ Sosial adalah  terpenuhinya

perlindungan dan jaminan sosial.
Untuk pencapaian indikator Program Perlindungan dan Jaminan Sosial pada tahun
2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.19

Pencapaian I ndikator Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Tahun 2023

Tahun 2022 Tahun 2023
Program Indikator Kinerja | Taget | Redisas % Target | Redises % Ket
% % Capaian % % Capaian
Perlindungan dan|  Terpenuhinya 100 97,25 97,25 100 88,31 88,31
Jaminan Sosial | perlindungan dan
jaminan sosial

Terpenuhinya perlindungan dan jaminan sosia tahun 2023 sebesar 88,31% dari
target 100%. Indikator program ini di dapat dari rumusan jumlah penerima
perlindungan dan jaminan sosial yang berasal dari data PBI berjumlah 40.652 dibagi
jumlah jiwa dalam DTK'S berjumlah 46.032 dikali 100%.

Capaian indikator kinerja Program Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagai
berikut : Terpenuhinya perlindungan dan jaminan sosial sebesar 88,31%. Alokasi
anggaran Program Perlindungan dan Jaminan Sosia sebesar Rp. 738.336.850,-
dengan redlisasi sebesar Rp. 481.414.604,- setara dengan 65,20% dan dilaksanakan
melalui kegiatan sebagai berikut :

(1) Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang

dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Belitung dengan alokas anggaran sebesar Rp. Rp. 738.336.850,- dengan
realisasi sebesar Rp. 481.414.604,- setara dengan 65,20%. Output kegiatan adalah
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data dan informas orang tidak mampu dan PMKS yang tervalidasi. Outcome

kegiatan adalah data dan informasi orang tidak mampu dan PMK'S yang akurat.

Faktor pendorong : Sistem informasi (SIKS-NG) yang cukup memadai

Faktor penghambat : masih adanya PSM yang tidak aktif dalam melakukan verifikas

ketidaklayakan dan pemadanan dukcapil, masih adanya petugas pengis data desa/

kelurahan yang terkendala dalam mengakses sistem SIKS-NG dikarenakan tidak
memiliki laptop, belum adanya anggaran dalam peningkatan kapasitas PSM/ Pengisi
data Desa/ Kelurahan.

Dilaksanakan melalui Sub Kegiatan berikut :

a. Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 474.336.850,-
dengan realisasi sebesar Rp. 462.351.354,- atau setara dengan 97,35%. Output sub
kegiatan adalah Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin
Kabupaten/K ota.

Faktor pendorong : Sistem informasi (SIKS-NG) yang cukup memadai

Faktor penghambat : masih adanya PSM yang tidak aktif dalam melakukan
verifikas ketidaklayakan dan pemadanan dukcapil, masih adanya petugas pengisi
data desa/ kelurahan yang terkendala dalam mengakses sistem SIKS-NG
dikarenakan tidak memiliki laptop, belum adanya anggaran dalam peningkatan
kapasitas PSM/ Pengisi data Desa/ Kelurahan.

Upayal Solusi ke depan : perlunya dilakukan verval penerima bantuan agar
penerima bantuan baik BPNT, PKH benar-mebar masyarakat yang layak dan
masyarakat yang tidak layak bisa dikeluarkan dari bantuannya

b. Sub Fasilitas Bantuan Sosial Kesgahteraan Keluarga Daerah Kabupaten/Kota
yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Belitung dengan alokas anggaran sebesar Rp. 263.398.212,-
dengan realisasi sebesar Rp. 19.063.250,- atau setara dengan 7,24%. Output sub
kegiatan adalah Jumlah Fasilitas Bantuan Sosia Kesgahteraan Keluarga
Kabupaten/Kota. Redlisasi kinerja dan realisasi anggaran kurang dari 80%
dikarenakan program ini merupakan program inovasi baru sehingga belum
tersosialisasikan secara menyeluruh kepada masyarakat. Pada tahun 2023 sudah
masuk beberapa proposal usulan. Akan tetapi, tidak semua usulan proposal yang
masukdisetujui karena tidak memenuhi kriteria sesuai dengan Peraturan Bupati
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Belitung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Program Fasilitas Bantuan Sosial

K esgahteraan Keluarga.

Faktor pendorong :

e Mash adanya masyakarat yang belum atau tidak ter-cover bantuan atau
program pemerintah daerah.

e Mash ditemukan masyarakat yang memerlukan bantuan.

e Terkait dengan bantuan sosia kepada individu, factor pendorongnya yaitu
sudah adanya data calon penerima hasil verifikasi desa/ kelurahan terkait Desa
P3KE yang ditetapkan.

Faktor penghambat :

e Belum tersosialisasikannya Peraturan Bupati Belitung Nomor 12 Tahun 2023
tentang Program Fasilitasi Bantuan Sosial Kesgjahteraan Keluarga kepada
masyarakat secara menyeluruh

e Proposa usulan bantuan yang disampaikan masyarakat tidak memenunhi
Kriteria

e Belum adanya payung hukum untuk pencairan bantuan kepada calon penerima
data P3KE, waktu untuk pelaksanaannya tidak memungkinkan lagi.

e Upayal solus ke depan : Mensosiadlisasikan Program Fasilitasi Bantuan Sosia
Kesgahteraan Keluarga kepada tingkat Tingkat Pemerintahan Desa/
Kelurahan.

5. Program Pengelolaan Taman M akam Pahlawan
Indikator Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan adalah Taman Makam
Pahlawan yang tertata.
Untuk pencapaian indikator Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan pada
tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 3.20
Pencapaian I ndikator Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Tahun 2023
Tahun 2022 Tahun 2023
Program Indikator Kinerja Target | Redlisas % Target | Redlisas %
% % Capaian % % Capaian
Pengelolaan Taman Makam 100 100 100 100 100 100
Taman Makam Pahalwan yang
Pahlawan Tertata

Taman Makam Pahlawan yang tertata tahun 2023 sebesar 100% dari target yang
ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 100%. Persantase ini juga merupakan indikator
program pengelolaan Taman Makam Pahlawan. Pogram ini didapatkan dari rumus
jumlah Taman Makam Pahlawan yang tertata yaitu 1 TMP yang terletak di Desa

Perawas dengan nama Taman Makam Pahlawan K satria Tumbang Ganti.

Capaian indikator kinerja Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan sebagai berikut
. Taman Makam Pahlawan yang terata sebesar 100%. Alokasi anggaran Program
Pengelolaan Taman Makam Pahlawan sebesar Rp. 86.975.400,- dengan realisasi sebesar
Rp. 82.405.000,- setara dengan 94,75% dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai
berikut :

1. Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasiona Kabupaten Kota yang
dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Belitung dengan alokas anggaran sebesar Rp. Rp. 86.975.400,- dengan
realisas sebesar Rp. 82.405.000,- setara dengan 94,75%. Output kegiatan adalah
telaksananya pengelolaan taman makam pahlawan. Outcome kegiatan adalah
terpeliharanya taman makam pahlawan. penganggaran dan evaluas kinerja sesuai
peraturan.

Faktor pendukung : Terdapatnya Taman Makam Pahlawan,

Faktor penghambat : masih kurangnya SDM yang mengelola Taman Makam

Pahlawan, masih minimnya anggaran pemeliharaan Taman Makam Pahlawan.

Dilaksanakan melalui Sub Kegiatan berikut :

a. Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. Rp. 86.975.400,-
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dengan redlisasi sebesar Rp. 82.405.000,- setara dengan 94,75%. Output sub
kegiatan adalah Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman
Makam Pahlawan K abupaten/K ota.

Faktor pendukung : Terdapatnya Taman Makam Pahlawan,

Faktor penghambat : masih kurangnya SDM yang mengelola Taman Makam
Pahlawan, masih minimnya anggaran pemeliharaan Taman Makam Pahlawan.
Upayal solus ke depan : melaksanakan kegiatan pemeliharaan TMP berupa
pengecatan pagar keliling TMP dan pemeliharaan bangunan rumah petugas jaga
dan rumah/ Gudang peralatan/ perlengkapan.

6. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Program Penunjang yang mendukung Tujuan dan Sasaran Dinas Sosid,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu Program Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah :

» Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan dan informasi kinerja perangkat
daerah dengan target 100%

» Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah dengan target 75%

» Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah dengan target
100%.

» Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dengan target 100%

Untuk pencapaian indikator Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kabupaten/ K ota pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.21
Pencapaian I ndikator Program Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2023

Tahun 2022 Tahun 2023
Program Indikator Kinerja Target | Redisas % Target | Redlisas % Ket
% % Capaian % % Capaian
Penunjang Meningkatnya 100 100 100 100 100 100
Urusan kualitas
Pemerintah perencanaan,
Dagerah pelaporan dan
Kabupaten/ Kota| informasi kinerja
perangkat daerah
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Indeks
Profesionalitas ASN 75 78,70 | 104,93 75 78,70 | 104,93
Perangkat Daerah

Persentase

Pelayanan 100 100 100 100 100 100
Administrasi
Perkantoran

Perangkat Daerah

Persentase

pemenuhan sarana 100 100 100 100 100 100

dan prasarana
aparatur

. Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan dan informas kinerja perangkat
daerah tahun 2023 sebesar 100 persen. Indikaor ini merupakan program rutin
sekretariat. Yang mencakup tersedianya dokumen-dokumen perencanaan, pelaporan
maunpun dokumen keuangan lainnya.

. Indeks profesionalitas ASN perangkat daerah tahun 2023 sebesar 78,70% lebih
besar daru target 75%. Indeks ASN ini diperoleh dari perhitungan oleh BKPSDM
daerah yang bekerja sama dengan OPD.

. Persetase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah tahun 2023 sebesar
100%. Merupakan program rutin sekretariat yang berupa administrasi dan pelayanan
umum kantor.

. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur tahun 2023 sebesar 100%.
Merupakan program rutin sekretariat yang berupa pengadaan sarana dan prasarana

pendukung gedung kantor, serta pemeliharaan Barang Milik Daerah OPD DSPPPA.

Faktor yang mendukung capaian kinerja antara lain sumber daya manusia dan
ketersediaan anggaran. Faktor penghambat capaian kinerja adalah kurangnya sumber
daya manusia serta adanya mutas pegawai di tengah tahun anggaran. Untuk dapat
tercapainya kinerja yang baik maka selain sumber daya manusia yang bak juga
anggaran dan pelatihan atau bimtek untuk pegawai.

Alokasi anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
sebesar Rp. 7.869.294.732,- dengan realisas sebesar Rp. 7.366.615.043,- setara dengan
93,61% dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

(1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evalas Kinerja Perangkat Daerah yang

dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.999.818,- dan redlisas
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sebesar Rp. 4.696.400,- atau setara dengan 78,28%. Output kegiatan adalah Dokumen

hasil perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Outcome

kegiatan adalah terpenuhinya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi

Kinerja sesual peraturan.

Faktor yang mendukung capaian kinerja antara lain sumber daya manusia dan

ketersediaan anggaran. Faktor penghambat capaian kinerja adalah kurangnya sumber

daya manusia serta adanya mutasi pegawai di tengah tahun anggaran. Untuk dapat
tercapainya kinerja yang balk maka selain sumber daya manusia yang baik juga
anggaran dan pelatihan atau bimtek untuk pegawai.

Dilaksanakan melalui Sub Kegiatan berikut :

a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang

dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- dan realisasi
sebesar Rp. 3.000.000,- atau setara dengan 100%. Output sub kegiatan adalah
jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah.
Faktor yang mendukung capaian kinerja antara lain sumber daya manusia dan
ketersediaan anggaran. Faktor penghambat capaian kinerja adalah kurangnya
sumber daya manusia serta adanya mutasi pegawal di tengah tahun anggaran.
Untuk dapat tercapainya kinerja yang baik maka selain sumber daya manusia yang
baik juga anggaran dan pelatihan atau bimtek untuk pegawai.

b. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan
aokas anggaran sebesar Rp. 2.999.818,- dan realisas sebesar Rp. 1.696.400,-
atau setara dengan 56,55%. Output sub kegiatan adalah jumlah Iaporan evaluasi
kinerja perangkat daerah.

Redlisasi keuangan kurang dari 80 persen. Direalisasikan sesuai kebutuhan.
Terdapat anggaran rapat tidak teredlisasi, dikarenakan rapat evaluas sudah
tergabung dalam rapat rutin bulanan.

Faktor yang mendukung capaian kinerja antara lain sumber daya manusia dan
ketersediaan anggaran. Faktor penghambat capaian kinerja adalah kurangnya
sumber daya manusia serta adanya mutasi pegawai di tengah tahun anggaran.
Untuk dapat tercapainya kinerja yang baik maka selain sumber daya manusia

yang baik juga anggaran dan pelatihan atau bimtek untuk pegawai.
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(2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan
aokas anggaran sebesar Rp. 4.713.920.681,- dan redlisas sebesar Rp.
4513.577.903,- atau setara dengan 95,75%. Output kegiatan adalah dokumen
keuangan perangkat daerah. Outcome kegiatan adalah terpenuhinya dokumen
keuangan sesuai peraturan, penganggaran dan evaluasi kinerja sesuai peraturan.
Faktor yang mendukung capaian kinerja antara lain sumber daya manusia dan
ketersediaan anggaran. Faktor penghambat capaian kinerja adalah kurangnya sumber
daya manusia serta adanya mutasi pegawai di tengah tahun anggaran. Untuk dapat
tercapainya kinerja yang baik maka selain sumber daya manusia yang baik juga
anggaran dan pelatihan atau bimtek untuk pegawai.

Dilaksanakan melalui Sub Kegiatan berikut :

a. Sub Kegiatan Penyediaan Ggji dan Tunjangan ASN yang dilaksanakan Dinas

Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.710.920.863,- dan realisasi sebesar Rp.
4.511.881.503,- atau setara dengan 95,77%. Output sub kegiatan adalah jumlah
orang yang menerimagaji dan tunjangan ASN.
Faktor yang mendukung capaian kinerja antara lain sumber daya manusia dan
ketersediaan anggaran. Faktor penghambat capaian kinerja adalah kurangnya
sumber daya manusia serta adanya mutasi pegawai di tengah tahun anggaran.
Untuk dapat tercapainya kinerja yang baik maka selain sumber daya manusia yang
baik juga anggaran dan pelatihan atau bimtek untuk pegawai.

b. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.999.818,- dan
realisasi sebesar Rp. 1.696.400,- atau setara dengan 56,55%. Output sub kegiatan
adalah jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran.
Redlisas anggaran kurang dari 80 persen. Direalisasikan sesuai kebutuhan.
Terdapat anggaran rapat tidak terealisasi, dikarenakan rapat evaluas sudah
tergabung dalam rapat rutin bulanan.

Faktor yang mendukung capaian kinerja antara lain sumber daya manusia dan
ketersediaan anggaran. Faktor penghambat capaian kinerja adalah kurangnya
sumber daya manusia serta adanya mutasi pegawai di tengah tahun anggaran.
Untuk dapat tercapainya kinerja yang baik maka selain sumber daya manusia yang
baik juga anggaran dan pelatihan atau bimtek untuk pegawai.
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(3) Kegiatan Administrass Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 284.286.102,- dan realisas sebesar Rp. 261.677.550,-
atau setara dengan 92,04%. Output kegiatan adalah terpenuhinya administras umum
perangkat daerah Outcome kegiatan adalah Persentase pelayanan administrasi
perkantoran perangkat daerah.

Faktor yang mendukung capaian kinerja antara lain sumber daya manusia dan

ketersediaan anggaran. Faktor penghambat capaian kinerja adalah kurangnya sumber

daya manusia serta adanya mutasi pegawai di tengah tahun anggaran. Untuk dapat
tercapainya kinerja yang baik maka selain sumber daya manusia yang baik juga
anggaran dan pelatihan atau bimtek untuk pegawai.

Dilaksanakan melalui Sub Kegiatan berikut :

a. Sub Kegiatan Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Banggunan

Kantor yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
7.000.000,- dan redlisas sebesar Rp. 6.966.000,- atau setara dengan 99,51%.
Output sub kegiatan adalah jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor yang disediakan.
Faktor yang mendukung capaian kinerja antara lain sumber daya manusia dan
ketersediaan anggaran. Faktor penghambat capaian kinerja adalah kurangnya
sumber daya manusia serta adanya mutasi pegawai di tengah tahun anggaran.
Untuk dapat tercapainya kinerja yang baik maka selain sumber daya manusia yang
baik juga anggaran dan pelatihan atau bimtek untuk pegawai.

b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dilaksanakan

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 52.747.200,- dan redlisasi sebesar
Rp. 52.433.300,- atau setara dengan 99,40%. Output sub kegiatan adalah jumlah
paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan.
Faktor yang mendukung capaian kinerja antara lain sumber daya manusia dan
ketersediaan anggaran. Faktor penghambat capaian kinerja adalah kurangnya
sumber daya manusia serta adanya mutasi pegawai di tengah tahun anggaran.
Untuk dapat tercapainya kinerja yang baik maka selain sumber daya manusia yang
baik juga anggaran dan pelatihan atau bimtek untuk pegawai.
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c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang dilaksanakan Dinas

Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.
13.961.000,- atau setara dengan 99,72%. Output sub kegiatan adalah jumlah paket
peralatan rumah tangga yang disediakan.
Faktor yang mendukung capaian kinerja antara lain sumber daya manusia dan
ketersediaan anggaran. Faktor penghambat capaian kinerja adalah kurangnya
sumber daya manusia serta adanya mutasi pegawai di tengah tahun anggaran.
Untuk dapat tercapainya kinerja yang baik maka selain sumber daya manusia yang
baik juga anggaran dan pelatihan atau bimtek untuk pegawai.

d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang dilaksanakan Dinas Sosial,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 101.105.100,- dan realisasi sebesar Rp. 93.838.800,-
atau setara dengan 92,81%. Output sub kegiatan adalah jumlah paket bahan
logistik kantor yang disediakan.
Faktor yang mendukung capaian kinerja antara lain sumber daya manusia dan
ketersediaan anggaran. Faktor penghambat capaian kinerja adalah kurangnya
sumber daya manusia serta adanya mutasi pegawai di tengah tahun anggaran.
Untuk dapat tercapainya kinerja yang baik maka selain sumber daya manusia yang
baik juga anggaran dan pelatihan atau bimtek untuk pegawai.

e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan yang dilaksanakan
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 40.700.000,- dan redlisasi sebesar
Rp. 25.788.300,- atau setara dengan 63,36%. Output sub kegiatan adalah jumlah
paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan.

Redlisasi keuangan kurang dari 80% dikarenakan terdapatnya kelebihan anggaran
pengadaan spanduk, bendera dan umbul-umbul dan anggaran tersebut tidak dapat
dialihkan ke anggaran lain.

Faktor yang mendukung capaian kinerja antara lain sumber daya manusia dan
ketersediaan anggaran. Faktor penghambat capaian kinerja adalah kurangnya
sumber daya manusia serta adanya mutasi pegawai di tengah tahun anggaran.
Untuk dapat tercapainya kinerja yang baik maka selain sumber daya manusia yang
baik juga anggaran dan pelatihan atau bimtek untuk pegawai.

f. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang
dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
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Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.760.000,- dan realisasi
sebesar Rp. 5.760.000,- atau setara dengan 100,00%. Output sub kegiatan adalah
jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Yyang
disediakan.

Faktor yang mendukung capaian kinerja antara lain sumber daya manusia dan
ketersediaan anggaran. Faktor penghambat capaian kinerja adalah kurangnya
sumber daya manusia serta adanya mutasi pegawai di tengah tahun anggaran.
Untuk dapat tercapainya kinerja yang baik maka selain sumber daya manusia yang
baik juga anggaran dan pelatihan atau bimtek untuk pegawai.

0. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultass SKPD yang

dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Belitung dengan alokas anggaran sebesar Rp. 62.973.802,- dan
realisasi sebesar Rp. 62.920.150,- atau setara dengan 99,91%. Output sub kegiatan
adalah jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi keluar
daerah.
Faktor yang mendukung capaian kinerja antara lain sumber daya manusia dan
ketersediaan anggaran. Faktor penghambat capaian kinerja adalah kurangnya
sumber daya manusia serta adanya mutasi pegawai di tengah tahun anggaran.
Untuk dapat tercapainya kinerja yang baik maka selain sumber daya manusia yang
baik juga anggaran dan pelatihan atau bimtek untuk pegawai.

(4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Belitung dengan aokas anggaran sebesar Rp. 2.429.358.400,- dan
realisasi sebesar Rp. 2.223.962.400,- atau setara dengan 91,55%. Output kegiatan
adalah Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran. Outcome kegiatan
adalah persentase pelayanan administras perkantoran perangkat daerah.

Faktor yang mendukung capaian kinerja antara lain sumber daya manusia dan

ketersediaan anggaran. Faktor penghambat capaian kinerja adalah kurangnya sumber

daya manusia serta adanya mutasi pegawai di tengah tahun anggaran. Untuk dapat

tercapainya kinerja yang baik maka selain sumber daya manusia yang baik juga

anggaran dan pelatihan atau bimtek untuk pegawai.

Dilaksanakan melalui Sub Kegiatan berikut :

a. Sub Kegiatan Pengadaaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dilaksanakan Dinas
Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung
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dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 31.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.
30.810.000,- atau setara dengan 99,39%. Output sub kegiatan adalah jumlah unit
peralatan dan mesin lainnya yang disediakan.

Faktor yang mendukung capaian kinerja antara lain sumber daya manusia dan
ketersediaan anggaran. Faktor penghambat capaian kinerja adalah kurangnya
sumber daya manusia serta adanya mutasi pegawai/ pegawa pensiun di tengah
tahun anggaran. Untuk dapat tercapainya kinerja yang baik maka selain sumber
daya manusiayang baik juga anggaran dan pelatihan atau bimtek untuk pegawai.

b. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang

dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.398.358.400,- dan
realisasi sebesar Rp. 2.193.152.400,- atau setara dengan 90,28%.
Faktor yang mendukung capaian kinerja antara lain sumber daya manusia dan
ketersediaan anggaran. Faktor penghambat capaian kinerja adalah kurangnya
sumber daya manusia serta adanya mutas pegawai/ pegawa pensiun di tengah
tahun anggaran. Untuk dapat tercapainya kinerja yang baik maka selain sumber
daya manusiayang baik juga anggaran dan pelatihan atau bimtek untuk pegawai.

(5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang
dilaksanakan Dinas Sosia, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 226.034.809,- dan redisasi
sebesar Rp. 220.915.780,- atau setara dengan 97,74%. Output kegiatan adalah
pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran. Outcome kegiatan adalah
persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah.

Faktor yang mendukung capaian kinerja antara lain sumber daya manusia dan

ketersediaan anggaran. Faktor penghambat capaian kinerja adalah kurangnya sumber

daya manusia serta adanya mutasi pegawai di tengah tahun anggaran. Untuk dapat
tercapainya kinerja yang baik maka selain sumber daya manusia yang baik juga
anggaran dan pelatihan atau bimtek untuk pegawai.

Dilaksanakan melalui Sub Kegiatan berikut :

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang dilaksanakan Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- dan realisas sebesar Rp. 660.000,- atau
setara dengan 22,00%. Output sub kegiatan adalah jumlah laporan penyediaan jasa
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surat menyurat. Realisasi kurang dari 80% dimana, hanya direalisasikan sesuai
dengan pengiriman surat dan jasa surat yang lain menggunakan media el ektronik.
Faktor yang mendukung capaian kinerja antara lain sumber daya manusia dan
ketersediaan anggaran. Faktor penghambat capaian kinerja adalah kurangnya
sumber daya manusia serta adanya mutasi pegawai di tengah tahun anggaran.
Untuk dapat tercapainya kinerja yang baik maka selain sumber daya manusia yang
baik juga anggaran dan pelatihan atau bimtek untuk pegawai.

b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik yang

dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Belitung dengan alokas anggaran sebesar Rp. 56.951.809,- dan
realisasi sebesar Rp. 54.364.780,- atau setara dengan 95,46%. Output sub kegiatan
adalah jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
yang disediakan.
Faktor yang mendukung capaian kinerja antara lain sumber daya manusia dan
ketersediaan anggaran. Faktor penghambat capaian kinerja adalah kurangnya
sumber daya manusia serta adanya mutasi pegawai di tengah tahun anggaran.
Untuk dapat tercapainya kinerja yang baik maka selain sumber daya manusia yang
baik juga anggaran dan pelatihan atau bimtek untuk pegawai.

c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang dilaksanakan Dinas

Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 166.083.000,- dan realisasi sebesar Rp.
165.891.000,- atau setara dengan 99,88%. Output sub kegiatan adalah jumlah
kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak
perizinannya.
Faktor yang mendukung capaian kinerja antara lain sumber daya manusia dan
ketersediaan anggaran. Faktor penghambat capaian kinerja adalah kurangnya
sumber daya manusia serta adanya mutasi pegawal di tengah tahun anggaran.
Untuk dapat tercapainya kinerja yang baik maka selain sumber daya manusia yang
baik juga anggaran dan pelatihan atau bimtek untuk pegawai.

(6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Belitung dengan alokas anggaran sebesar Rp. 209.694.922,- dan
realisasi sebesar Rp. 141.795.010,- atau setara dengan 67,62%. Output kegiatan

87



adalah barang milik daerah dalam kondisi baik. Outcome kegiatan adalah persentase

pemenuhan sarana dan prasarana aparatur.

Faktor yang mendukung capaian kinerja antara lain sumber daya manusia dan

ketersediaan anggaran. Faktor penghambat capaian kinerja adalah kurangnya sumber

daya manusia serta adanya mutasi pegawai di tengah tahun anggaran. Untuk dapat
tercapainya kinerja yang bailk maka selain sumber daya manusia yang baik juga
anggaran dan pelatihan atau bimtek untuk pegawai.

Dilaksanakan melalui Sub Kegiatan berikut :

a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dilaksanakan
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 46.000.000,- dan redlisasi sebesar
Rp. 27.308.500,- atau setara dengan 59,37%. Output sub kegiatan adalah jumlah
kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak
dan perizinannya. Sub Kegiatan ini realisasi kurang dari 80%, dimana Terdapat
satu unit pemeliharaan kendaraan dinas jabatan yang tidak diredisasikan,
dikarenakan adanya pemisahan anggaran kendaraan dinas jabatan dari kendaraan
operasional |apangan.
Faktor yang mendukung capaian kinerja antara lain sumber daya manusia dan
ketersediaan anggaran. Faktor penghambat capaian kinerja adalah kurangnya
sumber daya manusia serta adanya mutasi pegawa di tengah tahun anggaran.
Untuk dapat tercapainya kinerjayang baik maka selain sumber daya manusia yang
baik juga anggaran dan pelatihan atau bimtek untuk pegawai.

b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pgjak, dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasiona Atau Lapangaan yang dilaksanakan Dinas
Sosia, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 119.655.000,- dan realisasi sebesar Rp.
78.062.920,- atau setara dengan 65.24%. Output sub kegiatan adalah jumlah
kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak
dan perizinannya.

Sub Kegiatan ini realisasi kurang dari 80%, dimana Belanja suku cadang untuk
kendaraan penanggulangan bencana (TAGANA) sebagian direalisasikan,
mengingat operasionalnya sangat terbatas.

Faktor yang mendukung capaian kinerja antara lain sumber daya manusia dan
ketersediaan anggaran. Faktor penghambat capaian kinerja adalah kurangnya
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sumber daya manusia serta adanya mutasi pegawai di tengah tahun anggaran.
Untuk dapat tercapainya kinerja yang baik maka selain sumber daya manusia yang
baik juga anggaran dan pelatihan atau bimtek untuk pegawai.

. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 3.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 0,- atau setara dengan 0%. Output
sub kegiatan adalah jumlah mebel yang dipelihara. Redlisas Sub Kegiatan ini
dibawah 80%, kegiatan tersebut tidak dilaksanakan, sebab ketersediaan/ kurangnya
alat kantor dan rumah tangga/ mebel.
Faktor yang mendukung capaian kinerja antara lain sumber daya manusia dan
ketersediaan anggaran. Faktor penghambat capaian kinerja adalah kurangnya
sumber daya manusia serta adanya mutasi pegawai di tengah tahun anggaran.
Untuk dapat tercapainya kinerja yang baik maka selain sumber daya manusia yang
baik juga anggaran dan pelatihan atau bimtek untuk pegawai.
. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lannya yang dilaksanakan
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 21.040.000,- dan realisasi sebesar
Rp. 17.500.000,- atau setara dengan 83,17%. Output sub kegiatan adalah jumlah
peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara.
Faktor yang mendukung capaian kinerja antara lain sumber daya manusia dan
ketersediaan anggaran. Faktor penghambat capaian kinerja adalah kurangnya
sumber daya manusia serta adanya mutasi pegawai di tengah tahun anggaran.
Untuk dapat tercapainya kinerja yang baik maka selain sumber daya manusia yang
baik juga anggaran dan pelatihan atau bimtek untuk pegawai.
. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 19.999.922,- dan
Irealisasi sebesar Rp. 18.923.590,- atau setara dengan 94,62%. Output sub kegiatan
adalah jumlah gedung kantor dan banggunan lainnya yang di pelihara/
direhabilitasi.
Faktor yang mendukung capaian kinerja antara lain sumber daya manusia dan
ketersediaan anggaran. Faktor penghambat capaian kinerja adalah kurangnya
sumber daya manusia serta adanya mutasi pegawai di tengah tahun anggaran.
Untuk dapat tercapainya kinerja yang baik maka selain sumber daya manusia yang
baik juga anggaran dan pelatihan atau bimtek untuk pegawai.
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Tujuan / Sasaran strategis 2
Tujuan 2 : Terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan
Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas hidup perempuan

Tujuan Stategis 2 Terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan

Sasaran Strategis 2 Meningkatnya kualitas hidup perempuan dibuat dalam rangka

mewujudkan Indikator kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPIMD)

Pemerintah Kabupaten Belitung pada misi ke-1 Meningkatkan Kualitas Hidup

Masyarakat yang Berkeadilan untuk mencapai tujuan meningkatkan kualitas hidup

dan kesejahteraan masyarakat dengan sasaran Meningkatnya Peran Serta Masyarakat

Dalam Pembangunan.

Hal-hal tersebut olen Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Kabupaten Belitung diupayakan pencapiannya melalui 2 (dua) indikator

Kinerja:

1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), target pada tahun 2023 adalah 47 di
Kabupaten Belitung

2. Prevalens kekerasan terhadap perempuan, target pada tahun 2023 adalah 5,1
di Kabupaten Belitung.

Hasil evaluasi capaian tujuan 2 dan sasaran 2, dengan 2 (dud) indikator kinerja tahun

2022 diperoleh rata-rata nilai capaian 108,50% dan termasuk kategori baik.

Tabel 3.22
Capaian Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun 2023

Tujuan: 53,42

Indeks Pemberdayaan (masih

Gender (IDG) 46,35 53,42 47 gunakan data] 113,66 113,66

2022, belum
rilis BPS)
Sasaran : 61,89 102,94
Prevalensi kekerasan 53 3,28 51 5,25 (Indikator (Indikator
terhadap perempuan Negatif)  negatif)
tujuan/sasaran
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Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian atau rata-rata kinerja tujuan strategis 2
Terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan dan Sasaran Strategis 2
Meningkatnya kualitas hidup perempuan adalah sebesar 108,30% dengan Rata-rata
capaian kategori baik, karena terdapat satu indikator negative yang melebihi target
yang ditetapkan yaitu pencapaian 5,25 dari target 5,1.

Capaian kinerja berdasarkan perbandingan capaian tahun ini dan capaian tahun lalu
dapat dilihat padatabel berikut:

Tabel 3.23
Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Capaian Tahun ini

Dengan Capaian Tahun Lalu

: - Resalisas Selisih
No Indikator Kinerja Satuan - Ket
2022 2023 Resalisas
1. Indeks 53,42 53,42 - Data 2023 memakai data
Pemberdayaan 2022, (Databdumrilis dari
Gender (IDG) kementerian / BPS)
2. Prevaens 3,28 5,25 1,97 Indikator
kekerasan terhadap Negatif

perempuan

Sementara untuk capaian kinerja tahun 2023 terhadap target akhir Renstra sebagaimana
terlihat padatabel berikut ini :

Tabel 3.24 Pencapaian Tujuan/ Sasaran

IDG dan Prevalens kekerasan terhadap perempuan

Tahun 2023 Target =~ Capaian 2022
: . Redlias Akhir  terhadap target
No. Indikator Kinerja _ _
2022 . Capaian Renstra  akhir Renstra
Target = Redlisas
dalam%  (2023) 2023
1. | Indeks Pemberdayaan
Gender (IDG) 53,42 47 53,42 113,66 | 47,00 113,66
2. Prevalensi kekerasan 102,94
terhadap 3.28 5.1 525 | (Indikator| 5,10 102,94
Perempuan negatif)
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Dari tabel di atas dapat dilihat perbandingan untuk setiap indikator kinerjanya adalah
sebagai berikut :
1) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2023 datanya belum tersedia baik
di BPS maupun di Provingi, untuk nilai tersebut tahun 2023 masih mengambil data
IDG tahun sebelumnya yaitu 53,42. IDG ini diperoleh dari rumusan Persentase
perempuan di parlemen, pegawal, pegawal senior, manger dan pekerja profesiona
dan teknis, yang datanya bersumber di BPS dan Profil Data Gender. Untuk tahun
2023, IDG masih sama dengan tahun sebelumnya, dikarenakan data belum rilis dari
Badan Pusat Statistik.

Faktor yang mendukung capaian kinerja antara lain sumber daya manusia
dan ketersediaan anggaran. Faktor penghambat capaian kinerja adalah kurangnya
sumber daya manusia serta adanya mutasi pegawai di tengah tahun anggaran.

Untuk dapat tercapainya kinerja yang baik maka selain sumber daya manusia
yang baik juga anggaran dan pelatihan atau bimtek untuk pegawai, serta perlunya
koordinasi dengan BPS ataupun DP3ACSKB Provisi Kepualaun Bangka Belitung.

Indikator ini merupakan indikator Tujuan yang kedua yaitu Terwujudnya
peningkatan kualitas hidup perempuan.

Capaian kinerja selama lima tahun dari indikator ini dapat digambarkan dalam grafik
berikut ini :

60 T__.--'- —

[ 53,11 s530;
50 {"'12;52'07_45,

M target

M Realisasi

Grafik 3.3. IDG Tahun 2019, 2020,2021, 2022 dan 2023
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Dapat disimpulkan bahwa untuk indikator tujuan/sasaran Indeks Pemberdayaan
Gender (IDG) tahun 2023 masih sama dengan tahun sebelumnya, dikarenakan
indikator IDG data 2023 belum muncul dari Badan Pusat Statistik.

Untuk mencapal tujuan ini, maka didukung oleh sasaran Meningkatnya

kualitas hidup perempuan.

2) Prevalens kekerasan terhadap perempuan

Untuk mengukur kualitas hidup perempuan di Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak digunakanlah indikator Prevalens kekerasan
terhadap perempuan.

Pada indikator ini menggambarkan tentang rasio korban kekerasan
perempuan yaitu dihitung dari Jumlah kekerasan perempuan dibagi dengan jumlah
penduduk perempuan > 18 tahun dikali 10.000. Nilai capaian indikator prevalens ini
mengalami peningkatan namun masih di bawah target (indikator negatif).

Tabel 3.25
Rasio perempuan korban kekerasan terhadap perempuan tahun 2023
- Jumlah Perempuan Jumlah Penduduk Capaian
Korban Kekerasan | Perempuan >18 tahun dikali 10.000 Target Capaian
2020 27 87.296 3,09 57
2021 37 89.476 4,13 55
2022 30 91.366 3,28 53
2023 49 93.404 5,25 51

Pada tabel di atas dapat prevalensi kekerasan terhadap perempuan tahun
2023 sebesar 5,25 lebih besar dari target yang ditetapkan tahun 2023 sebesar 5,1
dan ini merupakan indikator negatif. Pencapaian Angka kekerasan di Kabupaten
Belitung Tahun 2022 dan 2023 masih diambang batas target. Prevalensi ini didapat
dari rasio perempuan korban kekerasan dibagi jumlah penduduk perempuan dikali
10000. Jumlah perempuan korban kekerasan tahun 2023 adalah 49 orang,
meningkat dari tahun 2022 yang berjumlah 30 orang.
Prevalensi juga dapat digambarkan dalam grafik berikut ini :
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Grafik 3.4
Prevalens kekerasan terhadap perempuan tahun 2020 — 2023

O Target
@ Capaian

Capaian
Target

2020 2021 2022 2023

Dari grafik di atas, prevalensi kekerasan terhadap perempuan cenderung di
bawah target capaian, dan tahun 2023 baru melonjak di atas target capaian, dapat
dilihat padatabel di atas jumlah kasus yang meningkat di tiap tahunnya. Dinas Sosial
Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung mencatat
sebanyak 49 kasus perempuan (terdiri dari 11 anak perempuan dan 38 perempuan
dewasa) yang mengalami kekerasan dan mendapatkan layanan pada Lembaga
layanan perlindungan perempuan. Sedangkan jumlah anak perempuan yang
mengalami kekerasan sebanyak 11 orang. Jumlah tersebut meningkat sebanyak 20%
dari tahun sebelumnya. Kasus kekerasan terhadap perempuan yang terlaporkan
didominasi oleh kekerasan fisik dan psikis. Sedangkan kasus kekerasan seksua juga
bahkan dialami oleh perempuan dewasa. Pada kasus kekerasan pada anak perempuan
didominasi oleh kekerasan seksual.

Data kasus yang dihimpun dari seluruh Lembaga layanan perlindungan
perempuan dan anak antaralain UPT PPA Kab. Belitung, Unit PPA Polres Belitung,
SATGAS PPA, P2TP2A dengan menyediakan layanan yang dibutuhkan antara lain

bantuan hukum, layanan psikologis, layanan medis, dan lain-lain.

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2023 untuk
mendukung pencapaian kinerjatersebut diatas antaralain yaitu :
1) Pemutakhitan data dan informasi gender;
2) Meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait;
3) Peningkatan kemampuan kompetensi Pegawai melalui diklat/pelatihan.
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Capaian kinerja yang cukup tinggi melampau target didukung/disebabkan antara

lainoleh:

1) Adanyasumber anggaran yang memadai

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja tahun 2023 atau untuk
memperbaiki kinerja di tahun 2024 Dinas Sosia, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak akan melakukan :
1) Meningkatkan SDM Pelayanan;

2) Menambah sarana dan prasarana serta kebijakan/ peraturan;
3) Meningatkan kompetensi pegawai melalui diklat/ pelatihan sesuai dengan

tupoksinya;

4) Meningkatkan koordinasi kepada OPD terkait.

Beberapa dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang mendukung indikator kinerjaini

sebagai berikut :

i
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAK ANS)
REPUBLIK INDONESIA

@ldjmﬂ Bandumaan
NONCR : 2686Men/KG.25/12/2003
Dongan i memieritan penghargasn Kepach:

Kabupaten Belitun,
Sexagal Kabupaten Penenima Psrahita Ekapraya Tahus 2022
Kategon Pratama

Jekista, 13 Desainber 2023

Resublic Infomsia

T Gustl Ays awati, $.£., M.SL

”

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung
(Bpk. Kasimin, S.IP., MAB) mewakili Pemerintah Kabupaten Belitung menerima Penghargaan APE Kategori
Pratama di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak RI.
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Rapat Koordinass Kelompok Kerja PUG
Kabupaten Belitung

Rapat Forum Partisipasi Publik untuk Kesgjahteraan Perempuan dan Anak (Puspa) Kab. Belitung

R —

Peningkatan Kapasitas Perempuan Bidang Politik di Kabupaten Belitung
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Peningkatan Kapasitas Perempuan Bidang Politik
di Kabupaten Belitung

Rangkaian Kegiatan PHI ke-95 dan HUT GOW
ke-59 di Halaman Gedung Nasional

Rangkaian Kegiatan PHI ke-95 dan HUT GOW
ke-59 (Lomba Senam Bedincak) di Gedung
Nasional

Rangkaian Kegiatan PHI ke-95 dan HUT GOW

ke-59 (Lomba  Kepengurusan Jenazah

Puncak Peringatan Hari 1bu (PHI) ke-95 dan HUT GOW ke-59 Kabupaten Belitung di Gedung Serba

Guna

Gambar 3.2. Dokumentasi foto kegiatan yang mendukung capaian Tujuan dan Sasaran Kedua
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Capaian Tujuan/Sasaran 2, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan
Prevalenss Kekerasan terhadap Perempuan diupayakan dengan program-
program, yaitu:
1. Program Pelembagaan Pengarusutamaan Gender PUG pada Lembaga
Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota
Indikator program Pelembagaan Pengarusutamaan Gender PUG pada Lembaga
Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota adalah Indeks Pemberdayaan Gender
(IDG).
Untuk pencapaian indikator ini padatahun 2023 dapat dilihat padatabel berikut :

Tabel 3.26
Pencapaian I ndikator Program Pengarusutamaan Gender dan

Pember dayaan Perempuan

Tahun 2023
Tahun 2022 Tahun 2023
Program Indikator Kinerja Target | Redisas % Target | Redises % Ket
% % Capaian % % Capaian
Pelembagaan Persentase ARG 0,5 42,40 8480 05 48,48 9696
Pengarusutama pada belanja

an Gender langsung APBD

PUG pada

Lembaga

Pemerintah
Kewenangan

Kabupaten/

Kota
Capaian indikator kinerja Program Pelembagaan Pengarusutamaan Gender PUG

pada L embaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota sebagai berikut :

Persentase ARG pada belanja langsung APBD tahun 2023 yaitu 48,48% diatas target
sebesar 0,5%. Nilai diperoleh dari rumusan jumlah anggaran yang responsive gender
seluruh Perangkat Daerah Rp. 536.418.495.812,- dibagi jumlah anggaran Belanja
operasional dan belanja modal APBD 1.121.982.188.359,- dikali 100%. Jika
dibandingkan dengan target, persentase realisasi pencapaian indikator ini meningkat
sebesar 6,08% meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Persentase ARG
tahun sebelumnya, hal ini
dikarenakan dampak dari dilaksanakan Bimtek PPRG pada Bulan Oktober tahun

(Anggaran Responsive Gender) meningkat dari

2023 dengan narasumber dari Kementerian PPA yang pesertanya adalah Perencana
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OPD, baru dipahami kegiatan/ sub kegiatan yang termasuk ARG pada Anggaran

masing-masing Perangkat Daerah. Semua kegiatan yang tidak memihak salah satu

jenis kelamin adalah ARG. Dimana pada tahun-tahun sebelumnya ARG pada

Perangkat Daerah banyak yang nihil karena ketidakpahaman mana ARG dan non

ARG.

Alokasi anggaran Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

adalah sebesar Rp. 509.312.773,- dengan redlisasi sebesar Rp. 517.180.698,- setara

dengan 99,32% dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

(1) Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah
Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dinas Sosia, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 34.547.070,- dan redlisasi sebesar Rp. 30.192.917,- atau setara dengan
87,40%. Output kegiatan adalah Lembaga Pemerintahan Daerah yang melaksanakan
kebijakan PUG. Outcome kegiatan adalah Terlaksananya kebijakan PUG.

Capaian indikator tersebut didukung oleh kegiatan ini melalui pemberdayaan Pokja
PUG dan PPRG, Pembinaan Organisasi Perempuan, Forum Partisipasi Publik untuk
Kesgahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA), Sosialisasi tentang pemberdayaan
perempuan, sehingga perempuan memperoleh kesempatan yang sama dalam
mendapatkan pekerjaan, mampu bersaing dengan laki-laki dalam memperoleh
pekerjaan yang lebih bak, ikut membantu perekonomian keluarga, mau
mengembangkan diri dan terpacu untuk ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan.
Faktor penghambat yaitu kurangnya SDM yang kompeten di Bidang PUG PP.

Upayal solusi ke depan :

- Peningkatan kompetensi SDM yang membidangi PUG PP.

- Penambahan SDM yang kompeten di Bidang PUG PP.

- Meningkatkan koordinas dengan OPD terkait dalam melaksanakan
Pengarusutamaan Gender (PUG) / Perencanaan Penganggaran Responsif Gender
(PPRG) dan Pemberdayan Perempuan (PP).

- Meningkatkan forum Driver PUG, Pokja PUG untuk meningkatkan ARG pada
seluruh OPD.

- Menyusun Perda tentang PUG pada tahun 2024.

- Meningkatkan kapasitas Tim Penggerak/ Driver PUG dan Pokja PUG.

Dilaksanakan melalui Sub Kegiatan berikut :
a. Sub Kegiatan Koordinas dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan
PUG yang dilaksanakan Dinas Sosia, Pemberdayaan Perempuan dan
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Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
18.758.590,- dan redlisasi sebesar Rp. 17.095.037,- atau setara dengan 91,13%.
Output sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi
Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan
Kabupaten/K ota.

Capaian indicator tersebut didukung oleh kegiatan ini melalui pemberdayaan
Pokja PUG dan PPRG, Pembinaan Organisasi Perempuan, Forum Partisipasi
Publik untuk Kesgahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA), Sosialisasi tentang
pemberdayaan perempuan, sehingga perempuan memperoleh kesempatan yang
sama dalam mendapatkan pekerjaan, mampu bersaing dengan laki-laki dalam
memperoleh pekerjaan yang lebih baik, ikut membantu perekonomian keluarga,
mau mengembangkan diri dan terpacu untuk ikut berpartisipasi aktif dalam
pembangunan.

Faktor penghambat yaitu kurangnya SDM yang kompeten di Bidang PUG PP.

b. Sub Kegiatan Advokas Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk

PPRG yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
15.788.480,- dan realisas sebesar Rp. 13.097.880,- atau setara dengan 82,96%.
Output sub kegiatan adalah Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokas
Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG)
Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan
Kabupaten/K ota.
Capaian indicator tersebut didukung oleh kegiatan ini melalui pemberdayaan
Pokja PUG dan PPRG, Pembinaan Organisasi Perempuan, Forum Partisipasi
Publik untuk Kesgjahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA), Sosidlisasi tentang
pemberdayaan perempuan, sehingga perempuan memperoleh kesempatan yang
sama dalam mendapatkan pekerjaan, mampu bersaing dengan laki-laki dalam
memperoleh pekerjaan yang lebih baik, ikut membantu perekonomian keluarga,
mau mengembangkan diri dan terpacu untuk ikut berpartisipas aktif dalam
pembangunan.

Faktor penghambat yaitu kurangnya SDM yang kompeten di Bidang PUG PP.

(2) Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten / Kota yang dilaksanakan
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung

100



dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 468.340620,- dan redisas sebesar Rp

465.143.706,- atau setara dengan 99,32%. Output kegiatan adalah Pemberdayaan

Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyara

Terfasilitsinya organisasi perempuan. Outcome kegiatan yaitu meningkatnya peran

perempuan dalam bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi.

Capaian indicator tersebut didukung oleh kegiatan ini melalui pemberdayaan Pokja

PUG dan PPRG, Pembinaan Organisasi Perempuan, Forum Partisipasi Publik untuk

Kesgahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA), Sosidlisasi tentang pemberdayaan

perempuan, sehingga perempuan memperoleh kesempatan yang sama dalam

mendapatkan pekerjaan, mampu bersaing dengan laki-laki dalam memperoleh
pekerjaan yang lebih baik, ikut membantu perekonomian keluarga, mau
mengembangkan diri dan terpacu untuk ikut berpartisipas aktif dalam pembangunan.

Faktor penghambat yaitu kurangnya SDM yang kompeten di Bidang PUG PP.

Dilaksanakan melalui Sub Kegiatan berikut :

a Sub Kegiatan Sosidisasi Peningkatan Partisipas Perempuan di Bidang Politik,
Hukum, Sosial dan Ekonomi yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 17.684.400,- dan realisasi sebesar Rp. 16.675.150,- atau setara dengan
93,73%. Output sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Hasil Sosiaisas
Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
Kewenangan Kabupaten/Kota. Faktor penghambat yaitu kurangnya SDM yang
kompeten di Bidang PUG PP.

Upaya ke depan adalah penambahan SDM yang kompetensi di Bidang PUG PP.

b. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi
Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi yang dilaksanakan Dinas
Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 450.656.220,- dan redisasi sebesar Rp.
448.568.556,- atau setara dengan 99,54%. Output sub kegiatan adalah Jumlah
Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan
Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
Kewenangan K abupaten/K ota.

Capaian indicator tersebut didukung oleh kegiatan ini melalui pemberdayaan
Pokja PUG dan PPRG, Pembinaan Organisasi Perempuan, Forum Partisipasi
Publik untuk Kesgjahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA), Sosiadlisasi tentang
pemberdayaan perempuan, sehingga perempuan memperoleh kesempatan yang
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sama dalam mendapatkan pekerjaan, mampu bersaing dengan laki-laki dalam
memperoleh pekerjaan yang lebih baik, ikut membantu perekonomian keluarga,
mau mengembangkan diri dan terpacu untuk ikut berpartisipas aktif dalam
pembangunan.

Faktor penghambat yaitu kurangnya SDM yang kompeten di Bidang PUG PP.
Upaya ke depan adalah menambah SDM yang kompeten di Bidang PUG PP,
Bimtek peningkatan partisipasi perempuan bidang Politik, Huku, Sosial dan
Ekonomi, meningkatkan kompetenss SDM Pengurus Organisasi Perempuan/
Wanita, diklat/ bimtek mangjemen organisasi dan kepemimpinan pada Organisasi

Wanita.

(3) Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan
Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan Dinas Sosid,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 14.293.008,- dan redlisasi sebesar Rp 13.976.150,- atau
setara dengan 97,78%. Output kegiatan adalah Terfasilitasinya forum puspa
Kabupaten Belitung. Outcome kegiatan adalah meningkatnya layanan penyedia
layanan pemberdayaan perempuan dan anak.

Capaian indicator tersebut didukung oleh kegiatan ini melalui pemberdayaan Pokja

PUG dan PPRG, Pembinaan Organisasi Perempuan, Forum Partisipasi Publik untuk

Kesgahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA), Sosialisasi tentang pemberdayaan

perempuan, sehingga perempuan memperoleh kesempatan yang sama dalam

mendapatkan pekerjaan, mampu bersaing dengan laki-laki dalam memperoleh
pekerjaan yang lebih bak, ikut membantu perekonomian keluarga, mau
mengembangkan diri dan terpacu untuk ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

Faktor penghambat yaitu kurangnya SDM yang kompeten di Bidang PUG PP.

Dilaksanakan melalui Sub Kegiatan berikut :

a. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia
Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang
dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. Rp. 14.293.008,- dan
realisasi sebesar Rp 13.976.150,- atau setara dengan 97,78%. Output sub kegiatan
adalah Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan
Kewenangan Kabupaten/K ota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan.
Capaian indikator tersebut didukung oleh kegiatan ini melalui pemberdayaan
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Pokja PUG dan PPRG, Pembinaan Organisasi Perempuan, Forum Partisipasi
Publik untuk Kesgjahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA), Sosialisasi tentang
pemberdayaan perempuan, sehingga perempuan memperoleh kesempatan yang
sama dalam mendapatkan pekerjaan, mampu bersaing dengan laki-laki dalam
memperoleh pekerjaan yang lebih baik, ikut membantu perekonomian keluarga,
mau mengembangkan diri dan terpacu untuk ikut berpartisipasi aktif dalam
pembangunan. Faktor penghambat yaitu anggaran yang masih terbatas, kurangnya
SDM yang kompeten di Bidang PUG PP.

Upaya kedepan yaitu penambahan SDM yang kompeten di Bidang PUG PP,
Peningkatan kapasitas SDM PUSPA, menambah anggaran untuk sub kegiatan
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan
Pemberdayaan Perempuan.

2. Program Perlindungan Perempuan
Indikator program Perlindungan Perempuan adalah persentase layanan
perlindungan perempuan.
Untuk pencapaian indikator program perlindungan perempuan pada tahun 2023
dapat dilihat padatabel berikut:

Tabel 3.27
Pencapaian I ndikator Program Perlindungan Perempuan
Tahun 2023
Tahun 2022 Tahun 2023
Program Indikator Kinerja Target Redisas % Target | Redisas % Ket

% % Capaian % % Capaian

Perlindungan | Persentase layanan 100 100 100 100 100 100

Perempuan perlindungan

perempuan

Persentase layanan perlindungan perempuan tahun 2023 yaitu 100%. Indikator ini
didapatkan dari rumasan jumlah korban kekerasan perempuan yang melapor 49 orang
sama dengan jumlah korban kekerasan yang mendapatkan layanan dikali 100%. Jumlah
kasus kekerasan perempuan yang melapor meningkat dibandingkan tahun 2022 yaitu
sebanyak 30 kasus perempuan.

Pravelenss kekerasan menurun menunjukkan bahwa upaya pencegahan memiliki

dampak kepada kasus kekerasan terhadap perempuan. Namun angka pravelensi
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kekerasan sendiri dapat berarti bahwa jumlah kasus yang ditangani belum menunjukkan
jumlah kasus kekerasan sesungguhnya. Hal ini disebabkan karena sesungguhnya kasus
terhadap perempuan merupakan fenomena gunung es. Jumlah kasus yang diterima
seluruhnya dilayani dan ditangani oleh lembaga perlindungan perempuan dan anak.
Adapun layanan yang diberikan yaitu bantuan hukum, layanan psikis, medis dan lain-
lain. Data yang dihimpun dari seluruh lembaga layanan perlindungan perempuan dan
anak yang ada di Kabupaten Belitung.
Capaian indikator kinerja Program Perlindungan Perempuan sebagai berikut : Persentase
layanan perlindungan perempuan sebesar 100%. Alokas anggaran Program
Perlindungan Perempuan adalah sebesar Rp. 103.865.803,- dengan redlisas sebesar Rp.
89.449.911,- setara dengan 86,12% dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :
(1) Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan
Yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan
Dinas Sosia, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Belitung dengan aokas anggaran sebesar Rp. 103.865.803,- dengan redlisasi
sebesar Rp. 89.449.911,- setara dengan 86,12%. Output kegiatan adalah jumlah
lembaga yang terfasilitasi. Outcome kegiatan adalah meningkatnya layanan
perlindungan perempuan.
Faktor pendukung yaitu adanya komitmen, relasi, dari para pihak dan dari lembaga
jgjaring yang bekerjasama, serta hubungan baik yang dijalin untuk membantu
pel aksanaan.
Faktor penghambat yaitu Kurangnya ketersediaan SDM yang memiliki kapabilitas
sebagai pelaksana pelayanan yang terlatih. Dan terbatasnya dan terpangkasnya
sumber dana anggaran diakibatkan dampak dari pandemic, yang menyebabkan
terbatasnya ruang lingkup kegiatan yang dapat dilaksanakan.

Dilaksanakan melalui Sub Kegiatan berikut :

a Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Perempuan
Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/K ota yang dilaksanakan Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan
alokas anggaran sebesar Rp. 103.865.803,- dengan realisasi sebesar Rp.
89.449.911,- setara dengan 86,12%. Output sub kegiatan adalah Jumlah
Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan
Layanan Pengaduan.

Faktor Pendukung antaralain adalah :

» ketersediaan anggaran dalam pelayanan penanganan kasus.
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» Koordinas antar lembaga cukup baik dalam pelayanan penanganan kasus.
Faktor Penghambat yaitu :

e Kurangnya sumber daya manusia.

Upaya / solusi ke depan yaitu untuk dapat tercapainya kinerja yang baik maka
anggaran layanan penanganan dapat menggunakan Dana Alokasi Khusus Non
Fisk. Dan pelatihan serta bimtek juga akan dilaksanakan pada tahun-tahun

berikutnya.

3. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
Indikator Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak adalah persentase
pemenuhan data Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA).
Untuk pencapaian indikator program pengelolaan sistem data gender dan anak
pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.28
Pencapaian I ndikator Program Pengelolaan Sistem Data Gender
dan Anak Tahun 2023

Tahun 2022 Tahun 2023
Program Indikator Kinerja Target Redisas % Target | Redisas % Ket
% % Capaian % % Capaian

Pengelolaan Persentase 25 55,80 223,20 25 75 300
Sistem Data pemenuhan data
Gender dan sistem informasi

Anak gender dan anak

(SIGA)

Persentase pemenuhan data Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)
tahun 2023 sebesar 75% lebih besar dari target yang ditetapkan tahun 2023 yaitu
25%. Capaian indikator ini didapat dari Komponen data gender dan anak yag
terpenuhi dibagi jJumlah komponen data SIGA dikali 100%. Dari 60 komponen data
SIGA baru 45 komponen yang terpenuhi atau sekitar 75% Faktor penghambat,
adanya OPD yang belum memahami tentang pentingnya data gender dan anak,
sehingga diperlukan Bimtek atau pelatihan-pelatihan khusus mengenai Pemenuhan
Sistem Informasi Gender dan Anak.
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Capaian indikator kinerja Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
sebagai berikut : Persentase pemenuhan data Sistem Informasi Gender dan Anak
(SIGA) sebesar 75%. Alokasi anggaran Program Pengelolaan Sistem Data Gender
dan Anak adalah sebesar Rp. 42.703.164,- dengan realisasi sebesar Rp. 42.600.300,-
setara dengan 99,76% dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

(1) Kegiatan Pengumpulan, Pengolaan Analisis dan Penygjian Data Gender dan
Anak Dalam Kelembagaan Data Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang
dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 42.703.164,- dengan
realisasi sebesar Rp. 42.600.300,- setara dengan 99,76%. Output kegiatan adalah
tersedianya data gender dan anak . Outcome kegiatan adalah data terpilah dan
informasi gender yang akurat. Capaian indicator tersebut didukung melaui
koordinasi permintaan data sesuai dengan aplikasi SIGA ke seluruh OPD, Desa/
Kelurahan se-Kabupaten Belitung untuk pengumpulan, pengolahan, analisis dan
menygjikan data dengan penyusunan Buku Profil Data Terpilah Gender dan
Anak Kabupaten Belitung. Faktor penghambat yaitu kurangnya SDM yang
kompeten di Bidang PUG PP.

Dilaksanakan melalui Sub Kegiatan berikut :

a Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak Di Kewenangan
Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. Rp. 42.703.164,- dengan realisasi sebesar Rp. 42.600.300,- setara dengan
99,76%. Output sub kegiatan adalah jumlah dokumen data gender dan anak
Kabupaten/ Kota yang tersedia.

Capaian indicator tersebut didukung melalui koordinasi permintaan data sesuai
dengan aplikas SIGA ke selurun OPD, Desa/ Kelurahan se-Kabupaten
Belitung untuk pengumpulan, pengolahan, analisis dan menygjikan data
dengan penyusunan Buku Profil Data Terpilah Gender dan Anak Kabupaten
Belitung. Faktor penghambat yaitu kurangnya SDM yang kompeten di Bidang
PUG PP.

Upaya kedepan yaitu menambah SDM yang kompeten di Bidang PUG PP,
melakukan koordinasi dengan OPD terkait dan memperkuat jgaring data

gender dan anak.
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Tujuan/Sasaran strategis 3
Tujuan 3 : Terpenuhinya Hak Anak
Sasaran 3  : Meningkatnya kualitas hidup anak

Tujuan Stategis 3 Terpenuhinya Hak Anak; Sasaran Strategis 1 Meningkatnya
kualitas hidup anak dibuat dalam rangka mewujudkan Indikator kinerja Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPIMD) Pemerintah Kabupaten Belitung pada
misi ke-1 Meningkatkan kualitas Hidup Masyarakat Yang Berkeadilan. Untuk
mencapai tujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan
sasaran Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan. Hal-hal
tersebut oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Belitung diupayakan pencapiannya melalui 2 (dua) indikator kinerja:
1. Kabupaten Layak Anak (KLA), yang targetnya pada tahun 2023 adalah
Pratama 85% di Kabupaten Belitung
2. Prevalens kekerasan terhadap anak, pada tahun 2023 ditargetkan 4,4 di
Kabupaten Belitung

Hasil evaluasi capaian tujuan 3 dan sasaran 3, dengan 2 (dua) indikator kinerja
diperoleh rata-rata nilai capaian 144,03% dan termasuk kategori Baik (terdapat
indikator negatif).

Tabel 3.29
Capaian Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun 2023

1 Tujuan:
Terpenuhinya Hak Pratama
Anak 83 58,15 (85%) Madya 70,06 117,84
Sasaran : 12,97
Meningkatnya 4,6 9,50 44 (Indikator 206,52 294,77

kualitas hidup anak negative)

Rata-rata capaian kinerja

tuj uan/sasaran 56,40 | 206,31
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Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian atau rata-rata kinerja tujuan
strategis 3 Terpenuhinya hak anak dan Sasaran Strategis 3 Meningkatnya kualitas
hidup anak tahun 2023 adalah sebesar 144,03%. Untuk capaian indikator Kabupaten
Layak anak tahun 2023 dilaksanakan penilaian oleh Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak RI dan memperoleh predikat Madya.

Capaian kinerja berdasarkan perbandingan capaian tahun ini dan capaian tahun lalu
dapat dilihat padatabel berikut:
Tabel 3.30
Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan CapaianTahun ini
dengan Capaian Tahun Lalu

_ - Realisasi Selisih
No Indikator Kinerja ~ Satuan - Ket
2022 2023 Redlisas
Kabupaten Layak
1 % 70,06 117,84 47,74
Anak (KLA)
Prevalensi )
Indikator
2 kekerasan 9,50 12,97 3,47 .
negatif
terhadap anak

Sementara untuk capaian kinerja tahun 2023 terhadap target akhir Renstra
sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.31
Pencapaian Tujuan/ Sasaran

KLA dan Prevalensi Kekerasan terhadap anak

Target
o Tahun 2023 9_ Capaian 2022
i o Redlias Akhir )
No. Indikator Kinerja . terhadap target akhir
2022 . Capaan  Rengtra
Target Redlisasi Renstra 2023
dalam %  (2023)
Madya
Kabupaten Pratama
1 70,06 (600 — 117,84 85 117,84
Layak Anak (KLA) (85%)
700)
Prevalensi
2 | kekerasanterhadap =~ 9,50 44 | 1297 29477 = 4,40 294,77
anak
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Dari tabel di atas dapat dilihat untuk setiap indikator kinerjanya adalah sebagai
berikut :
1) Kabupaten Layak Anak (KLA)
Kebijakan KLA sudah dimulai sgjak tahun 2006. Sementara, pada Tahun 2019,
Kabupaten Belitung meraih penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak tingkat
pratama dengan skor perolehan Penilaian Mandiri sebesar 609, 93. Dan di tahun
2023 KLA Kabupaten Belitung meraih predikat tingkat Madya.
Pengembangan KLA di setiap Kabupaten/K ota harus mengacu pada 24 indikator
pemenuhan hak dan perlindungan anak yang secara garis besar tercermin dalam
5 klaster hak anak, yakni
(1) Hak sipil dan kebebasan;
(2) Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative;
(3) Kesehatan dasar dan kesejahteraan;
(4) Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
(5) Perlindungan khusus bagi 15 kategori anak.
Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA) untuk tahun 2022 sama dengan tahun
2021 yaitu Predikat Pratama. Skor Capaian KLA dari Kementerian PPA RI tahun
2021 yaitu 583,7 point dan tahun 2022 yaitu 581,52 point. Tingkat KLA
berdasarkan Evaluasi KLA adalah KLA Tingkat Pratama (nilai 500 — 600), KLA
Tingkat Madya (nilai 601 — 700), dan KLA Tingkat Nindya (nilai 701 — 800).
Faktor pendorong KLA antara lain adalah meningkatnya sumber daya fasilitas
sarana dan prasarana yang menunjang kinerja stakeholder terkait dalam indikator
KLA dalam upaya pemenuhan hak anak. Selain itu dukungan masyarakat dan
dunia usaha telah memberikan andil bagi pelaksanaan pemenuhan hak anak di
kabupaten Belitung dalam mewujudkan KLA.
Kendala yang ditemui pada upaya Pemenuhan Hak Anak Kabupaten Belitung
dapat dilihat pada 5 kluster hak anak. Berbaga kendala yang ditemui juga
dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menghambat yaitu faktor sumber daya
manusia dan sumber daya finansial dan anggaran, komitmen pemimpin dan
pelaksana kebijakan, serta faktor komunikasi untuk mensosialisasikan
pemenuhan hak anak.
Solusi kedepan antaralain adalah :
1. Pemerintah perlu mendorong peranan forum anak agar aktif menyuarakan
aspirasi anak.
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2)

2. Meningkatkan jumlah fasilitas informasi layak anak.

3. Diharapkan agar masyarakat lebih menyadari pentingnya pemenuhan hak
anak dan ikut berpartisipasi secara aktif

4. Pemerintah perlu membuat sistem pengelolaan data secara khusus untuk
mengintegrasikan data anak.

5. Pemerintah perlu mengikutsertakan kepentingan anak pada proses
pembangunan

Dalam mengatasi masalah yang menjadi faktor penghambat antara lain adal ah:

a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia para pelaksana

b. Meningkatkan anggaran dalam pemenuhan hak anak khususnya berbagai
fasilitas yang ramah dan layak bagi anak

c. Penguatan komitmen pemimpin dan pel aksana kebijakan

d. Memperbaiki kualitas komunikasi antar pelaksana kebijakan agar seluruh
program dan kegiatan dapat terkoordinir dengan baik.

e. Meningkatkan kapasitas anggaran desa demi mewujudkan desa/kelurahan
layak anak.

Prevalensi kekerasan terhadap anak

Indikator Prevalensi Kekerasan terhadap anak didapat dari rumusan rasio
anak yang memerlukan perlindungan khusus. Untuk tahun 2023 dengan nilai
sebesar 12,97 yaitu anak yang memerlukan perlindungan khusus berjumlah 74
orang (terdiri dari 13 anak korban kekerasan, 57 anak dengan disabilitas, dan 4
anak yang berhadapan dengan hukum), meningkat dibanding tahun 2022
berjumlah 50 orang.

Pada indikator ini menggambarkan tentang rasio anak yang memerlukan
perlindungan khusus yaitu dihitung dari Jumlah anak yang memerlukan
perlindungan (anak korban kekerasan, anak dengan disabilitas, dan anak yang
berhadapan dengan hukum) dibagi dengan jumlah penduduk anak dikali 10.000.
Nilai capaian indikator prevalensi ini mengalami peningkatan dan di atas target
(indikator negatif). Jumlah korban kekerasan anak dapat dilihat pada tabel
berikut :
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Tabel 3.32
Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus tahun 2023

Jumlah anak yang memerlukan perlindungan Jumlah Capeian
Tahun |(anak korban kekerasan, anak dengan disabilitas,|  Penduduk T Target
dan anak yang berhadapan dengan hukum) Anak Capaian
2021 10 55.283 1,81 4.8
2022 50 52.661 9,5 4,6
2023 74 57.042 12,97 4,4

Pada tabel di atas dapat prevalens kekerasan terhadap perempuan tahun
2023 sebesar 12,97 lebih besar dari target yang ditetapkan tahun 2023 sebesar 4,4
dan ini merupakan indikator negatif. Pencapaian Angka kekerasan di Kabupaten
Belitung Tahun 2022 dan 2023 di atas target dengan indikator negatif.
Prevalensi juga dapat digambarkan dalam grafik berikut ini :

Grafik 3.5
Prevalens kekerasan terhadap anak tahun 2020 — 2023

15

10 OTarget

M Capaian

5 Capaian
Target

2021 2022 2023

Dari grafik di atas, prevalensi kekerasan terhadap anak dalam dua tahun
terakhir mengalami peningkatan dan di atas target negatif.

Tahun 2023, Dinas Sosiad Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Belitung mencatat sebanyak 74 orang anak yang mendapatkan
perlindungan (13 kasus anak yang mengalami kekerasan, 57 anak dengan
disabilitas, dan 4 anak yang berhadapan dengan hukum) dan mendapatkan
layanan pada Lembaga layanan perlindungan anak. Jumlah tersebut meningkat
sebanyak 3,47% dari tahun sebelumnya. Kasus kekerasan terhadap anak yang
terlaporkan didominasi oleh kekerasan fisk dan psikis juga terdapat kasus

kekerasan seksual pada anak. Data kasus yang dihimpun dari seluruh Lembaga
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layanan perlindungan perempuan dan anak antara lain UPT PPA Kab. Belitung,
Unit PPA Polres Belitung, SATGAS PPA, P2TP2A dengan menyediakan
layanan yang dibutuhkan antara lain bantuan hukum, layanan psikologis,

layanan medis, dan lain-lain.

Jumlah anak korban kekerasan mengalami kenaikan di tahun 2022 dan Kembali
menurun di tahun 2023. Hal ini menjadi catatan bahwa upaya untuk pencegahan
anak menjadi korban kekerasan perlu ditingkatkan. Layanan terhadap anak-anak
dengan perlindungan terus dilakukan dan upaya-upaya terhadap pencegahan juga
terus dilakukan. Adapun indikator pravelensi perlindungan anak adalah anak
dengan masalah hukum, anak disabilitas, anak dengan HIV/AIDS dan lain-lain.

Faktor pendukung daripada layanan penanganan kasus antara lain adalah
semakin meningkatnya pemahaman masyarakat tentang isu-isu kekerasan
terhadap perempuan dan anak serta tugas dan fungsi dari lembaga layanan
perlindungan perempuan dan anak. Hambatan yang dialami antara lain adalah
kurangnya SDM yang memiliki kapasitas dalam pelayanan penanganan kasus,
koordinas yang belum sinergis antara lembaga layanan dan kurangnya fasilitas
sarana dan prasarana seperti tersedianya UPTD PPA sebagai pemangku
pelaksana layanan perlindungan perempuan dan anak. Selain itu permasalahan
pada ranah domestik juga sering mendapat hambatan karena masyarakat

cenderung sering menutupi karena merasa bahwa permasalahan ini adalah aib.

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2023 untuk

mendukung pencapaian kinerjatersebut diatas antaralain yaitu :
1) Meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait;

2) Komitmen dan Sinergitas seluruh elemen terkait OPD, Lembaga Masyarakat,

Dunia Usaha, Media Massa, dan instansi terkait pemenuhan hak anak.
Capaian kinerja yang cukup tinggi melampau target didukung/disebabkan antara

lain oleh :

1) Adanyasumber anggaran yang memadai.

2) Datayang belum terintegrasi, termutakhir, dan termanfaatkan secara baik dalam

penyusunan program/ kegiatan/ kebijakan terkait dengan pemenuhan hak anak.
Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja tahun 2023 atau untuk

memperbaiki kinerja di tahun 2024 Dinas Sosia, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak akan melakukan :
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1) Meningkatkan SDM Pelayanan;

2) Menambah sarana dan prasarana serta kebijakan/ peraturan;

3) Meningatkan kompetensi pegawai melalui diklat/ pelatihan sesuai dengan

tupoksinya;

4) Melakukan koordinasi secara berkelanjutan kepada Stakeholder dan instansi

terkait dalam percepatan pengembangan Kabupaten Layak Anak.

Beberapa dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang mendukung indikator kinerjaini

sebagai berikut :
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Zom Meeting Malam Penganugerahan

Penyerahan Piagam dan PialaKLA Madya pada
AcaraHari Anak Nasional Tingkat Provinsi

Kabupaten Layak Anak Kabupaten Belitung

r -
P A : “

Kegiatan Hari Anak oleh Forum Anak Kabupaten
Belitung di UPT Museum Pemkab Belitung

Sosialisasi Pencegahan Bullying di SMP Negeri
3 Membalong
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Gambar 3.3. Dokumentasi foto kegiatan yang mendukung capaian Tujuan dan Sasaran Ketiga

Adapun capaian Tujuan/Sasaran 3 diupayakan dengan program-program, yaitu:
1. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
Indikator Program Pemenuhan Hak Anak adalah Status Kabupaten Layak
Anak (KLA) Pratama.
Indikator ini diperoleh dengan melihat skor penilaian KLA. Dimana untuk
tahun 2022 dilaksanakan penilaian mandiri dan penilaian oleh Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rl dan memperoleh nilai
status KLA Pratama dengan skor 581,52. Tahun 2023, Kabupaten Belitung
mendapat predikat KLA Tingkat Madya
Redlisasi capaian target dari indikator ini adalah sebesar 117,84%.
Untuk pencapaian indikator Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) pada
tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :
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Tabel 3.33

Pencapaian I ndikator Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Tahun 2023

Program

Tahun 2022 Tahun 2023

Indikator Kinerja Target Realisasi % Target | Redlisas %
% % Capaian % % Capaian

Ket

Pemenuhan | Status Kabupaten | 750 Point | 581,52 | 77,54 | Pratama | Madya 117,84
Hak Anak  |Layak Anak (KLA) Point (85%) |(skor 601 —

(PHA)

700)

Pada perolehan penilaian KLA tersebut ada beberapa poin penting yang belum

dilaksanakan untuk memenuhi indikator pemenuhan hak anak ini, yaitu :

1

2
3.
4

Belum tersedia kebijakan terkait dengan Informasi Layak Anak.

. Belum terbentuk Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak

Masih tingginya angka pernikahan anak.

. Belum tersedia SDM di Lembaga Pemenuhan Hak Anak yang telah mengikuti

Pelatihan Konvensi Hak Anak.

Belum tersedia Ruang Bermain Ramah Anak yang terstandarisasi dan merata di
seluruh desa dan kelurahan.

Belum banyak terbentuk kerjasama dari Dunia Usaha dan Media untuk
melakukan promosi dan kampanye tentang Pemenuhan hak dan perlindungan
anak.

Belum banyak tersediafasilitas untuk anak disabilitas.

8. Belum kuatnyaimplementasi dari Kawasan Tanpa rokok.

10.
11.

Belum optimalnya Pelayanan Kesehatan Ramah Anak yang sesuai dengan
standar.

Belum tersedianya Rumah Ibadah ramah Anak

Belum optimalnya koordinasi antar lintas sektor terkait dengan perlindungan
anak.

Strategi yang dilakukan :

1
2.

Menguatkan peran tugas dan fungsi Gugus Tugas KLA

Melaksanakan pelatihan-pelatihan atau Bimtek untuk penguatan SDM di
lembaga pemenuhan hak anak.

Melakukan kampanye pemenuhan hak dan perlindungna secara terus menerus

kepada masyarakat.
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Status Kabupaten Layak Anak (KLA) Pratama tahun 2022 sama dengan tahun 2021.
Faktor pendorong KLA antara lain adalah meningkatnya sumber daya fasilitas
sarana dan prasarana yang menunjang kinerja stakeholder terkait dalam indikator
KLA dalam upaya pemenuhan hak anak. Selain itu dukungan masyarakat dan dunia
usaha telah memberikan andil bagi pelaksanaan pemenuhan hak anak di kabupaten
Belitung dalam mewujudkan KLA. Kendala yang ditemui pada upaya Pemenuhan
Hak Anak Kabupaten Belitung dapat dilihat pada 5 kluster hak anak. Berbagai
kendala yang ditemui juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menghambat yaitu
faktor sumber daya manusia dan sumber daya finansial dan anggaran, komitmen
pemimpin dan pelaksana kebijakan, serta faktor komunikasi untuk mensosialisasikan

pemenuhan hak anak.

Capaian indikator kinerja Program Pemenuhan Hak Anak sebagal berikut : Status
Kabupaten Layak Anak (KLA) Pratama. Alokasi anggaran Program Pemenuhan
Hak Anak adalah sebesar Rp. 173.203.252,- dengan redlisas sebesar Rp.
166.490.740,- setara dengan 96,12% dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai
berikut :

(1) Kegiatan Pelembagaan PHA Pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan
Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 12.046.619,- dan realisasi sebesar Rp. 9.720.344,-
atau setara dengan 80,69%. Output kegiatan adalah tercapainya peningkatan
status KLA. Outcome kegiatan adalah meningkatnya perlindungan terhadap
anak.

Faktor pendukung capaian kinerja yaitu komitmen sinergitas seluruh elemen

terkait OPD, Lembaga masyarakat terkait pemenuhan hak anak.

Faktor penghambat : Data belum terintegrasi, termutakhir, dan termanfaatkan

secara baik dalam penyusunan program/ kegiatan terkait dengan Pemenuhan

Hak Anak.

Upayal solusi ke depan : Melakukan koordinasi secara berkelanjutan kepada

stakeholder dan instans terkait dalam percepatan pengembangan KLA.

Dilaksanakan melalui Sub Kegiatan berikut :

a. Sub Kegiatan Koordinas dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak
Anak Kewenangan Kabupaten Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial,

116



Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.046.619,- dan realisasi sebesar Rp.
9.720.344,- atau setara dengan 80,69%. Output sub kegiatan adalah Jumlah
Dokumen Hasil Koordinas dan Sinkronisas Pelembagaan Pemenuhan Hak
Anak Kewenangan Kabupaten/K ota.

Faktor pendukung capaian kinerja yaitu komitmen sinergitas seluruh elemen
terkait OPD, Lembaga masyarakat terkait pemenuhan hak anak.

Faktor penghambat : Data belum terintegrasi, termutakhir, dan termanfaatkan
secara baik dalam penyusunan program/ kegiatan terkait dengan Pemenuhan
Hak Anak.

Upaya solusi ke depan : Melakukan koordinasi secara berkelanjutan kepada
stakeholder dan instansi terkait dalam percepatan pengembangan KLA.

(2) Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan
Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang
dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Belitung dengan alokas anggaran sebesar Rp. 161.156.633,- dan
realisasi sebesar Rp. 156.770.396,- atau setara dengan 97,28%. Output kegiatan
adalah terfasilitasinya forum anak kabupaten belitung. Outcome kegiatan adalah
meningkatnya layanan terhadap anak.

Faktor pendukung capaian kinerja yaitu komitmen sinergitas seluruh elemen

terkait OPD, Lembaga masyarakat terkait pemenuhan hak anak.

Faktor penghambat : Data belum terintegrasi, termutakhir, dan termanfaatkan

secara baik dalam penyusunan program/ kegiatan terkait dengan Pemenuhan

Hak Anak.

Upayal solusi ke depan : Melakukan koordinasi secara berkelanjutan kepada

stakeholder dan instansi terkait dalam percepatan pengembangan KLA.

Dilaksanakan melalui Sub Kegiatan berikut :

a. Sub Kegiatan Penguatan Jegjaring antar Lembaga Penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang
dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Belitung dengan aokas anggaran sebesar Rp.
161.156.633,- dan realisas sebesar Rp. 156.770.396,- atau setara dengan
97,28%. Output sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Hasil Penguatan
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Jgaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup
Anak Kewenangan Kabupaten/K ota.

Faktor pendukung capaian kinerja yaitu komitmen sinergitas seluruh elemen
terkait OPD, Lembaga masyarakat terkait pemenuhan hak anak.

Faktor penghambat : Data belum terintegrasi, termutakhir, dan termanfaatkan
secara baik dalam penyusunan program/ kegiatan terkait dengan Pemenuhan
Hak Anak.

Upayd solus ke depan : Melakukan koordinasi secara berkelanjutan kepada
stakeholder dan instansi terkait dalam percepatan pengembangan KLA.

2. Program Perlindungan Khusus Anak
Indikator Program Perlindungan Khusus Anak adalah persentase anak korban
kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten.
Redlisasi capaian target dari indikator ini adalah sebesar 100%
Untuk pencapaian indikator Program Perlindungan Khusus Anak pada tahun
2023 dapat dilihat padatabel berikut:
Tabel 3.34
Pencapaian Indikator Program Perlindungan Khusus Anak
Tahun 2022
Tahun 2022 Tahun 2023
Program Indikator Kinerja Target Redisas % Target | Redisos % Ket
% % Capaian % % Capaian
Perlindungan | Persentase anak 100 100 100 100 100 100
Khusus Anak | korban kekerasan
yang ditangani
instansi terkait

Indikator persentase penanganan anak korban kekerasan didapat dari

rumusan jumlah anak korban korban kekerasan/ jumlah anak korban kekerasan yang
ditangani x 100%.

Persentase penanganan anak korban kekerasan yang ditangani instans terkait

kabupaten tahun 2023 yaitu 100 persen, dengan jumlah anak korban kekerasan

sebanyak 13 orang meningkat dari tahun sebelumnya berjumlah 8 orang. Dan semua
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kasus yang masuk pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak maupun lembaga lainnya ditangani 100%.

Jumlah kasus yang diterima seluruhnya dilayani dan ditangani oleh lembaga
perlindungan perempuan dan anak. Adapun layanan yang diberikan yaitu bantuan
hukum, layanan psikis, medis dan lain-lain. Data yang dihimpun dari seluruh
lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak yang ada di Kabupaten
Belitung.

Capaian indikator kinerja Program Perlindungan Khusus Anak sebaga berikut :
Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten. Alokasi
anggaran Program Pemenuhan Hak Anak adalah sebesar Rp. 65.328.034,- dengan
realisasi sebesar Rp. 65.173.448,- setara dengan 99.76% dan dilaksanakan melalui
kegiatan sebagai berikut :

(1) Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak
yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang
dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 65.328.034,- dengan
realisasi sebesar Rp. 65.173.448,- setara dengan 99.76%. Output kegiatan adalah
tersedianya layanan perlindungan anak di tingkat Desa/ Kelurahan. Outcome
kegiatan adalah meningkatnya layanan perlindungan anak di tingkat Desal
Kelurahan.

Faktor pendukung :

1. Meningkatnya jumlah lembaga perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat
yang tersediadi Desa.

2. Kepedulian masyarakat terhadap perlindungan anak yang semakin meningkat.

Faktor penghambat anggaran yang terbatas dikarenakan suasana pandemi

menyebabkan ruang lingkup kegiatan menjadi terbatas. Dan koordinasi dan

keaktifan lembaga PATBM yang masih kurang.

Dilaksanakan melalui Sub Kegiatan berikut :

a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan
Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dinas Sosidl,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan
alokas anggaran sebesar Rp. 65.328.034,- dengan realisas sebesar Rp.
65.173.448,- setara dengan 99.76%. Output sub kegiatan adalah Jumlah

Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber
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Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan

Khusus Kewenangan Kabupaten/K ota.

Faktor pendukung :

1. Meningkatnya jumlah lembaga perlindungan anak terpadu berbasis
masyarakat yg tersedia di Desa.

2. Kepedulian masyarakat terhadap perlindungan anak yang semakin
meningkat.

Faktor penghambat anggaran yang terbatas dikarenakan suasana pandemi

menyebabkan ruang lingkup kegiatan menjadi terbatas. Dan koordinasi dan

keaktifan lembaga PATBM yang masih kurang.

3.2 KINERJA LAINNYA TAHUN 2023
3.2.1. KinerjaLainnya (Program Inovasi Begalor)

Tradisi Begalor dalam bahasa Melayu Belitong berarti bercerita tentang
hubungan keluarga atau kekerabatan. Istilah lainnya silaturahmi yang memungkinkan
untuk saling mengenal antar sesama anggota kerabat satu dengan anggota kerabat
lainnya. Budaya Begalor dapat dijadikan sebagai salah satu cara untuk mencegah
terjadinya konflik antar sesama.

Begalor dilaksanakan berdasarkan kearifan lokal dengan memanfaatkan
berbagai momentum seperti perayaan pernikahan, selamatan, kematian, kelahiran, 1dul
Fitri, Idul Adha dan lain sebagainya. Momentum perayaan adalah kesempatan paling
terbuka untuk berkumpul bersama, bercengkerama, beramah tamah penuh dengan
nuansa keakraban dan santai.

Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi Begalor inilah yang menjadi dasar
peluncuran Program Inovatif Dinas Sosia, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Belitung yang juga mengusung nama yang sama yaitu
BEGALOR (Bantuan Sosial Kemanusiaan Kepada Gelandangan, Anak-anak, Lanjut
Usia dan Orang terlantar) terinspirasi dari istilah Begalor yang dapat dimaknai
sebagai hubungan kekerabatan yang hangat serta bentuk kepedulian dan keberpihakan
Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung terhadap masyarakat yang termarjinalkan atau
yang dalam istilah Sosial disebut dengan Pemerlu Pelayanan Kesgahteraan Sosial
(PPKYS) seperti Gelandangan, Anak-anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Orang
Terlantar.
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Program ini akan memberikan Bantuan Sosial Kemanusiaan kepada
masyarakat yang memiliki kriteria dan kondisi tertentu sehingga dapat dikategorikan
sebagai Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Penyandang Disabilitas Berat.
Sasaran penerima manfaat bantuan telah dilakukan verifikasi dan validas yang
dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Belitung.

Dari ketiga sasaran Program tersebut di atas, sebelum dilakukan penetapan
penerima manfaat dilakukan verifikasi data calon penerima dengan memperhatikan
kriteria-kritera sebagai berikut:

Kriteria Lanjut Usia Terlantar Sebagai Penerima Bantuan Kebutuhan Bahan
K ebutuhan/Sembako sebanyak 60 (Enam Puluh) Penerima Manfaat.

Diutamakan bagi Lanjut Usia yang telah berusia diatas 70 tahun keatas, dan Lanjut
Usiayang berusia 60 tahun keatas dalam keadaan sakit menahun.

Hidupnya sangat tergantung pada bantuan orang lain atau hidupnya hanya bisa
berbaring ditempat tidur (bed ridden) sehingga tidak mampu melakukan aktivitas
sehari-hari.

Tidak memiliki sumber penghasilan tetap, miskin dan terlantar.

Indera penglihatan dan pendengaran sudah tidak berfungsi normal.

Bukan penyandang cacat berat atau seseorang yang menerima bantuan / santunan dari
pemerintah / lembaga sosial secara permanen.

Memiliki KTP/ Surat Keterangan domisili dari Kepala Desa/ Lurah setempat.
Apabila berstatus suami istri dan satu rumah dihuni oleh dua orang atau lebih, maka
yang memperoleh bingkisan bagi Lanjut Usia adalah salah satu seseorang dari mereka.

Kriteria Penerima Bantuan Bahan Kebutuhan/Sembako bagi Penyandang Disabilitas
Terlantar dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 30 (Tiga Puluh) Penerima
Manfaat.
K edisabilitasannyatidak dapat direhabilitasi.
Tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari secara sendiri / selalu memerlukan
bantuan orang lain.
Tidak mampu menghidupi diri sendiri dan tidak memiliki sumber penghasilan tetap,
baik dari diri sendiri maupun dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan dasar.
Tidak diberikan kepada Penerima Manfaat layanan yang sedang medapatkan
pelayanan dalam panti.
Terdaftar sebagai penduduk setempat.
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3. Kriteria Penerima Bantuan Bahan Kebutuhan Yang Akan Diserahkan Kepada Anak
Terlantar dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 15 (Lima Belas) Penerima
Manfaat.

Anak terlantar/anak dari keluarga kurang mampu

Diutamakan orang tua masuk dataBDT

Usia0 - 18 tahun

Diutamakan bayi, anak SD dan SMP

Apabila dalam suatu keluarga ada yang memiliki lebih dari satu anak usia yang masuk

® 2 0 T @

kriteria, maka yang berhak memperoleh bahan kebutuhan yang akan diserahkan
kepada Anak Terlantar adalah salah satu seseorang dari anak keluarga tersebut.

Dokumentas foto-foto Program Begalor :

Penyerahan Bantuan Permakanan kepada L anjut Usia Terlantar
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Penyerahan Bantuan Permakanan kepada Anak Terlantar

Gambar 3.4. Dokumentasi Program Begalor
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3.2.2. Penghargaan/ Apresias Instansi Lainnya
1. Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) Tingkat Madya

Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten
dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan Hak Anak dan
Perlindungan Khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan
berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Belitung menerima penghargaan sebagai Kabupaten
Layak Anak (KLA) Tahun 2023 Kategori Madya dari Menteri Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak RI.

Inisiatif lain terkait pelaksanaan program yaitu Koordinasi lintas OPD untuk
mendukung Program Kota Layak Anak. Membangun inisiatif pemerintahan
kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak-Hak Anak
(Convention on the Rights of the Child) ke dalam definisi, strategi dan intervensi
pembangunan, dalam bentuk: kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang
ditujukan untuk pemenuhan hak-hak anak, pada suatu wilayah kabupaten/kota.

Keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan program yaitu Penerbitan Perda
Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
Keterlibatan kelompok marginal (perempuan, anak, disabilitas) dalam pelaksanaan

program yaitu pelibatan anak-anak dalam program dan mendukung Kabupaten
Layak Anak melalui Forum Anak Kabupaten Belitung.

Gambar 3.5. Piagam Penghargaan KLA Kabupaten Belitung
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Gambar 3.6. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung

(Bpk. Kasimin, SIP., MAB) mewakili Pemerintah Kabupaten Belitung menerima Penghargaan KLA Kategori
Madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Rl
(Diserahkan pada acara Hari Anak Nasional Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)

2. Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tingkat Pratama

Anugerah Parahita Ekapraya (APE) merupakan penghargaan yang diberikan
oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada K/L dan Pemda atas keberhasilan dan
Prakarsa dalam pencapaian Pembangunan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak di Pusat dan Daerah.

Pemerintah Kabupaten Belitung menerima penghargaan Anugerah Parahita
Ekapraya (APE) Kategori Pratama dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak RI.

Keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan program yaitu Penerbitan Perbup
Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender
dalam Pembangunan Daerah. Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan
Pengarusutamaan Gender di  Daerah, dan Penerbitan Perbup Nomor
188.45/188/KEP/DSPPPA/2018 Tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan
Gender Kabupaten Belitung, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak sebagai Sekretaris.

Keterlibatan kelompok margina (perempuan, anak, disabilitas) dalam
pelaksanaan program yaitu Gabungan Organisass Wanita (GOW) dalam
mendukung terwujudnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di
Kabupaten Belitung.
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Gambar 3.7. Piagam Penghargaan APE Kabupaten Belitung

Gambar 3.8. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung
(Bpk. Kasimin, SIP., MAB) mewakili Pemerintah Kabupaten Belitung menerima Penghargaan APE Kategori

Pratama di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak RI.
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3.2.3. Perbaikan SAKIP pada Tahun 2023

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) Tahun 2022 pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Belitung, Nomor
700.1.2.1/164/RLKin/INSPEK/2023 Tangga 9 Oktober 2022, dapat diuraikan
sebagai berikut :

Tabel 3.35.
Hasil Evaluas oleh Tim Evaluator Inspektorat Kabupaten Belitung
Tahun (2021) Tahun n (2022) Mandiri Tahun 2022 (Evaluator)
No Komponen : — : — . —
Bobot | Capaian | Nilai | Bobot | Capaian | Nilai | Bobot | Capaian | Nilai
1 Perencanan Kinerja 30 83,21 24,96 30 80 24 30 67 20,1
2 Pengukuran 25 75 | 1875 | 30 75 225 | 30 51 15,3
Kinerja
3 Pelaporan Kinerja 15 69,8 10,47 15 72 10,8 15 55 8,25
4 Evaluas Internal 10 - - 25 72 18 25 46 115
5 Capaian Kinerja 20 64,38 12,88
il bz, 100 6706 | 100 | 753 | 753 | 100 55,15
Evauas
Nilai akhir hasil evaluasi 67,06/90 x 100% 74,51 -
Tingkat Akuntabilitas Kinerja BB BB CcC

Rincian Hasil Evaluasi sebagai berikut :
Rekomendasi Tim Evaluasi Inspektorat Kabupaten Belitung :

a. Peningkatan dalam perencanaan kinerja.

1. Melakukan perbaikan pada penjenjangan kinerja yang telah disusun dengan

mempedomani PermenPAN RB Nomor 89 Tahun 2021, dan selanjutnya
memanfaatkan penjenjangan/ cascading dan crosscutting kinerja tersebut sebagai
dasar untuk penyempurnaan perencanaan kinerja secara keseluruhan.

Tanggapan :

Untuk Perjanjian Kinerja/Penjenjangan Kinerja Tahun 2024 dan Perubahan Tahun
2023 akan dibuatkan perubahan cascading dan perubahan/perbaikan perjanjian
kinerja 2023 terutama pada Indikator Sasaran Strategis Eselon Il dan IV serta
Pelaksana/Staf, serta akan mempedomani penyusunan dokumen perjanjian
Kinerja/penjenjangan sesuai dengan PermenPAN RB Nomor 89 tahun 2021.
Mencantumkan target capaian kinerja pada dokumen Rencana Aksi secara periodik
(Per  Triwulan) untuk mempermudah melakukan pemantauan/ pengukuran
pencapaian target kinerja secara berkala/ periodik.
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Tanggapan :
Rencana Aks pada tahun mendatang akan diperbaharui dengan mencantumkan

target kinerja indikator per Triwulan, bukan persentase capaian fisik dari masing-

masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

b. Peningkatan dalam Pengukuran Kinerja melalui :

1. Pembuatan pedoman teknis pengukuran Kinerja dan pengumpulan data kinerja yang
dapat diandalkan.
Tanggapan :
Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengukuran Kinerja dan Pengumpulan Data
Kinerja akan dibuatkan pada tahun berikutnya.

2. Melakukan proses supervisi secara berjenjang dalam proses penyusunan laporan
kinerja.
Tanggapan :
Penyusunan laporan kinerja sudah berdasarkan supervisi berjenjenjang di masing-
masing bidang, namun belum terjadwal secara sempurna dan belum
terdokumentasikan serta belum teradministrasikan secara lengkap. Untuk
penyusunan pelaporan selanjutnya akan dibuatkan jadwal, alur serta administrasi/
kertas kerja supervisi penjenjangan.

3. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam sebuah aplikas terintegras terkait
kegiatan pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja.
Tanggapan :
Dalam pengumpulan dan pengukuran capaian kinerja, DSPPPA menggunakan
teknologi informasi aplikasi Exel, pengolah angka, dengan melalui kertas kerja
yang dibuatkan sendiri untuk mengumpulkan data kinerja (belum ada aplikasi/
pemrograman secara khusus).

4. Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja belum memanfaatkan
Teknologi Informasi (Aplikasi).
Tanggapan :
Dalam pengumpulan dan pengukuran capaian kinerja, DSPPPA menggunakan
teknologi informasi aplikasi Exel, pengolah angka, dengan melalui kertas kerja
yang dibuatkan sendiri untuk mengumpulkan data kinerja (belum ada aplikasi

pemrograman secara khusus).
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c. Peningkatan dan Pelaporan Kinerja melalui :

1. Mengungkapkan informasi yang memada pada Laporan Kinerja Bab Il
Akuntabilitas Kinerjayaitu tentang :
e Andisisdan evaluasi realisas kinerja dengan target jangka menengah.
e Andisis dan evaluas redlisas kinerja dengan redlisasi kinerja tahun-tahun

sebelumnya.

e Informas efisiens atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.
e Informasi target dan realisasi anggaran, pencapaian target kinerja program/

kegiatan/ sub kegiatan yang menjadi kepedulian seluruh pegawai.

Tanggapan :

Penyusunan laporan kinerja DSPPPA telah menampilkan target dan realisas
sasaran jangka menengah, namun belum sepenuhnya menganalisis dan evaluasi
dari tahun jangka menengah/ tahun-tahun sebelumnya. DSPPPA  hanya
menganalisis dan evaluasi tahun ini dan tahun sebelumnya. Analisis dan evaluasi
ini serta informasi-informasi di atas akan dilengkapi pada penyusunan laporan
tahun berikutnya.

2. Mempublikasikan dokumen laporan kinerja dalam website ataupun media lainnya
yang dimiliki oleh Dinas Sosial, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Belitung.

Tanggapan :
DSPPPA telah mempublikasikan Laporan Kinerja tahun 2022, 2021, 2020, 2017
pada Website Dinas : https.//dspppa.belitung.go.id/laporan-kinerja-dspppa/

Namun, dikarenakan waktu pelaporan dan penguploadan berkas evaluasi singkat,

jadi eviden ini tidak ditampilkan.

Gambar 3.9. Screenshot Website DSPPPA Kabupaten Belitung
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d. Peningkatan dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan melakukan :

1. Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja agar lebih menggambarkan
tingkat akuntabilitas secara berjenjang dari level pegawa atas hingga pegawai
bawah serta memastikan rekomendas hasil evaluasi ditindaklanjuti dan dapat
dimanfaatkan sebagai umpan timbal balik perbaikan manajemen kinerja secara
berkel anjutan.

Tanggapan :
Akan diperbaiki pada penyusunan dan evaluasi tahun berikutnya.

2. Pemanfaatan teknologi informasi dalam melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja
internal.

Tanggapan :

DSPPPA sudah menggunakan aplikasi pengolah kata (word), pengolah angka
(exel), aplikasi web e-sakip dari Kemenpan, aplikasi web penilaian mandiri AKIP
oleh Tim Evaluasi Inspektorat Prov/ BPKP dan akan memaksimalkan penggunaan/
pemanfaatan aplikasi tersebuit.

3. Peningkatan kompetenss SDM pada DSPPPA melalui usulan Diklat maupun PPM
terkait pelaksanaan Peraturan PermenPAN RB Nomor 88 Tahun 202 tentang
Evaluas Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah.

Tanggapan :

Anggaran Diklat/ PPM pegawa sudah masuk dalam Renstra ataupun renja awal.
Namun dalam perjalanannya dikarenakan terbatasnya pagu anggaran, dan Prioritas
Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sehingga untuk beberapa tahun
terakhir anggaran diklat di nol kan. Sementara ini, DSPPPA mengikuti diklat gratis
yang diselenggarakan oleh Inspektorat, Bappeda, dan lainnya.

Tanggapan terkait dengan kertas kerja Penilaian mandiri AKIP melalui aplikasi exel
ataupun aplikasi website Penilaian Mandiri AKIP yaitu selain memenuhi rekomendasi
diatas juga terkait waktu penguplodan yang singkat dengan banyaknya eviden yang
harus disiapkan, sehingga belum bisa memenuhi semua evidence yang di minta. Untuk
tahun berikutnya diupayakan agar bisa memenuhi semua komponen dalam kertas

kerja AKIP dan evidennya.
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3.3

No

2

AKUNTABILITASKEUANGAN

Selama tahun 2023 pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka
menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin
dicapai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Belitung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Belitung
sebesar Rp. 10.396.592.963,- dan perubahannya sebesar Rp. 10.922.821.301,- dengan
realisasi anggaran mencapai Rp. 9.946.030.498,- atau dengan serapan dana APBD mencapai
91,06%. Komposisi belanja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Belitung untuk tahun 2023, terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.36
Komposis Belanja Dinas Sosial, Pember dayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung
Tahun Anggaran 2022 - 2023

U Anggaran Belanja Realisasi Belanja 2022 Anggaran Realisas
raian
(Rp) 2022 (Rp) 2022 % Belanja(Rp) 2023 Belanja(Rp) 2023
Belanja Tidak
4.572.393.613 4.310.635.584 94,28 4.710.920.863 4.511.881.503
Langsung

Belanja Langsung 7.611.455.843 5.199.490.684 68,31 6.211.900.438 5.434.148.995

Jumlah 12.183.849.456 9.510.126.268 78,06 | 10.922.821.301 9.946.030.498

Kebijakan Umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran (PPA) Kabupaten
Belitung per 31 Desember tahun anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan visi, misi,
tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belitung merupakan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam
menyusun usulan program, kegiatan dan sub kegiatan dan anggaran tahun 2023.

Pencapaian target kinerja diukur berdasarkan efektifitas dan efisiens yang dicapai
dan tidak terlepas dari faktor-faktor yang mendorong seperti tingkat SDM yang cukup
termasuk mental, pengawasan intern maupun dari masyarakat yang cukup baik dan
perencanaan yang cukup matang. Pencapaian target kinerja keuangan Dinas Sosia,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung sebagaimana tersgji
pada ikhtisar laporan capaian target kinerja keuangan APBD berdasarkan program dan
kegiatan tahun 2023 sebagai berikut :
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PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB
KEGIATAN

1
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAH DAERAH
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah Dagerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah

Evaluas Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Penyusunan Pelaporan dan Analisis
Prognosis Realisasi Anggaran

Tabel 3.37
Capaian Kinerja Keuangan Dinas Sosial, Pember dayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung
Tahun Anggaran 2022 - 2023

TAHUN 2022 TAHUN 2023
ANGGARAN ANGGARAN ANGGARAN  ANGGARAN
REALISASI % REALISASI %
INDUK PERUBAHAN INDUK PERUBAHAN
2 3 4 5 6 7 8 9

5.442.146.988 5.500.191.063 5.150.803.728 93,65 7.659.568.146 7.869.294.732  7.366.615.043 93,61

6.000.000 6.000.000 6.000.000 100 5.999.818 5.999.818 4.696.400 78,28
3.000.000 3.000.000 3.000.000 100 3.000.000 3.000.000 3.000.000 | 100,00
3.000.000 3.000.000 3.000.000 100 2.9990.818 2.999.818 1.696.400 56,55

4.594.184.888 4.575.393.613 4.313.635.384 | 94,28 4.594.184.706 4.713.920.681 @ 4.513.577.903 95,75

4.591.184.888 4.572.393.613 4.310.635584 | 94,28 4.591.184.888 4.710.920.863 | 4.511.881.503 95,77

3.000.000 3.000.000 2.999.800 | 99,99 2.999.818 2.999.818 1.696.400 56,55
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PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB
KEGIATAN

Kegiatan Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Atribut Kelengkapannya

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat
Daerah

Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang - undangan

Penyelenggaraan Rapat K oordinasi
dan Konsultasi SKPD

ANGGARAN
INDUK

18.150.000

18.150.000

316.185.800

7.000.000

56.434.800

14.000.000

101.304.000

43.700.000

4.500.000

89.247.000

TAHUN 2022

ANGGARAN
PERUBAHAN

18.150.000

18.150.000

342.836.050

7.000.000

56.434.800

14.000.000

103.061.250

43.700.000

5.640.000

113.000.000

REALISASI

18.131.850

18.131.850

341.976.400

6.999.500

56.049.600

13.997.800

102.890.000

43.6999.500

5.340.000

113.000.000

%

99,90

99,90

99,75

99,99

99,32

99,98

99,83

100

94,68

100

ANGGARAN
INDUK

262.552.300

7.000.000

52.747.200

14.000.000

101.105.100

40.700.000

5.760.000

41.240.000

TAHUN 2023
ANGGARAN
REALISASI

PERUBAHAN
284.286.102 261.667.550
7.000.000 6.966.500
52.747.200 52.433.300
14.000.000 13.961.000
101.105.100 93.838.800
40.700.000 25.788.300
5.760.000 5.760.000
62.973.802 62.920.150

%

92,04

99,51

99,40

99,72

92,81

63,36

100.00

99,91
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TAHUN 2022 TAHUN 2023
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB
KEGIATAN ANGGARAN ANGGARAN ANGGARAN  ANGGARAN

REALISASI % REALISASI %
INDUK PERUBAHAN INDUK PERUBAHAN

K egiatan Pengadaan Barang Milik Daaerah

. . - - - - 2.398.358.400 | 2.429.358.400 2.223.962.400 91,55
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pengadaan Peralatan dan Mesin

: - - - - - 31.000.000 30.810.000 99,39
Lainnya

Pengadaan Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau Bangunan - - - - 2.398.358.400 2.429.358.400 | 2.193.152.400 90,28
Lainnya

Pengadaan Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor dan - 42.385.100 37.125.000 | 87,59 - - - -
Bangunan Lainnya

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang

, 220.084.300 288.484.300 220.529.716 | 96,52 220.683.000 226.034.809 220.915.780 97,74
Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000 3.000.000 1.683.400 | 56,11 3.000.000 3.000.000 660.000 22,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
. o 51.600.000 51.600.000 52.955.316 | 89,15 51.600.000 56.951.809 54.364.780 95,46
DayaAir dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
Kant 166.084.300 166.084.300 165.891.000 | 99,88 166.083.000 166.083.000 165.891.000 99,88
antor
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 286.942.000 286.942.000 213.405.378 | 74,37 177.789.922 209.694.922 141.795.922 67,62

Daerah
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PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB
KEGIATAN

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
Kendaraan Dinas Jabatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pgjak, dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasiona atau
Lapangan

Pemeliharaan Mebel

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung

Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

K egiatan Pengembangan Potensi Sumber
K esgjahteraan Sosial Daerah Kabupaten/
Kota

Peningkatan Kemampuan Potensi
Pekerja Sosia Masyarakat
Kewenangan Kabupaten/K ota

Peningkatan Kemampuan Potensi
Sumber K esgjahteraan Sosial Keluarga

ANGGARAN
INDUK

208.750.000

3.000.000

21.640.000

53.552.000

471.878.335

471.978.335

159.905.985

79.365.500

TAHUN 2022

ANGGARAN
PERUBAHAN

208.750.000

3.000.000

21.640.000

53.552.000

3.887.579.047

3.887.579.047

151.205.985

3.536.713.017

REALISASI

139.323.778

2.240.000

18.486.600

53.355.000

2.273.292.575

2.273.292.575

129.669.465

1.962.453.360

%

66,74

74,67

85,43

99,63

58,48

58,48

85,76

55,49

ANGGARAN

INDUK

46.000.000

87.750.000

3.000.000

21.040.000

19.999.922

327.882.043

327.882.043

159.901.968

79.346.115

TAHUN 2023
ANGGARAN
REALISASI

PERUBAHAN
46.000.000 27.308.500
119.655.000 78.062.920
3.000.000 -
21.040.000 17.500.000
19.999.922 18.923.590
408.808.768 362.053.507
408.808.768 362.053.507
151.263.393 122.894.657
68.911.415 66.473.500

%

59.37

65,24

0,00

83,17

94,62

88,56

88,56

81,25

96,46
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TAHUN 2022 TAHUN 2023
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB
KEGIATAN ANGGARAN ANGGARAN ANGGARAN ANGGARAN
REALISAS % REALISAS %
INDUK PERUBAHAN INDUK PERUBAHAN
Kewenangan
Kabupaten/K ota
Peningkatan Kemampuan Potensi
Sumber K esgjahteraan Sosial
144.069.300 121.340.450 112.043.250 | 92,34 - 100.000.000 97.848.800 97,85
K elembagaan Masyarakat
Kewenangan Kabupaten/K ota
Peningkatan Kemampuan Sumber
Daya Manusia dan Penguatan
) _ 88.646.550 78.319.595 69.126.500 | 88,26 88.633.960 88.633.960 74.836.550 84,43
Lembaga Konsultasi Kesgjahteraan
Keluarga (LK3)
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 625.971.340 559.157.040 473.578.624 84,70 496.247.420 472.694.420  391.808.9722 82,89
Kegiatan  Rehabilitass Sosid  Dasar
Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak
) _ 536.520.400 490.180.600 462.154.917 | 94,28 423.364.670 386.814.670 352.522.822 91,13
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta
Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
Penyediaan Permekanan 217.349.200 219.138.700 216.227.703 | 9869 = 215740750 215740750 @ 212.227.500 = 98,37
Penyediaan Alat Bantu 69.727.000 40.572.000 36.040.600 = 88,85 . - . .
Pemberian Pelayanan  Reunifikasi
146.747.800 143.939.050 140.531.750 | 97,63 141.020.250 109.270.250 95.502.340 87,40
Keluarga
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental,
102.701.400 86.530.850 69.295.864 | 80,08 66.603.670 61.803.670 44.792.982 72,48

Spiritual, dan Sosia
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TAHUN 2022 TAHUN 2023
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB
KEGIATAN ANGGARAN ANGGARAN ANGGARAN  ANGGARAN
REALISASI % REALISASI %
INDUK PERUBAHAN INDUK PERUBAHAN
Kegiatan Rehabilitas Sosia Penyandang
Masalah Kesgahteraan Sosia (PMKYS)
; 89.450.940 68.976.440 11.423.707 | 16,56 72.882.750 85.879.750 39.286.150 45,75
Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan
NAPZA di Luar Panti Sosia
Penyediaan Permakanan 8.662.500 6.993.000 2447500 | 35,00 6.909.750 9.906.750 6.680.000 67,43
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di
) 20.605.000 15.000.000 - 0,00 16.500.000 16.500.000 1.500.000 9,09
Luar Panti
Pemberian Pelayanan Penelusuran
60.183.440 46.983.440 8.976.207 | 19,11 49.473.000 59.473.000 31.106.150 52,30
Keluarga
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN
341.561.650 426.311.650 420.185.855 98,56 497.094.362 738.336.850 481.414.604 65,20
JAMINAN SOSIAL
Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin
341.561.650 426.311.650 420.185.855 | 98,56 497.094.362 738.336.850 481.414.604 65,20
Cakupan Dagerah Kabupaten/K ota
Pengelolaan Data Fakir Miskin
341.561.650 426.311.650 420.311.650 | 98,56 340.678.650 474.938.638 462.351.354 97,35
Cakupan Dagerah Kabupaten/K ota
Fasilitasi Bantuan Sosial
] - - - - 156.415.712 263.398.212 19.063.250 7,24
Kesgjahteraan Keluarga
PROGRAM PENANGANAN BENCANA 445.395.900 445.395.900 402.359.450 90,34 444.430.180 444.430.180 388.706.200 87,46
Kegiatan Penyel enggaraan Pemberdayaan
Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan 445.395.900 445.395.900 402.359.450 &= 90,34 444.430.180 444.430.180 388.706.200 87,46
Bencana Kabupaten/K ota
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PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB
KEGIATAN

Koordinasi, Sosiaisasi dan
Pel aksanaan Taruna Siaga Bencana

PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN
MAKAM PAHLAWAN

Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam
Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Pemeliharaan Taman Makam
Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN
GENDER DAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
K egiatan Pelembagaan Pengarusutamaan
Gender PUG pada L embaga Pemerintah
Kewenangan Kabupaten/ Kota
Koordinas dan Sinkronisasi
Perumusan K ebijakan Pelaksanaan
PUG

Advokasi Kebijakan dan
Pendampingan Pelaksanaan PUG
termasuk PPRG

ANGGARAN
INDUK

445.395.900

6.721.660

6.721.660

6.721.660

260.255.075

34.604.850

18.800.050

15.804.800

TAHUN 2022

ANGGARAN
PERUBAHAN

445.395.900

6.721.660

6.721.660

6.721.660

850.033.630

21.434.480

5.929.680

15.804.800

REALISASI

402.359.450

3.584.560

3.584.560

3.584.560

324.257.269

21.384.012

5.901.050

15.482.962

%

90,34

53,33

53,33

53,33

35,44

99,76

99,52

99,86

ANGGARAN
INDUK

444.430.180

86.975.400

86.975.400

86.975.400

457.383.073

34.547.070

18.758.590

15.788.480

TAHUN 2023
ANGGARAN
REALISASI

PERUBAHAN
444.430.180 388.706.200
86.975.400 82.405.000
86.975.400 82.405.000
86.975.400 82.405.000
517.180.698 509.312.773
34.547.070 30.192.917
18.758.590 17.095.037
15.788.480 13.097.880

%

87,46

94,75

94,75

94,75

99,32

87,40

91,13

82,96
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PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB
KEGIATAN

K egiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang
Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada
Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan
Kabupaten/ Kota

Sosidlisas Peningkatan Partisipasi
Perempuan di Bidang Politik, Hukum,
Sosia dan Ekonomi

Advokasi Kebijakan dan
Pendampingan Peningkatan Partisipasi
Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial
dan Ekonomi

K egiatan Penguatan dan Pengembangan

L embaga Penyedia L ayanan Pemberdayaan

Perempuan Kewenangan Kabupaten/K ota
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Lembaga Penyedia L ayanan
Pemberdayaan Perempuan
Kewenangan Kabupaten/K ota

PROGRAM PERLINDUNGAN

PEREMPUAN

Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap

Perempuan Lingkup Daerah Kab/ Kota

ANGGARAN
INDUK

211.321.575

17.721.500

193.600.075

14.328.650

14.328.650

126.767.100

TAHUN 2022

ANGGARAN
PERUBAHAN

814.270.500

529.584.725

284.685.775

14.328.650

14.328.650

222.633.055

28.875.288

REALISASI

288.553.107

17.709.300

270.843.807

14.320.150

14.320.150

191.942.025

27.558.200

%

35,44

3,34

95,14

99,94

99,94

84,84

95,44

ANGGARAN
INDUK

408.542.995

17.684.400

390.858.595

14.293.008

14.293.008

126.224.672

TAHUN 2023

ANGGARAN
PERUBAHAN

468.340.620

17.684.400

450.656.220

14.293.008

14.293.008

103.865.803

REALISASI

465.143.706

16.575.150

448.568.556

13.976.150

13.976.150

89.449.911

%

99,32

93,73

99,54

97,78

97,78

86,12
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PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB
KEGIATAN

Koordinasi dan Sinkronisasi
Pelaksanaan K ebijakan, Program dan
K egiatan Pencegahan Kekerasan
Terhadap Perempuan Lingkup Daerah
Kabupaten/ Kota
Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan
Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan
yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan
Kabupaten/K ota
Penyediaan Layanan Pengaduan
Masyarakat bagi Perempuan Korban
Kekerasan Kewenangan
Kabupaten/K ota
Koordinasi dan Sinkronisasi
Pelaksanaan Penyediaan Layanan
Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan
Korban Kekerasan K ewenangan
Kabupaten/ Kota
PROGRAM PENINGKATAN
KUALITASKELUARGA
Kegiatan Penguatan dan Pengembangan
Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan
Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG

ANGGARAN
INDUK

126.767.100

126.767.100

27.260.825

27.260.825

TAHUN 2022

ANGGARAN
PERUBAHAN

28.875.288

193.757.767

126.767.100

66.990.667

27.260.825

27.260.825

REALISASI

27.558.200

164.383.825

116.983.825

47.400.000

23.228.225

23.228.225

%

95,44

92,28

70,76

85,21

85,21

ANGGARAN
INDUK

126.224.672

126.224.672

TAHUN 2023
ANGGARAN
REALISASI
PERUBAHAN
103.865.803 89.449.911
103.865.803 89.449.911

%

86,12

86,12
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PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB
KEGIATAN

dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya

dalam Daerah Kabupaten/ Kota
Advokasi Kebijakan dan
Pendampingan Pengembangan
Lembaga Penyedia Layanan
Peningakatan  Kualitas Keluarga
Tingkat Kabupaten/ Kota

PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM
DATA GENDER DAN ANAK
K egiatan Pengumpulan, Pengolahan
Analisis dan Penygjian Data Gender dan
Anak Dalam Kelembagaan Datadi Tingkat
Daerah Kabupaten/K ota
Penyediaan Data Gender dan Anak di
Kewenangan K abupaten/K ota
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK
(PHA)
Kegiatan Pelembagaan PHA pada L embaga
Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia
Usaha K ewenangan Kabupaten/K ota

Koordinasi dan Sinkronisasi
Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak
Kewenangan K abupaten/K ota

TAHUN 2022

ANGGARAN ANGGARAN
INDUK PERUBAHAN
27.260.825 27.260.825
42.727.420 41.827.420
42,727,420 41,827.420
42,727,420 41,827.420
239.615.450 190.401.171
30.803.000 11.828.383
30.803.000 11.828.383

REALISASI

23.288.225

37.225.856

37.225.856

37.225.856

184.599.426

10.757.151

10.757.151

%

85,21

89,00

89,00

89,00

96,25

90,94

90,94

ANGGARAN
INDUK

42.703.164

42.703.164

42.703.164

186.167.434

14.821.619

14.821.619

TAHUN 2023
ANGGARAN
REALISASI

PERUBAHAN
42.703.164 42.600.300
42.703.164 42.600.300
42.703.164 42.600.300
173.203.252 166.490.740
12.046.619 9.720.344
12,046.619 9.720.344

%

99,76

99,76

99,76

96.12

80,69

80,69
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PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB
KEGIATAN

K egiatan Penguatan dan Pengembangan
Lembaga Penyedia L ayanan Peningkatan
Kualitas Hidup Anak Kewenangan
Kabupaten/K ota
Penguatan Jgjaring Antar Lembaga
Penyedia Layanan Peningkatan
Kudlitas Hidup Anak Tingkat Daerah
Kabupaten/ Kota
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS
ANAK
Kegiatan Penguatan dan Pengembangan
Lembaga Penyedia L ayanan bagi Anak
yang Memerlukan Perlindungan Khusus
Tingkat Daerah Kabupaten/K ota
Koordinasi dan Sinkronisasi
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
L embaga Penyedia Layanan Anak
yang Memerlukan Perlindungan
Khusus Tingkat Daerah
Kabupaten/K ota

ANGGARAN
INDUK

208.812.450

208.812.450

6.701.800

6.701.800

TAHUN 2022

ANGGARAN
PERUBAHAN

178.572.788

178.572.788

26.336.995

26.336.995

19.635.195

REALISASI

173.842.275

173.842.275

25.068.675

25.068.675

19.110.825

%

97,35

97,35

97,33

97,33

97,33

ANGGARAN
INDUK

171.345.815

171.345.815

71.917.069

71.917.069

71.917.069

TAHUN 2023

ANGGARAN
PERUBAHAN

161.156.633

161.156.633

65.328.034

65.328.034

65.328.034

REALISASI

156.770.396

156.770.396

65.173.448

65.328.448

65.328.448

%

97,28

97,28

99,76

99,76

99,76
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Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan

Jgjaring antar Lembaga Penyedia

Layanan Anak yang Memerlukan 6.701.800 6.701.800 5.957.850 | 88,90 - - - -
Perlindungan Khusus Tingkat Daerah

Kabupaten/K ota

TOTAL 8.037.103.543 | 12.183.849.456 9.510.126.268 | 78,06 | 10.396.592.963 @ 10.922.821.301 | 9.946.030.498 91,06
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Berdasarkan Pengukuran Perjanjian kinerja dan memperhatikan hasil-hasil
perhitungan yang tergambar dalam format Pengukuran Perjanjian Kinerja dapat dijelaskan
Redlisas Anggaran Belanja Langsung Dinas Sosia, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2023 dari Pagu Anggaran Setelah perubahan
(Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung) sebesar Rp. 10.922.821.301,- dengan 11
Program, 20 Kegiatan dan 45 Sub Kegiatan dengan realisas keuangan sebesar Rp.
9.946.030.498,- dan Persentase terhadap total Anggaran 91,06%.

Terkait pagu dan realisas anggaran dengan pencapaian target tujuan/sasaran
strategis dan indikator kinerja pada Dinas Sosia, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Belitung pada tahun 2023 |ebih rinci dapat terlihat pada tabel
berikut ini:

Tabel 3.38
Pagu dan Realisasi Anggaran
Terkait Dengan Pencapaian Target Sasaran Strategisdan Indikator Kinerja Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung
Tahun 2022 dan 2023

Tujuan :

Meningkatnya
kesejahteraan
PMKS
Sasaran:
Meningkatnya 2 10.825.356.360 | 8.723.804.792 = 80,59 2 10.020.540.350 9.073.003.326 90,54
Penanganan
PMKS
Tujuan:
Terwujudnya
peningkatan
kualitas hidup
2 | perempuan
Sasar an: 2 1.141.754.930 | 576.653.375 @ 50,51 2 663.749.665 641.362.984 96,63
Meningkatnya
kualitas hidup

Perempuan
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Tujuan:
Terpenuhinya hak
anak

3 | Sasaran:
Meningkatnya
kualitas hidup
anak

2 216.738.166 209.668.101 | 96,74 2 238.531.286 231.664.188 97,12

Jumlah 6 12.183.849.456 | 9.510.126.268 @ 78,06 6 10.922.821.301 9.946.030.498 91,06

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk
efektivitas pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung pada tahun 2023. Untuk mengetahui efektivitas
anggaran terhadap capaian Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Belitung, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran
yang digunakan pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.39
Efektifitas Anggar an terhadap Capaian Tujuan/Sasaran Dinas Sosial, Pember dayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2023

Tujuan:

Meningkatnya
kesgjahteraan PMKS
Sasaran:
Meningkatnya
Penanganan PMKS

2 157,75 8.723.804.792 | 80,59 1898,43 | 9.073.003.326 | 90,54

Tujuan:
Terwujudnya peningkatan
kualitas hidup perempuan
2 Sasaran:
Meningkatnya kualitas 2 92,39 576.653.375 50,51 108,50 641.362.984 | 96,63

hidup

perempuan
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Tujuan:
Terpenuhinya hak anak

3 Sasaran:
2 138,29
Meningkatnya kualitas
hidup anak
Jumlah 6 129,47

209.668.101

9.510.126.268

96,74

78,06

144,03 231.664.188 | 97,12

716,99 9.946.030.498 | 91,06

3.3.1. Analisis Efektivitas dan Efisiens dan Penggunaan Anggaran terhadap Capaian

Kinerja Program

1. Efektivitas Anggaran

Menurut Mahsun (2009), efektivitas sebagal gambaran mengenai kemampuan

satuan kerja dalam meredlisaskan anggaran belanja yang sebelumnya telah

dianggarkan. Tingkat efektivitas dihitung melalui

perbandingan antara realisasi

anggaran dengan target anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Implementasi

pengukuran efisiens anggaran menurut Mahsun (2009) adalah dengan rumus sebagai

berikut :

Efektivitas = Redliasasi biaya x 100%
Target Biaya

Tingkatan efektivitas sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327
Tahun 1996 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.40 Tingkatan Efektivitas Kinerja

No. Tingkat Pencapaian Kategori
1 | Tingkat pencapaian di atas 100% Sangat Efektif
2 | Tingkat pencapaian antara 90% - 100% Efektif
3 | Tingkat pencapaian antara 80% - 90% Cukup Efektif
4 | Tingkat pencapaian antara 60% - 80% Kurang Efektif
5 | Tingkat pencapaian di bawah 60% Tidak Efektif

Sumber : JDIH Kemendagri
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Jika dimasukkan dalam rumusan dan kategori tersebut, anggaran dan realisas anggaran
Dinas Sosia, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung
terlihat pada Tabel 3.41. berikut :

Tabel 3.41. Efektivitas pengel olaan anggaran Dinas Sosia, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Belitung

Target Realisasi Efektivitas = Realiasi / Target x Kategori
Anggaran Anggaran 100%
10.922.821.301 | 9.946.030.498 | Efektivitas=_9.946.030.498 x 100% | Efektif
10.922.821.301
= 91,06%

Berdasarkan data pada Tabel 3.41. dan berdasarkan rumus di atas diambil kesimpulan

persentase efektivitas pengel olaan anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten termasuk kategori Efektif.

2. Efisiens Anggaran

Pengukuran efisiensi anggaran menurut Mahsun (2009) dengan rumusan sebagai

berikut :
Efisens = Realisas BelanjaLangsung x 100%
Redlisasi Anggaran Belanja
Tabel 3.42 Tabel Tingkatan Efisiens Anggaran
No. Tingkat Pencapaian Keterangan
1 | Tingkat pencapaian di atas 100% Tidak Efisien
2 | Tingkat pencapaian antara 90% - 100% Kurang Efisien
3 | Tingkat pencapaian antara 80% - 90% Cukup Efisien
4 | Tingkat pencapaian antara 60% - 80% Efisien
5 | Tingkat pencapaian di bawah 60% Sangat Efisien

Sumber : JDIH Kemendagri
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Jika dimasukkan dalam rumusan dan kategori tersebut, anggaran dan realisas anggaran
Dinas Sosia, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung
terlihat pada Tabel 3.43. berikut :

Tabel 3.43. Efisiens penggunaan anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Belitung

Realisas Realisasi Efisens = Realisasi BelanjaLangsung/ | Kategori
Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Belanja x 100%
Langsung
5.434.148.995 9.946.030.498 Efisiensi = _5.434.148.995 x 100% Sangat
9.946.030.498 Efisien
= 54,64%

Berdasarkan data pada Tabel 3.43 dan berdasarkan rumus di atas diambil kesimpulan
persentase efisiensi penggunaan anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten termasuk kategori Sangat Efisien.

. Efisens Penggunaan Sumber Daya Manusia
Menurut Mangkunegara dalam Khaerul Umam (2010:189) yang mempengaruhi
Kinerjayaitu kemampuan, motivasi dan sikap mental.
a. Faktor Kemampuan
K etercapaian kinerja dalam factor kemampuan terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu
SDM dan ketersediaan anggaran. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Belitung terdiri dari 41 orang pegawali, terdiri dari 27
orang ASN dan 14 orang Non ASN yang tersebar di Kantor Dinas, Lembaga
Konsultasi Kesgjahteraan Keluarga (LK3), dan Taman Makan Pahlawan (TMP)
Ksatria Tumbang Ganti. SDM Dinas Sosiad, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan latar belakang Pendidikan dari
Jenjang SMP hingga S2 memiliki integritas yang tinggu dan keahlian sesuai dengan
tugas pokoknya masing-masing. Pada tahun 2023, jumlah anggaran Dinas Sosia,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Rp.
10.922.821.301,- terdiri dari 11 Program, 20 Kegiatan dan 45 Sub Kegiatan yang
dilaksanakan oleh ASN yang bersertifikasi.
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b. Faktor Motivasi
Motivas terbentuk dari sikap (attitude) seorang pegawai dalam menghadapi
situasi/ kondisi/ keadaan lingkungan kerja. Kantor kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung berada di Kota
Tanjungpandan sangat memudahkan untuk saling berkoordinasi/ konsultasi antar
dinas dengan jarak tempuh yang cukup dekat dari Kantor Bupati Belitung ataupun
Kantor Dinag/ Instansi Lainnya. Bangunan kantor dinas juga memiliki perlengkapan

dan peralatan yang cukup mendukung untuk bekerja dalam kondisi baik.

c. Sikap Mental
ASN Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Belitung senantiasa menunjukkan sikap saling menghargal pendapat, mau
bekerjasama dan mengutamakan kepentingan/ tujuan organisasi. Menurut Moekijat
(2008) jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan
dapat ditentukan dengan menghitung jumlah waktu yang dibutuhkan dan jumlah

beban kerja.

Tujuan/Sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien
menunjukan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondis
ini sgjalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan
yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang

efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
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BAB IV
PENUTUP

1. KESIMPULAN UMUM

Dari Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2023, dapat disimpulkan
bahwa secara umum Dinas  Sosial, Pemberdayaan Perempuan  dan
Perlindungan  Anak Kabupaten Belitung telah menunjukkan pencapaian
kinerja yang signifikan atas tujuan/sasaran sirategis yang telah ditetapkan.
Pengukuran pencapaian kineta Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2023 memberi kesimpulan
bahwa capaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdaysan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Talum 2023 dapal tercapai dengan
baik (terdapat dua indikalor negatif), dengan nilai rata-rata capaian dari 6
{enam) Indikator Kinerja adalah 716,99% dan persenlase realisasi anggaran
91,06%. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Belitung Tahun 2023 diselenggarakan secara sinergi melalui
Program scbagai berskut:

1y Program Penunjang Urusan Pemeriniah Dacrah Kabupaten/ Kota
2) Program Pemberdayaan Sosial

3) Program Rehabilitasi Sosial

4) Program Perlindungan dan Jaminan Sosfal

5) Program Penanganan Bencana

6) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

7y Program Pengarnusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
§) Program Perlindungan Perempuan

g) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

10) Program Pemenuban Hak Anak (PHA)

1) Program Perlindungan Khusus Anak,

Faktor pendukung dari pencapaian kinera Dinas Sogial, Pemberdayaan
perempuzn dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung yaitu adanya respon

yang baik dari masyarakat Belitung terhadap penanganan PMEKS terjalinnya

Uipindail dengan CamScanmer
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FPA, menjalin sinergitas dengan berbagai pihak,
Penyediaan sargna

Kesejahteraan Sosial maupuy

bahan a
penam nggaran, dan déi iomaaran:

Untuk: kinerja lainnya Dings Sosisl, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungzan Anak Kabupaten Belitung selain pemenyhan Standar Pelayanan
Minicial. (SENA) Bidang Sosial Yang terangkum dalam Program Bepalor, juga
terdapat 2 (dua) penghargaan yang diterima vaitu Penghargaan Kabupaten
Layak Amak (KLA) Kategori Madya dan Pengahrgaan Anugerah Parahita
Ekapraya (APE) Kategori Pratama,

Laporan Kinerja ini merupakan bagian dari evahuasi penyelenggaraan
tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2023, yang dihzrapkan akan
dapat lebih meningkatkan kinerja pencapaian sasaran yang ditetapkan, Semoga
laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait, Jika terdapat
indikator sasaran yang belum memenchi target vang ditetapkan, kami akui
karema  semata-mata  merupakan  kelemahan,  kekurangan  dan
ketidaksempumaan schagai manusia, Segala kekurangan dalam pelaksanaan
program dapat menjadi bahan untuk perbaikan pelaksanaan program dan
kegiatan di masa mendatang.

Drengan demikian diharapkan nantinys terjadi peningkatan kualitas
pelayanan kepada masyarakat dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung.

LANGKAH PERBAIKAN KE DEPAN

Beherapa  stralegi  yang  akan dilakukan olch. Dinas  Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung
sepanjang Tahun 2023, agar lebih meningkat ditahun selanjutnya adalah :
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Laporan Kinerja sebagai evaluasi capaian kinerja dan bagisn dari
perbaikan kinerja Dinas Sosial, Pemberdaysan Percmpuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Beliwny, akan dipergunakan untuk perbaikan perencanaan
dan pelaksanaan programfegiatan di tahun yang akan dstang Beberapa
permasalahan dan solusi yang sudah diromuskan dilarapkan bisa memberi
masukan dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dacrali. Hal
ini akan menjadikan Laporan Kinerja ini benar-benar menjadi bagian dari
sistern monitoring dan cvaluasi untuk pijgkan peningkatan kinerjp Dinas
Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Delitung
dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

Demikianlah Laporan Kinega Dinsa Sosial, Pemberdayaan Peremuan
dan Perlindungan Anak Kabupsten Belitung disusun dan disampaikan atas
perhatian terima kasih.
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LAMPIRAN

Lampiran 1 : Target dan redlisas outcome, beserta target dan realisas
penggunaan SDM dan dana yang dikelompokkan menurut
sastra/sasprog/ saskeg (termasuk perhitungan efisiensi)

Lampiran Il : Perbandingan realisasi outcome, beserta realisasi penggunaan
SDM dan dana tahun 2023 dengan tahun lalu yang
dikelompokkan menurut sastra/saprog/saskeg;

Lampiran Il : Target dan realisasi Indikator output kegiatan (I0OK), beserta
target dan realisas penggunaan SDM dan dana yang
dikelompokkan menurut sasaran output kegiatan (termasuk
perhitungan efisiensi);

Lampiran IV : Perbandingan realisasi output, beserta realisasi penggunaan
SDM dan dana tahun 2023 dengan tahun lalu yang
dikelompokkan menurut sasaran output kegiatan;

LampiranV  : Rincian target dan realisasi program prioritas yang tercapai
sesual target;

Lampiran VI  : Rincian target dan redlisasi kegiatan prioritas yang tercapai
sesuai target;

Lampiran VIl : Rincian target dan realisasi proyek prioritas strategis (PPS)
yang tercapai sesual target;

Lampiran VIl : Rincian target dan redlisas proyek strategis nasional (PSN)

yang tercapal
sesuai target;
Lampiran X : RencanaKerja(Renja) Dinas Sosia, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2023
Lampiran X : Perjanjian Kinerja 2023
Lampiran XI : Capaian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2023
Lampiran XII : Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2023



LAMPIRAN |
TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATANTAHUN 2023

Indikator Kinerja Program Kinerja Program/ K egiatan Anggaran SDM
Sarprog/ Sarkeg (IKP) / Indikator Kinerja
Kegiatan (IKK) Satuan Target Realisasi % Pagu (Rp) Realisas (Rp) % Target Realisas %
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 [Terlaksananya Fasilitasi  |Persentase dokumen % 100 100 100 7.869.294.732 | 7.366.615.043 | 93,61 9 9 100
dan Pelayanan perencanaan, penganggaran
Administrasi Perkantoran |dan evaluasi kinerja perangkat
Perangkat Daerah daerah
Indeks Profesionalitas ASN % 75 78,8 104,93
Perangkat Daerah
Persentase Pelayanan % 100 100 100
Administrasi Perkantoran
Perangkat Daerah
Persentase Pemenuhan Sarana % 100 100 100
dan Prasarana A paratur
1.1 |Terselenggaranya proses |Dokumen hasil Perencanaan, | Dokumen 6 6 100 5.999.818 4.696.400 78,28 9 9 100
Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi
Penganggaran dan Kinerja Perangkat Daerah
Evauas Kinerja
Perangkat Daerah
1.2 | Terselenggaranya Dokumen Keuangan Dokumen 3 3 100 4.713.920.681 4513.577.903| 95,75 9 9 100
Administrasi Keuangan  |Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
1.3 | Terselenggaranya Terpenuhinya Administrasi % 100 100 100 284.286.102 261.667.550 | 92,04 9 9 100
Administras Umum Umum Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
1.4 |Tersedianya barang milik |Jenis pengadaan barang milik Jenis 2 2 100 2.429.358.400 2.223.962.400 | 91,55 9 9 100
daerah penunjang urusan |daerah
pemerintah daerah
1.5 |Tersedianyajasa Jumlah jasa penunjang urusan % 100 100 100 226.034.809 220.915.780 | 97,74 9 9 100

penunjang urusan
pemerintah daerah

pemerintah daerah




16

Terpeliharanya barang
milik daerah penunjang
urusan pemerintah daerah

Jumlah barang milik daerah
dalam kondisi baik

Jenis

100

209.694.922

141.795.010

67,62

100

2 Terlaksananya program |Persentase PMKS yang % 100 38,6 38,6 408.808.768 362.053.507 | 88,56 6 6 100
pemberdayaan sosia menerima program
pemberdayaan sosia
21| Terlaksananya Jumlah PSK'S aktif PSKS 165 164 99,39 408.808.768 362.053.507 | 88,56 6 6 100
pemberdayaan
kelembagaan
kesejahteraan sosial

rehabilitasi sosial PMKS
lainnya di luar panti

menerima layanan rehabilitasi
sosial

3 |Terpenuhinyalayanan Persentase penyandang % 100 100 100 472.694.420 391.808.972 | 82,89 7 7 100
rehabilitasi sosial dasar di |disabilitas terlantar, anak
luar panti terlantar, lansia terlantar,
gelandangan dan pengemis
yang terpenuhi diluar panti
yang mendapatkan layanan
rehabilitasi sosial
3.1 | Terpenuhinyalayanan Jumlah disabilitas terlantar, Orang 105 105 100 386.814.670 352.522.822 | 91,13 7 7 100
rehabilitasi sosial dasar di |anak terlantar, lansia terlantar,
luar panti dan gelandangan yang
mendapatkan rehabilitasi
sosial
3.2 | Terpenuhinya layanan Persentase PMKS yang % 100 100 100 85.879.750 39.286.150 | 45,75 7 7 100

Informasi orang tidak
mampu dan PMK S yang
akurat

tidak mampu dan PMK S yang
tervalidasi

4 |Terlaksananya Terpenuhinya perlindungan % 100 88,31 88,31 738.336.850 481.414.604 | 65,20 13 13 100
perlindungan dan jaminan |dan jaminan sosial
sosial
41| TersedianyaDatadan |Datadaninformasi orang % 100 44,21 44,21 738.336.850 481.414.604 | 65,20 13 13 100




5 |Terpenuhinyakebutuhan |Persentase korban bencana % 100 100 100 444.430.180 388.706.200 | 87,46 100
dasar korban bencana aam sosial yang terpenuhi
adam sosial pada saat dan |kebutuhan dasarnya pada saat
setelah tanggap darurat dan setelah tanggap darurat
bencana daerah bencana daerah Kabupaten
Kabupaten
5.1 |Terpenuhinya kebutuhan |Korban bencanayang % 100 100 100 444.430.180 388.706.200 | 87,46 100
dasar korban bencana menerima bantuan sosial
adlam sosial pada saat dan
setelah tanggap darurat
bencana daerah
Kabupaten
Terkelolanya Taman Taman Makam Pahlawan yang 100 100 86.975.400 82.405.000 | 94,75 100
Makam Pahlawan tertata
6.1 | TerpeliharanyaTaman |Terlaksananya pengelolaan % 100 100 100 86.975.400 82.405.000 | 94,75 100
Makam Pahlawan taman makam pahlawan
Meningkatnya Penerapan |Persentase ARG pada belanja 48,48 9696 517.180.698 509.312.773 | 98,48 100
strategi pengarusutamaan |langsung APBD
gender dalam
pembangunan
7.1 | Terlaksananya Lembaga pemerintah daerah PD 10 16 160 34.547.070 30.192.917 | 87,40 100
Pengarusutamaan Gender |yang melaksanakan kebijakan
pada Lembaga Pemerintah |PUG
Kewenangan Kabupaten/
Kota
7.2 |Meningkatnya peran Terfasilitasinya organisasi Organisasi 19 19 100 468.340.620 465.143.706 | 99,32 100
perempuan dalam bidang |perempuan
Politik, Hukum, Sosial
dan Ekonomi
7.3 |Meningkatnya layanan Terfasilitasinyaforum puspa | Lembaga 1 1 100 14.293.008 13.976.150 | 97,78 100
pemberdayaan perempuan |Kabupaten Belitung
dan anak
8 |Terlaksananyalayanan Persentase layanan % 100 100 100 103.865.803 89.449911| 86,12 100

perlindungan perempuan

perlindungan perempuan




8.1

Meningkatnya layanan
perlindungan perempuan

Jumlah lembaga yang
terfasilitasi

Lembaga

100

103.865.803

89.449.911

88,56

100

analisis dan penyagjian data
gender dan anak dalam
kelembagaan data di
tingkat Daerah Kabupaten/
Kota

9 |Tersedianyadatagender |Persentase pemenuhan data % 25 75 300 42.703.164 42.600.300 [ 99,76 100
dan anak dan sistem informasi gender
dan anak
9.1 |Terlaksananya kegiatan | Tersedianya data gender dan | Dokumen 1 1 100 42.703.164 42.600.300 | 99,76 100
pengumpulan, pengolahan [anak

terhadap anak

Kabupaten Belitung

10 |TerpenuhinyaHak Anak |Status Kabupaten Layak Anak | Pratama | Pratama Madya Madya 173.203.252 166.490.740 | 96,12 100
di Kabupaten Belitung (KLA)
10.1|{Meningkatnya status KLA | Tercapainya peningkatan Paint 750 601 80,13 12.046.619 9.720.344 | 80,69 100
status KLA
10.2|Meningkatnya layanan Terfasilitasinya forum anak Dok 1 1 100 161.156.633 156.770.396 | 97,28 100

yang memerlukan
perlindungan khusus
tingkat daerah kabupaten/
kota

perlindungan anak di tingkat
Desa/Kelurahan

TOTAL

95,79

87,59

Terlindunginya anak dari | Persentase anak korban 100 100 65.328.034 65.173.448 | 99,76 100
korban kekerasan kekerasan yang ditangani
instansi terkait kabupaten

11.1|Tersedianya layanan anak |Tersedianyalayanan % 100 100 100 65.328.034 65.173.448 | 99,76 100

100,00




Indikator Kinerja Program

LAMPIRAN 11
PERBANDINGAN REALISASI SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN

Kinerja Program

Sarprog/ Sarkeg (IKP) /Indikator Kinerja Redlisas  Realisas Naik/  Capaian Capaian  Naik/ % Realisasi thd
Kegiatan (IKK) 2023 2022 (Turun) 2023 2022 (Turun) 1292024 et 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 [|TerlaksananyaFasilitasi |Persentase dokumen % 100 100 Tetap 100 100 Tetap 100 100
dan Pelayanan perencanaan, penganggaran
Administrasi Perkantoran |dan evaluasi kinerja perangkat
Perangkat Daerah daerah
Indeks Profesionalitas ASN % 78,8 78,7 Tetap 104,93 104,93 Tetap 78,8 100
Perangkat Daerah
Persentase Pelayanan % 100 100 Tetap 100 100 Tetap 100 100
Administrasi Perkantoran
Perangkat Daerah
Persentase Pemenuhan Sarana % 100 100 Tetap 100 100 Tetap 100 100
dan Prasarana Aparatur
1.1 [Terselenggaranyaproses |Dokumen hasil Perencanaan, | Dokumen 6 6 Tetap 100 100 Tetap 6 100
Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi
Penganggaran dan Kinerja Perangkat Daerah
Evaluas Kinerja
Perangkat Daerah
1.2 [Terselenggaranya Dokumen Keuangan Dokumen 3 3 Tetap 100 100 Tetap 3 100
Administrasi Keuangan  |Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
1.3 |Terselenggaranya Terpenuhinya Administrasi % 100 100 Tetap 100 100 Tetap 100 100
Administras Umum Umum Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
1.4 |Tersedianyabarang milik |Jenis pengadaan barang milik Jenis 2 1 Naik 100 100 Tetap 1 200
daerah penunjang urusan |daerah
pemerintah daerah
15 [Tersedianyajasa Jumlah jasa penunjang urusan % 100 100 Tetap 100 100 Tetap 100 100
penunjang urusan pemerintah daerah
pemerintah daerah
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Terpeliharanya barang
milik daerah penunjang
urusan pemerintah daerah

Jumlah barang milik daerah
dalam kondisi baik

Jenis

100

100

100

2 Terlaksananya program |Persentase PMKS yang % 38,6 4214 Naik 38,6 4214 Naik 100 38,6
pemberdayaan sosial menerima program
pemberdayaan sosial
2.1 Terlaksananya Jumlah PSK S aktif PSKS 164 165 Turun 99,39 100 Turun 165 99,39
pemberdayaan
kelembagaan
kesejahteraan sosial

rehabilitas sosial PMKS
lainnya di luar panti

menerima layanan rehabilitasi
sosial

3 |Terpenuhinyalayanan Persentase penyandang % 100 100 Tetap 100 100 Tetap 100 100
rehabilitasi sosial dasar di [disabilitas terlantar, anak
luar panti terlantar, lansia terlantar,
gelandangan dan pengemis
yang terpenuhi diluar panti
yang mendapatkan layanan
rehabilitasi sosial
3.1 |Terpenuhinyalayanan Jumlah disabilitas terlantar, Orang 105 105 Tetap 100 100 Tetap 105 100
rehabilitasi sosial dasar di [anak terlantar, lansia terlantar,
luar panti dan gelandangan yang
mendapatkan rehabilitasi
sosial
3.2 |Terpenuhinyalayanan Persentase PMK'S yang % 100 100 Tetap 100 100 Tetap 100 100

Informasi orang tidak
mampu dan PMK S yang

akurat

tidak mampu dan PMK S yang
tervalidasi

4  |Terlaksananya Terpenuhinya perlindungan % 88,31 97,25 Turun 88,31 97,25 Turun 100 88,31
perlindungan dan jaminan [dan jaminan sosial
sosia
4.1 TersedianyaDatadan  |Datadan informasi orang % 44,21 17,5 Naik 44,21 17,5 Naik 100 44,21




5 |Terpenuhinyakebutuhan |Persentase korban bencana % 100 100 Tetap 100 100 Tetap 100 100
dasar korban bencana aam sosial yang terpenuhi
alam sosial pada saat dan |kebutuhan dasarnya pada saat
setel ah tanggap darurat dan setelah tanggap darurat
bencana daerah bencana daerah Kabupaten
Kabupaten
5.1 |Terpenuhinyakebutuhan |Korban bencanayang % 100 100 Tetap 100 100 Tetap 100 100

dasar korban bencana
alam sosia pada saat dan
setelah tanggap darurat
bencana daerah
Kabupaten

Terkelolanya Taman

menerima bantuan sosial

Taman Makam Pahlawan yang

Makam Pahlawan tertata
6.1 Terpeliharanya Taman | Terlaksananya pengelolaan % 100 100 Tetap 100 100 Tetap 100 100
Makam Pahlawan taman makam pahlawan
Meningkatnya Penerapan |Persentase ARG pada belanja 35,75 Naik 9696 7150 Naik 36 134,67
strategi pengarusutamaan |langsung APBD
gender dalam
pembangunan
7.1 |Terlaksananya Lembaga pemerintah daerah PD 16 10 Naik 160 100 Naik 10 160
Pengarusutamaan Gender |yang melaksanakan kebijakan
pada Lembaga Pemerintah |PUG
Kewenangan Kabupaten/
Kota
7.2 |Meningkatnya peran Terfasilitasinya organisasi Organisasi 19 19 Tetap 100 100 Tetap 19 100
perempuan dalam bidang |perempuan
Politik, Hukum, Sosial
dan Ekonomi
7.3 |Meningkatnyalayanan Terfasilitasinyaforum puspa | Lembaga 1 1 Tetap 100 100 Tetap 1 100

pemberdayaan perempuan
dan anak

Terlaksananya layanan
perlindungan perempuan

Kabupaten Belitung

Persentase |ayanan
perlindungan perempuan

%

100

100

Tetap

Tetap




8.1

Meningkatnya layanan
perlindungan perempuan

Jumlah lembaga yang
terfasilitas

Lembaga

100

100

100

pengumpulan, pengolahan
analisis dan penyajian data
gender dan anak dalam
kelembagaan data di
tingkat Daerah Kabupaten/
Kota

anak

9 [Tersedianyadatagender [Persentase pemenuhan data % 75 55,8 Naik 300 223,2 Naik 65 115,38
dan anak dan sistem informasi gender
dan anak
9.1 |Terlaksananyakegiatan [Tersedianyadatagender dan | Dokumen 1 1 Tetap 100 100 Tetap 1 100

10 |TerpenuhinyaHak Anak [Status Kabupaten Layak Anak | Pratama Madya Pratama Naik Madya | Pratama Naik Madya 100
di Kabupaten Belitung (KLA)
10.1 |Meningkatnya status KLA |Tercapainya peningkatan Point 601 581,52 Naik 80,13 77,54 Naik Madya 100
status KLA
10.2 |Meningkatnya layanan Terfasilitasinya forum anak Dok 1 1 Tetap 100 100 Tetap 1 100
terhadap anak Kabupaten Belitung

yang memerlukan
perlindungan khusus
tingkat daerah kabupaten/

kota

perlindungan anak di tingkat
Desa/Kelurahan

TOTAL

95,79

91,48

Terlindunginya anak dari |Persentase anak korban 100 100 Tetap 100 100 Tetap 100 100
korban kekerasan kekerasan yang ditangani
instansi terkait kabupaten

11.1 [Tersedianyalayanan anak |Tersedianyalayanan % 100 100 Tetap 100 100 Tetap 100 100

98,21




LAMPIRAN I11
TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN (I0K)

ia;;; ::]a Sasaran Output : : Output Kegiatan Anggaran SDM Efisens Dana Efisins SDM
Sarprog/ Sarkeg Sar / Kegiatan (HASIL Indikator Output Kegiatan Tidak Tidak
prog KEGIATAN) (I0K) (KELUARAN Satuan  Target  Realisas Pagu (Rp) Redlisasi (Rp) % Target Redlisas % Efisien o Efisien -
Sarkeg Efisien Efisien
KEGIATAN)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 |Terlaksananya Fasilitas 100 Persentase dokumen % 100 100 100 7.869.294.732 7.366.615.043 93,61 9 9 100 \Y v
dan Pelayanan perencanaan, penganggaran
Administrasi Perkantoran dan evaluasi kinerja perangkat
Perangkat Daerah daerah
104,93 Indeks Profesionalitas ASN % 75 78,8 104,93 \Y Y
Perangkat Daerah
100 Persentase Pelayanan % 100 100 100 \Y \Y
Administrasi Perkantoran
Perangkat Daerah
100 Persentase Pemenuhan Sarana % 100 100 100 v \Y
dan Prasarana Aparatur
1.1 |Terselenggaranya proses 100 Terpenuhinyadokumen [Dokumen hasil Perencanaan, | Dokumen 6 6 100 5.999.818 4.696.400 [ 78,28 9 9 100 v \
Perencanaan, perencanaan penganggaran dan Evaluasi
Penganggaran dan penganggaran dan Kinerja Perangkat Daerah
Evaluasi Kinerja evaluasi kinerja sesuai
Perangkat Daerah peraturan
1.2 |Terselenggaranya 100 Terpenuhinyadokumen  [Dokumen Keuangan Dokumen 3 3 100 4713920681 | 4.513.577.903 | 95,75 9 9 100 v \
Administrasi Keuangan keuangan sesuai Perangkat Daerah
Perangkat Daerah peraturan
1.3 |Terselenggaranya 100 Persentase pelayanan Terpenuhinya Administrasi % 100 100 100 284.286.102 261.667.550 | 92,04 9 9 100 v \
Administras Umum administrasi perkantoran [Umum Perangkat Daerah
Perangkat Daerah perangkat daerah
1.4 |Tersedianyabarang milik 100 Persentase pemenuhan  [Jenis pengadaan barang milik Jenis 2 2 100 2.429.358.400 | 2.223.962.400 | 91,55 9 9 100 v \
daerah penunjang urusan sarana dan prasarana daerah
pemerintah daerah aparatur
15 |Tersedianyajasa 100 Persentase pelayanan Jumlah jasa penunjang urusan % 100 100 100 226.034.809 220.915.780 | 97,74 9 9 100 \ \%
penunjang urusan administrasi perkantoran |pemerintah daerah
pemerintah daerah perangkat daerah
1.6 |Terpeliharanyabarang 100 Persentase pemenuhan | Jumlah barang milik daerah Jenis 6 6 100 209.694.922 141.795.010 | 67,62 9 9 100 v Y
milik daerah penunjang sarana dan prasarana dalam kondisi baik
urusan pemerintah daerah aparatur
2 Terlaksananya program 38,6 Persentase PMKS yang % 100 38,6 38,6 408.808.768 362.053.507 | 88,56 6 6 100 \Y \Y%
pemberdayaan sosial menerima program
pemberdayaan sosial
21 Terlaksananya 100 Kearukatan Data Jumlah PSK'S aktif PSKS 165 164 99,39 408.808.768 362.053.507 | 88,56 6 6 100 v \Y
pemberdayaan
kelembagaan
kesejahteraan sosial




rehabilitasi sosial PMKS
lainnyadi luar panti

rehabilitasi sosial PMKS
lainnyadi luar panti

menerima |layanan rehabilitasi
sosia

3 |Terpenuhinyalayanan 100 Persentase penyandang % 100 100 100 472.694.420 391.808.972 | 82,89 7 7 100
rehabilitasi sosial dasar di disabilitas terlantar, anak
luar panti terlantar, lansia terlantar,
gelandangan dan pengemis
yang terpenuhi diluar panti
yang mendapatkan layanan
rehabilitasi sosial
3.1 |Terpenuhinyalayanan 120 Terpenuhinya layanan Jumlah disabilitas terlantar, Orang 105 105 100 386.814.670 352.522.822 | 91,13 7 7 100
rehabilitasi sosial dasar di rehabilitasi sosial dasar di |anak terlantar, lansiaterlantar,
luar panti luar panti dan gelandangan yang
mendapatkan rehabilitasi
sosial
3.2 |Terpenuhinyalayanan 252,78 | Terpenuhinyalayanan Persentase PMK S yang % 100 100 100 85.879.750 39.286.150 [ 45,75 7 7 100

4 |Terlaksananya 88,31 Terpenuhinya perlindungan % 100 88,31 88,31 738.336.850 481.414.604 [ 65,20 13 13 100
perlindungan dan jaminan dan jaminan sosial
sosial
4.1 Tersedianya Data dan 82,69 Data dan Informasi Data dan informasi orang % 100 44,21 44,21 738.336.850 481.414.604| 65,20 13 13 100
Informasi orang tidak orang tidak mampu tidak mampu dan PMKS yang
mampu dan PMKS dan PMKS yang tervalidasi
yang akurat akurat

Makam Pahlawan

makam pahlawan

taman makam pahlawan

5 | Terpenuhinya kebutuhan 100 Persentase korban bencana % 100 100 100 444.430.180 388.706.200 | 87,46 7 7 100
dasar korban bencana alam sosia yang terpenuhi
alam sosial pada saat dan kebutuhan dasarnya pada saat
setelah tanggap darurat dan setelah tanggap darurat
bencana daerah bencana daerah Kabupaten
Kabupaten
5.1 |Terpenuhinya kebutuhan 100 Terlayaninya korban Korban bencanayang % 100 100 100 444.430.180 388.706.200 | 87,46 7 7 100
dasar korban bencana bencana menerima bantuan sosial
alam sosial pada saat dan
setelah tanggap darurat
bencana daerah
Kabupaten
6 Terkelolanya Taman 100 Taman Makam Pahlawan % 100 100 100 86.975.400 82.405.000 | 94,75 6 6 100
Makam Pahlawan yang tertata
6.1 Terpeliharanya Taman 100 Terpeliharanyataman |Terlaksananya pengelolaan % 100 100 100 86.975.400 82.405.000 [ 94,75 6 6 100

7 [Meningkatnya Penerapan 9696 Persentase ARG pada belanja % 05 48,48 9696 517.180.698 509.312.773 98,48 2 2 100

strategi pengarusutamaan langsung APBD
gender dalam
pembangunan

7.1 |Terlaksananya 94,29 |[Terlaksananya Kebijakan |Lembaga pemerintah daerah PD 10 16 160 34.547.070 30.192.917 ( 87,40 2 2 100
Pengarusutamaan Gender PUG yang melaksanakan kebijakan
pada Lembaga Pemerintah PUG
Kewenangan Kabupaten/
Kota

7.2 [Meningkatnya peran 100 Meningkatnya peran Terfasilitasinya organisasi Organisasi 19 19 100 468.340.620 465.143.706 | 99,32 2 2 100
perempuan dalam bidang perempuan dalam bidang |perempuan
Politik, Hukum, Sosial dan Politik, Hukum, Sosial
Ekonomi dan Ekonomi
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Meningkatnya layanan
pemberdayaan perempuan
dan anak

100

Meningkatnya layanan
Pemberdayaan
Perempuan dan anak

Terfasilitasinya forum puspa
Kabupaten Belitung

Lembaga

100

14.293.008

13.976.150

97,78

100

perlindungan perempuan

perlindungan perempuan

terfasilitasi

8 [Terlaksananyalayanan 100 Persentase layanan % 100 100 100 103.865.803 89.449911| 86,12 100
perlindungan perempuan perlindungan perempuan
8.1 |Meningkatnyalayanan 1225 [Meningkatnyalayanan  |Jumlah lembagayang Lembaga 3 3 100 103.865.803 89.449.911| 88,56 100

analisis dan penyajian data
gender dan anak dalam
kelembagaan data di
tingkat Daerah
Kabupaten/ Kota

9 [Tersedianya data gender 300 Persentase pemenuhan data % 25 75 300 42.703.164 42.600.300 [ 99,76 100
dan anak dan sistem informasi gender
dan anak
9.1 |Terlaksananyakegiatan 100 Dataterpilah gender dan |Tersedianya datagender dan | Dokumen 1 1 100 42.703.164 42.600.300 | 99,76 100
pengumpulan, pengolahan anak yang akurat anak

terhadap anak

anak Kabupaten Belitung

Kabupaten Belitung

10 |TerpenuhinyaHak Anak Madya Status Kabupaten Layak Anak | Pratama | Pratama Madya | Madya 173.203.252 166.490.740 | 96,12 100
di Kabupaten Belitung (KLA)
10.1 |Meningkatnya status KLA 100 Meningkatnya Tercapainya peningkatan Point 750 601 80,13 12.046.619 9.720.344 | 80,69 100
perlindungan terhadap ~ |status KLA
anak
10.2 |Meningkatnyalayanan 100 Terfasilitasinyaforum Terfasilitasinya forum anak Dok 1 1 100 161.156.633 156.770.396 | 97,28 100

yang memerlukan
perlindungan khusus
tingkat daerah kabupaten/

kota

perlindungan anak di
tingkat Desa/Kelurahan

TOTAL

perlindungan anak di tingkat
Desa/Kelurahan

95,79

87,59

11 |Terlindunginyaanak dari 100 Persentase anak korban % 100 100 100 65.328.034 65.173.448 | 99,76 100
korban kekerasan kekerasan yang ditangani
instansi terkait kabupaten

11.1 |Tersedianyalayanan anak 100 Meningkatnyalayanan  |Tersedianyalayanan % 100 100 100 65.328.034 65.173.448 | 99,76 100

100,00




LAMPIRAN IV

PERBANDINGAN REALISAS| INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN (10K)

Output Kegiatan

Sarprog/ Sarkeg
Indikator Output Kegiatan ~ Satuan Realisasi 2023 Realisasi 2022 Naik/ (Turun) Capaian 2023 Capaian 2022 Naik/ (Turun)
1 4 5 7 5 6 8 8 9
1 |TerlaksananyaFasilitas |Persentase dokumen % 100 100 Tetap 100 100 Tetap
dan Pelayanan perencanaan, penganggaran
Administrasi Perkantoran |dan evaluasi kinerja perangkat
Perangkat Daerah daerah
Indeks Profesionalitas ASN % 78,8 78,7 Tetap 104,93 104,93 Tetap
Perangkat Daerah
Persentase Pelayanan % 100 100 Tetap 100 100 Tetap
Administrasi Perkantoran
Perangkat Daerah
Persentase Pemenuhan Sarana % 100 100 Tetap 100 100 Tetap
dan Prasarana Aparatur
1.1 |Terselenggaranyaproses |Dokumen hasil Perencanaan, | Dokumen 6 6 Tetap 100 100 Tetap
Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi
Penganggaran dan Kinerja Perangkat Daerah
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
1.2 |Terselenggaranya Dokumen Keuangan Dokumen 3 3 Tetap 100 100 Tetap
Administrasi Keuangan  |Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
1.3 |Terselenggaranya Terpenuhinya Administrasi % 100 100 Tetap 100 100 Tetap
Administrasi Umum Umum Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
1.4 |Tersedianyabarang milik [Jenis pengadaan barang milik Jenis 2 1 Naik 100 100 Tetap
daerah penunjang urusan |daerah
pemerintah daerah
15 |Tersedianyajasa Jumlah jasa penunjang urusan % 100 100 Tetap 100 100 Tetap
penunjang urusan pemerintah daerah
pemerintah daerah
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Terpeliharanya barang
milik daerah penunjang
urusan pemerintah daerah

Jumlah barang milik daerah
dalam kondisi baik

Jenis

Tetap

100

100

Tetap

2 Terlaksananya program |Persentase PMKS yang % 38,6 42,14 Naik 38,6 42,14 Naik
pemberdayaan sosial menerima program
pemberdayaan sosial
21 Terlaksananya Jumlah PSK'S aktif PSKS 164 165 Turun 99,39 100 Turun
pemberdayaan
kelembagaan
kesgjahteraan sosial

rehabilitasi sosial PMKS
lainnyadi luar panti

menerima layanan rehabilitasi
sosial

3 |Terpenuhinyalayanan Persentase penyandang % 100 100 Tetap 100 100 Tetap
rehabilitasi sosial dasar di |disabilitas terlantar, anak
luar panti terlantar, lansia terlantar,
gelandangan dan pengemis
yang terpenuhi diluar panti
yang mendapatkan layanan
rehabilitas sosial
3.1 |Terpenuhinyalayanan Jumlah disabilitas terlantar, Orang 105 105 Tetap 100 100 Tetap
rehabilitas sosia dasar di |anak terlantar, lansia terlantar,
luar panti dan gelandangan yang
mendapatkan rehabilitasi
sosial
3.2 |Terpenuhinyalayanan Persentase PMK'S yang % 100 100 Tetap 100 100 Tetap

4  |Terlaksananya Terpenuhinya perlindungan % 88,31 97,25 Turun 88,31 97,25 Turun
perlindungan dan jaminan |dan jaminan sosial
sosial
41 TersedianyaDatadan  [Datadan informasi orang % 44,21 17,5 Naik 44,21 17,5 Naik
Informasi orang tidak  |tidak mampu dan PMKS yang
mampu dan PMKS tervalidasi
yang akurat




5 |Terpenuhinyakebutuhan |Persentase korban bencana % 100 100 Tetap 100 100 Tetap
dasar korban bencana alam sosial yang terpenuhi
alam sosia pada saat dan |kebutuhan dasarnya pada saat
setelah tanggap darurat dan setelah tanggap darurat
bencana daerah bencana daerah Kabupaten
Kabupaten
5.1 |Terpenuhinyakebutuhan |Korban bencanayang % 100 100 Tetap 100 100 Tetap
dasar korban bencana menerima bantuan sosial
alam sosial pada saat dan
setelah tanggap darurat
bencana daerah
Kabupaten
6 Terkelolanya Taman Taman Makam Pahlawan % 100 100 Tetap 100 100 Tetap
Makam Pahlawan yang tertata
6.1 Terpeliharanya Taman | Terlaksananya pengelolaan % 100 100 Tetap 100 100 Tetap
Makam Pahlawan taman makam pahlawan
7 |Meningkatnya Penerapan |Persentase ARG pada belanja % 48,48 35,75 Naik 9696 7150 Naik
strategi pengarusutamaan |langsung APBD
gender dalam
pembangunan
7.1 |[Terlaksananya Lembaga pemerintah daerah PD 16 10 Naik 160 100 Naik
Pengarusutamaan Gender |yang melaksanakan kebijakan
pada Lembaga Pemerintah|PUG
Kewenangan K abupaten/
Kota
7.2 |Meningkatnya peran Terfasilitasinya organisasi Organisasi 19 19 Tetap 100 100 Tetap
perempuan dalam bidang |perempuan
Politik, Hukum, Sosial
dan Ekonomi
7.3 |Meningkatnyalayanan Terfasilitasinyaforum puspa | Lembaga 1 1 Tetap 100 100 Tetap

pemberdayaan perempuan
dan anak

Terlaksananya layanan
perlindungan perempuan

Kabupaten Belitung

Persentase layanan
perlindungan perempuan

%




8.1

Meningkatnya layanan
perlindungan perempuan

Jumlah lembaga yang
terfasilitasi

Lembaga

Tetap

100

100

Tetap

pengumpulan, pengolahan
analisis dan penyajian
data gender dan anak
dalam kelembagaan data
di tingkat Daerah
Kabupaten/ Kota

anak

9 |Tersedianyadatagender |Persentase pemenuhan data % 75 55,8 Naik 300 223,2 Naik
dan anak dan sistem informasi gender
dan anak
9.1 |Terleksananyakegiatan |Tersedianyadatagender dan | Dokumen 1 1 Tetap 100 100 Tetap

terhadap anak

Kabupaten Belitung

10 |[TerpenuhinyaHak Anak [Status Kabupaten Layak Anak| Pratama Madya Pratama Naik Madya Pratama Naik
di Kabupaten Belitung (KLA)
10.1 |Meningkatnya status KLA |Tercapainya peningkatan Point 601 581,52 Naik 80,13 77,54 Naik
status KLA
10.2 |Meningkatnyalayanan Terfasilitasinya forum anak Dok 1 1 Tetap 100 100 Tetap

yang memerlukan
perlindungan khusus
tingkat daerah kabupaten/
kota

perlindungan anak di tingkat
Desa/Kelurahan

TOTAL

95,79

91,48

Terlindunginya anak dari  |Persentase anak korban 100 100 Tetap 100 100 Tetap
korban kekerasan kekerasan yang ditangani
instansi terkait kabupaten

11.1 |Tersedianyalayanan anak |Tersedianyalayanan % 100 100 Tetap 100 100 Tetap




PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BELITUNG

LAMPIRAN YV

JUMLAH PROGRAM PRIORITAS YANG TERCAPAI SESUAI TARGET

No.

Unit Kerja

Target Jumlah PP yang mencapai Tar get

Realisasi PP yang mencapai tar get

%

JUMLAH




PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BELITUNG

LAMPIRAN VI

JUMLAH KEGIATAN PRIORITAS YANG TERCAPAI SESUAI TARGET

No.

Unit Kerja

Target Jumlah KP yang mencapai
Target

Realisasi KP yang mencapai tar get

%

JUMLAH




PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BELITUNG

LAMPIRAN VII

JUMLAH PROYEK PRIORITASSTRATEGIS YANG TERCAPAI SESUAI TARGET

No.

Unit Kerja

Target Jumlah PPS yang mencapai
Target

Realisasi PPS yang mencapai tar get

%

JUMLAH




PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BELITUNG

LAMPIRAN VIII

JUMLAH PROYEK STRATEGISNASIOANAL YANG TERCAPAI SESUAI TARGET

No.

Unit Kerja

Target Jumlah PSN yang mencapai
Target

Realisasi PSN yang mencapai tar get

%

JUMLAH




RANCANGAN PEMBAHASAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
KABUPATEN BELITUNG

6) DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

@ @ (©) @ ®) © @ ®) © an (12) 12
URUSAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 7.842.146.988 10.396.592.963 11.520.254.666
1 Urusan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
1 |01 Bidang Urusan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Tujuan Meningkatnya K esgjahteraan PMK S Persentase penurunan PMKS Per Tahun 05 05
Ssaaran Meningkatnya penanganan PMKS  Persentase PMKS yang tertangani 80 % 80 %
1 |o1 01 11 Program PROGRAM PENUNJANG 1. Persentase dokumen perencanaan 100 % 5.235.794.809 7.659.568.146 100 % 8.476.352.930
URUSAN PEMERINTAHAN penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan
DAERAH KABUPATEN/KOTA |sesuai ketentuan
1 |01 01 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Keluaran Dokumen hasil perencanaan 6 Dokumen 6.000.000| APBD Kabupaten 5.999.818 6  Dokumen 5.999.818| APBD Kabupaten
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah penganggaran dan evaluasi
perangkat daerah
Hasil : Terpenuhinya dokumen 100 % 100 %
perencanaan penganggaran dan
evaluasi kinerja sesuai peraturan
1 |o1 o1 o1 Sub Kegiatan 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Keluaran Jumlah dokumen perencanaan Tanjungpandan 3 Dokumen 3.000.000|APBD Kabupaten 3.000.000 3 Dokumen 3.000.000|APBD Kabupaten
Perangkat Daerah perangkat daerah
1 (o1 01 07 Sub Kegiatan 2. Evauasi Kinerja Perangkat Daerah Keluaran Jumlah laporan evaluasi kinerja Tanjungpandan 3 Laporan 3.000.000{APBD Kabupaten 2.999.818 3 Laporan 2.999.818(APBD Kabupaten
perangkat daerah
1 |01 02 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Keluaran Dokumen K euangan perangkat 3 Dokumen 4.594.184.888| APBD Kabupaten 4.594.184.706 3 Dokumen 4.603.920.681| APBD Kabupaten
Daerah Daerah
Hasil : Terpenuhinya dokumen keuangan 100 % 100 %
sesuai peraturan
1 |o1 02 01 Sub Kegiatan 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  Keluaran Jumlah orang yang menerima gaji Tanj| 32 O 4.591.184.888| APBD Kabupaten 4.591.184.888 28  Orang/bulan 4.600.920.863| APBD Kabupaten | posisi skrg 28
dan tunjangan ASN pegawa
1 |01 02 08 Sub Kegiatan 2. Penyusunan Pelaporan dan Andlisis Keluaran Jumlah dokumen pelaporan dan Tanjungpandan 2 Dokumen 3.000.000( APBD Kabupaten 2.999.818 2 Dokumen 2.999.818 APBD Kabupaten
Prognosis Redlisasi Anggaran andisis prognosis realisasi anggaran
2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat B % 75 %
Daerah
1 |01 05 3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat  [Keluaran Terpenuhinya administrasi 46  Orang 0| APBD Kabupaten - 40 Orang 30.000.000f APBD Kabupaten
Daerah kepegawaian Perangkat Daerah
Hasil : Indeks Profesionalitas ASN B % 7 %
Perangkat Daerah
1 |o1 05 02 Sub Kegiatan 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Keluaran Jumlah paket pakaian dinas beserta Tanjungpandan 0 paket 0| APBD Kabupaten - 0  paket 0| APBD Kabupaten
Atribut K elengkapannya artribut kelengkapan
1 |o1] 2fo5 |02 SubKegiaan 2 Pendidiken dan Pelatihan Sumber Daya |Keluaran :  Jumliah pegawai berdasarkan tugas Tanjungpandan 0 Orangkai 0| APBD Kabupaten = 3 Oragkdi 30.000.000] APBD Kabupaen 30.000.000
Aparatur dan fungsi yang mengikuti
pendidikan dan pelatihan
3. Persentase pelayanan administrasi 100 % 100 %
perkantoran perangkat daerah
1 |o1 06 4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah |Keluaran : Terpenuhinyaadministrasi umum 100 % 236.535.621| APBD Kabupaten 262.552.300 100 % 312.552.300| APBD Kabupaten
peranakat daerah
Hasil : Persentase pelayanan administrasi 100 % 100 %
perkantoran perangkat daerah
1 |o1 06 01 Sub Kegiatan 1. Penyediaan Komponen Instalasi Keluaran Jumlah paket komponen instalasi Tanjungpandan 1 paket 7.000.000| APBD Kabupaten 7.000.000 1 paket 7.000.000( APBD Kabupaten
Listrik/Penerangan Bangunan K antor listrik/penerangan bangunan kantor
yang disediakan
1 |o1 06 02 Sub Kegiatan 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan |Keluaran Jumlah paket peralatan dan Tanjungpandan 2 paket 52.771.621 APBD Kabupaten 52.747.200 2 paket 52.747.200( APBD Kabupaten
Kantor perlengkapan kantor yang
disediakan
1 |01 06 03 Sub Kegiatan 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  |Keluaran Jumlah paket peralatan rumah Tanjungpandan 1 paket 14.000.000| APBD Kabupaten 14.000.000 1 paket 14.000.000( APBD Kabupaten
tangga yang disediakan
1 |o1 06 04 Sub Kegiatan 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Keluaran Jumiah paket bahan logistik kantor Tanjungpandan 2 paket 101.304.000( APBD Kabupaten 101.105.100 2 paket 101.105.100( APBD Kabupaten
yang disediakan




1 o[ 2fo6  [os SubKegiatan 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Keluaran :  Jumlah paket barang cetakan dan Tanjungpandan 1 paket 40.700.000] APBD Kabupaten 40.700.000 1 paket 40.700.000] APBD Kabupaten
Penggandaan penggandaan yang disediakan
1 [o1| 2|06 06 Sub Kegiatan 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan|K eluaran Jumlah dokumen bahan bacaan dan Tanjungpandan 1 dokumen 5.760.000| APBD Kabupaten 5.760.000 1  dokumen 5.760.000| APBD Kabupaten
Perundang-undangan peraturan perundang-undangan
yang disediakan
1 [o1| 2|06 07 Sub Kegiatan 7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan |Keluaran Jumlah laporan penyelenggaraan Tanjungpandan 12 laporan 15.000.000| APBD Kabupaten 41.240.000 12 laporan 91.240.000( APBD Kabupaten
Konsultasi SKPD rapat koordinasi dan konsultasi
SKPD
1 [o1| 2|08 5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Keluaran Pemenuhan kebutuhan layanan 100 % 220.684.300| APBD Kabupaten 220.683.000 100 % 226.034.809| APBD Kabupaten
Pemerintahan Daerah administrasi perkantoran
Hasil Persentase pelayanan administrasi 100 % 100 %
perkantoran perangkat daerah
1 [o1| 2[08 o1 Sub Kegiatan 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Keluaran Jumiah laporan penyediaan jasa Tanjungpandan 12 laporan 3.000.000| APBD Kabupaten 3.000.000 12 laporan 3.000.000| APBD Kabupaten
surat menyurat
1 [o1| 2|08 02 Sub Kegiatan 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber |Keluaran Jumlah laporan penyediaan jasa Tanjungpandan 12 lagporan 51.600.000( APBD Kabupaten 51.600.000 12 laporan 56.951.809| APBD Kabupaten
DayaAir dan Listrik komunikasi, sumber dayaair dan
listrik yang disediakan
1 [o1| 2[08 04 Sub Kegiatan 3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Keluaran Jumiah laporan penyediaan jasa Tanjungpandan 12 laporan 166.084.300( APBD Kabupaten 166.083.000 12 laporan 166.083.000( APBD Kabupaten
Kantor layanan umum kantor yang
disediakan
4. Per sentase pemenuhan sarana dan 100 % 100 %
prasarana aparatur
1 [o1| 2f07 6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Keluaran Jenis barang milik daerah 22 Jenis 0| APBD Kabupaten 2.398.358.400 25 Jenis 3.063.340.400| APBD Kabupaten
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Hasil Persentase pemenuhan sarana dan 100 % 100 %
prasarana aparatur
1 [o1| 2[07 02 Sub Kegiatan 1. Pengadaan Kendaraan Dinas Keluaran Jumlah unit kendaraan dinas Tanjungpandan 0 Unit 0| APBD Kabupaten - 0 Unit 0| APBD Kabupaten
Operasional atau Lapangan operasional atau lapangan yang
disediakan
1 [o1| 2|07 05 Sub Kegiatan 2 Pengadaan Mebel Keluaran Jumlah paket mebel yang Tanjungpandan 1 Unit 0| APBD Kabupaten - 113 Unit 188.982.000] APBD Kabupaten |Foling kabinet 10,
disediakan lemari arsips 5, meja
sthbiro 10, kursi
kerja 10,kursi ruang
tunggu pelayanan 5,
kursi tamu 2, kursi
menyusui 1,tempat
tidur rumah pelayanan
10 unit, mejaruang
rapat 10, kursi rapat
50)
1 [o1| 2|07 06 Sub Kegiatan 3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya K eluaran Jumlah unit peralatan dan mesin Tanjungpandan 3 Unit 0| APBD Kabupaten - 53  Unit 476.000.000( APBD Kabupaten |AC 1/2 PK 6 unit, ac
lainnyayang disediakan 2Pk 1unit,, PC 10
unit, laptop 7 unit,
printer epson 7 unit,
printer canon 6 unit,
mesin scaner f4 2
unit, kipas angin 5
unit, mesin chainsaw
2 unit, camera canon
1 unit, mesin antrian 1,
unit, cctv 1 set,
infocus 2 unit, layar
infocus 2 unit )
1 [o1| 2[07 09 Sub Kegiatan 4. Pengadaan Gedung Kantor atau Keluaran Jumlah unit gedung kantor atau Tanjungpandan 0 Unit 0| APBD Kabupaten - 0 Unit 0| APBD Kabupaten
Bangunan Lainnya bangunan lainnya yang disediakan
1 [o1| 2[07 10[ SubKegiatan  :5. Pengadaan Saranadan Prasarana Keluaran Jumlah unit sarana dan prasarana Tanjungpandan 0 Unit 0 APBD Kabupaten 2.398.358.400 1 Unit 2.398.358.400| Insentif Fiskal 2023 |Sudah terdapat dalam
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya pendukung gedung kantor atau DPA Induk 2023
bangunan lainnya yang disediakan
1 [o1| 2[09 7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Keluaran Barang milik daerah dalam kondisi 6 Jenis 178.390.000( APBD Kabupaten 177.789.922 6  Jenis 234.504.922( APBD Kabupaten
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah baik
Hasil Persentase pemenuhan sarana dan 100 % 100 %
prasarana aparatur




1 [o1| 2[09 01 Sub Kegiatan 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya  |Keluaran Jumlah kendaraan perorangan dinas Tanjungpandan 2 Unit 46.000.000( APBD Kabupaten 46.000.000 2 Unit 46.000.000| APBD Kabupaten
Pemeliharaan, dan Pgjak Kendaraan atau kendaraan dinas jabatan yang
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas dipelihara dan dibayarkan pajaknya
Jabatan
1 |0o1| 2|09 |02 Sub Kegiatan 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya  |Keluaran Jumlah kendaraan dinas operasional Tanjungpandan 24 Unit 87.750.000] APBD Kabupaten 87.750.000 24 (roda4 3unit,roda] 18  Unit 141.215.000( APBD Kabupaten |nambah unit
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan atau lapangan yang dipelihara dan 212 unit, perahu kendaraan yg
Kendaraan Dinas Operasional atau dibayarkan pajak dan perizinannya dolpin plusmesin 2, ada,mobil 3 unit,
Lapangan ‘mobil truk 1 unit, motor 12 unit , roda 6
trailer alat angkut 3 unit
perahu dolpin 2 buah,
mesin dolpin 2, mobil
dapur umum 1 unit,
mobil tangki air 1 unit)
1 [o1| 2[09 05 Sub Kegiatan 3. Pemeliharaan Mebel Keluaran Jumlah mebel yang dipelihara Tanjungpandan 10 Unit 3.000.000| APBD Kabupaten 3.000.000 10 Unit 3.000.000| APBD Kabupaten
1 |o1| 2|09 06 Sub Kegiatan 4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Keluaran Jumlah peralatan dan mesin lainnya Tanjungpandan 25 Unit 21.640.000] APBD Kabupaten 21.040.000 38  Unit 24.290.000] APBD Kabupaten |penambahan
Lainnya yang dipelihara pemeliharaan printer
5 unit
1 |o1| 2|09 09 Sub Kegiatan 5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Keluaran Jumlah gedung kantor dan Tanjungpandan 1 Unit 20.000.000( APBD Kabupaten 19.999.922 1 Unit 19.999.922| APBD Kabupaten
Kantor dan Bangunan Lainnya bangunan lainnya yang dipelihara
dan rehabilitasi
1 [o1| 2[09 Sub Kegiatan 6. Pemeliharaar/ Rehabilitasi Saranadan  [Keluaran Jumlah sarana dan prasarana Tanjungpandan 0 Unit 0| APBD Kabupaten - 0 Unit 0| APBD Kabupaten
Prasarana Gedung Kantor atau gedung kantor atau bangunan
Bangunan Lainnya lainnya yang dipelihara/direhabilitasi
1 Urusan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
1 |01 Bidang Urusan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
1 |01 |02 1. Program PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase PMK S yang menerima program 100 % 327.909.035| 327.882.043 100 % 600.049.043|
SOSIAL pemberdayaan sosial
1 (0102 [2.01 1. Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Keluaran Jumlah PSK'S yang aktif 165 PSKS 327.909.035| APBD Kabupaten 327.882.043 165 PSKS 600.049.043| APBD Kabupaten
Kesgjahteraan Sosial Daerah (PSKS)
Kabupater/K ota
Hasil : Kearukatan Data (capaian 2020 = 100 % 100 %
70%)
1 |01|02 |[2.01 |01 Sub Kegiatan 1. Peningkatan Kemampuan Potensi Keluaran Jumlah orang mendapat Kabupaten Belitung 81 orang 159.905.985 APBD Kabupaten 159.901.968 81 orang 159.901.968| APBD Kabupaten
Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan peningkatan kapasitas pekerja sosial
Kabupaten/K ota masyarakat kewenangan
kabupatervkota
1 (0102 |2.01 |02 Sub Kegiatan 2.
1 (0102 |2.02 |03 Sub Kegiatan 3.
1 (o102 [2.02 |04 Sub Kegiatan 4. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Jumlah sertipikat yang dari hasil Kabupaten Belitung APBD Kabupaten 88.633.960 Sertifikat 88.633.960| APBD Kabupaten
Manusia dan Penguatan Lembaga peningkatan sumberdaya manusia
Konsultasi Kesgjahteraan Keluarga dan lembaga konsultasi
(LK3) kesejahteraan keluarga (LK 3)
kewenangan kabupaten/kota
1 |o1 |03 2. Program PROGRAM REHABILITASI Per sentase penyandang disabilitas terlantar, 100 % 514.588.560 496.247.420 100 % 491.244.420
SOSIAL anak terlantar, lansia terlantar serta Gepeng
diluar panti yang mendapat layanan
rehabilitasi sosial
1 |01 03 |3.01 1. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang  [Keluaran Jumlah di terlantar, anak 105 orang 423.466.170| APBD Kabupaten 423.364.670 105 orang 405.364.670| APBD Kabupaten
Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, terlantar, lansiaterlantar, dan
Lanjut Usia Terlantar, serta gelandangan yang mendapatkan
Gelandangan Pengemis di Luar Panti layanan rehabilitasi sosial
Sosia
Hasil : Terpenuhinyalayanan rehabilitasi 100 % 100 %
sosial dasar di |uar panti




1 |01|03 [3.01 |01 Sub Kegiatan 1. Penyediaan Permakanan Keluaran Jumlah orang yang mendapatkan Kabupaten Belitung 105 orang 215.789.700| APBD Kabupaten 215.740.750 105 orang 215.740.750| APBD Kabupaten
pemenuhan kebutuhan permakanan
sesual dengan standar gizi minimal
kewenangan kabupaten/kota
1 (o103 |3.01 |01 Sub Kegiatan 2 Penyediaan Alat Bantu Keluaran Jumlah orang yang mendapatkan Kabupaten Belitung 0 orang 0| APBD Kabupaten - 0 orang 0| APBD Kabupaten
alat bantu dan alat bantu peraga
sesual kebutuhan kewenangan
kabupaten/kota
1 (o103 (3.01 |01 Sub Kegiatan 3 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluaran Jumlah orang yang mendapatkan Kabupaten Belitung 105 orang 141.037.800| APBD Kabupaten 141.020.250 105 orang 123.020.250| APBD Kabupaten |tanaga honor adayg
Keluarga pelayanan reunifikasi keluarga berhenti, sebagian
kewenangan kabupaten/kota didalihkan ke SPPD
1 (o103 |3.01 |01 Sub Kegiatan 4 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Keluaran Jumlah peserta bimbingan fisik Kabupaten Belitung 5 orang 66.638.670 | APBD Kabupaten 66.603.670 5 orang 66.603.670| APBD Kabupaten
Spiritual, dan Sosial mental spiritual dan sosia
kewenangan kabupatervkota
1 [o1]03 [3.01 2. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah [Keluaran  : Persentase PMK S lainnyayang Kabupaten Belitung | 100 % 91.122.390| APBD Kabupaten 72.882.750 100 % 85.879.750| APBD Kabupaten
Kesgjahteraan Sosia (PMKS) Lainnya menerima layanan Rehabilitasi
Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA [Hasil : Terpenuhinya layanan rehabilitasi 100 % 100 %
di Luar Panti Sosial sosidd PMKS lainnya di luar panti
1 |01(03 |3.01 |01 Sub Kegiatan | 1. Penyediaan Permakanan Keluaran Jumlah orang yang mendapatkan Kabupaten Belitung 12 orang 19.930.000 APBD Kabupaten 6.909.750 18 orang 9.906.750| APBD Kabupaten |penambahan
pemenuhan kebutuhan permakanan pemakanan untuk
sesual dengan standar gizi minimal orang yang
kewenangan kabupaten/kota i
keluarga
2. Penyediaan Perbekalan K esehatan di Keluaran Jumlah orang yang mendapatkan Tanjungpandan 12 orang 16.693.950| APBD Kabupaten 16.500.000 12 orang 16.500.000| APBD Kabupaten
Luar Panti pemenuhan kebutuhan perbekalan
kesehatan di luar panti kewenangan
Kabupaten/kota
3 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluaran Jumlah orang yang mendapatkan Tanjungpandan 12 orang 54.498.440( APBD Kabupaten 49.473.000 18 orang 59.473.000( APBD Kabupaten |penambahan
Keluarga pelayanan penelusuran keluarga
kewenangan kabupatervkota
1 (o1 |03 3 Program PROGRAM PERLINDUNGAN Terpenuhinya perlindungan dan jaminan sosial Kabupaten Belitung 100 % 341.561.650] 497.094.362 100 581.844.362
DAN JAMINAN SOSIAL
1 |01(03 |3.01 1. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan K eluaran Data dan informasi orang tidak 100 % 341.561.650| APBD Kabupaten 497.094.362 100 581.844.362| APBD Kabupaten
Daerah Kabupaten/K ota mampu dan PMK Syang tervalidasi
Hasil : Datadan Informasi orang tidak 100 % 100 %
mampu dan PMK'S yang akurat
1 |0103 |3.01 (01 Sub Kegiatan 1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan K eluaran Jumlah keluarga yang mendapatkan Kabupaten Belitung 8682 keluarga 341.561.650| APBD Kabupaten 340.678.650 7895  keluarga 425.428.650| APBD Kabupaten |84.750.000
Daerah Kabupaten/K ota pengentasan fakir miskin penambahan honor
kabupaten/kota PSM (pekerja sosial
masyarakat dan
TKSK') 12 bulan
sebe;um hanya 9

1 (o103 4 Program PROGRAM PENANGANAN Per sentase K orban bencana alam dan bencana 100 445,395,900 444.430.180 100 444.430.180
BENCANA sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
1 |01 (03 [3.01 1. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana | Keluaran Korban bencana yang menerima Kabupaten Belitung 100 0| - 100 0|
Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota bantuan permakanan
Hasil : Terlayaninyakorban bencana 100 % 100 %
1 (0103 |3.01 |01 Sub Kegiatan 1. Penyediaan Makanan Keluaran Jumlah orang yang mendapatkan Tanjungpandan 0 orang 0| - 0 orag 0|
permakanan 3x1 hari dalam masa
tanggap darurat (pengungsian)
kewenangan kabupaten/kota
1 |01 (03 |3.01 2. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Keluaran Korban bencana yang menerima Kabupaten Belitung 100 % 445.395.900( APBD Kabupaten 444.430.180 100 % 444.430.180( APBD Kabupaten
Masvarakat terhadap K esiapsiagiaan bantuan sosial
Hasil : Terlayaninyakorban bencana 100 % 100 %




Sub Kegiatan 1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan |Keluaran Jumlah Orang yang Melaksanakan Tanjungpandan 45  Orang 445.395.900| APBD Kabupaten 444.430.180 45  Orang 444.430.180| APBD Kabupaten
Taruna Siaga Bencana Koordinasi, Sosialisasi dan
Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
Kewenangan K abupaten/K ota
5 Program PROGRAM PENGELOLAAN Taman Makam Pahlawan yang tertata 100 % 87.000.000 86.975.400 100 % 86.975.400
TAMAN MAKAM PAHLAWAN
1. Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pehlawan |Keluaran Terlaksananya pengelolaan taman 100 % 87.000.000] APBD Kabupaten 86.975.400 100 % 86.975.400] APBD Kabupaten
Nasional Kabupaten/Kota makam pahlawan
Hasil Terpeliharanya taman makam 100 % 100 %
pahlawan
Sub Kegiatan 2. Pemeliharaan Taman Makam Keluaran Jumlah makam yang terpenuhi Tanjungpandan 54  makam 87.000.000 86.975.400 55  makam 86.975.400|
Pahlawan Nasional Kabupaten/K ota pemeliharaannya pada taman
makam pahlawan kabupatervkota
Urusan URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PEMBERDAYAAN
Bidang Urusan URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PEMBERDAYAAN
Tujuan Terwujudnya peningkatan kualitas  Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 47 47
hidup perempuan
Sasaran Meningkatnya kualitas hidup Prevalensi kekerasan terhadap perempuan 51 51
perempuan
6 Program PROGRAM Persentase ARG pada belanja langsung APBD 050 % 457.555.075 457.383.073 050 % 457.383.073
PENGARUSUTAMAAN GENDER
DAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender |Keluaran Lembaga Pemerintah Daerah yang Kabupaten Belitung 10 SKPD 34.604.850 34.547.070 10 SKPD 34.547.070
(PUG) pada Lembaga Pemerintah melaksanakan K ebijakan PUG
Kewenangan Kabupaten/K ota
Hasil Terlaksananya K ebijakan PUG
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan |Keluaran Jumiah dokumen hasil koordinasi Kabupaten Belitung 1 dokumen 18.800.050 18.758.590 1  dokumen 18.758.590
Kebijakan Pelaksanaan PUG dan sinkronisasi perumusan
kebijakan pengaurustamaan gender
PUG kewenangan kabupatern/kota
Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan |Keluaran Jumlah perangkat daerah yang Kabupaten Belitung 35  perangkat 15.804.800 15.788.480 35  perangkat 15.788.480
Pelaksanaan PUG termasuk PPRG mengikuti advokasi kebijakan dan daerah daerah
pendampingan pelaksanaan
pengarusutamaan gender (PUG)
termasuk perencanaan
pembangunan responsif gender
(PPRG) kewenangan
kabupaten/kota
K egiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Keluaran : Terfasilitasinya Organisasi 19 Organsas 408.621.575| 408.542.995 19 Orgaiss 408,542,995,
Politik, Hukum, Sosia dan Ekonomi perempuan
pada Organisasi Kemasyarakatan
Kewenangan Kabupater/K ota
Hasil Meningkatnya peran perempuan 100 % 100 %
dalam bidang Politik, Hukum,
Sosial dan Ekonomi
Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Keluaran Jumlah dokumen hasil sosialisasi Kabupaten Belitung 1 dokumen 17.721.500 17.684.400 1 dokumen 17.684.400
Perempuan di Bidang Politik, Hukum, peningkatan partisipasi perempuan
Sosial dan ekonomi dibidang politik, hukum, sosial dan
ekonomi kewenangan
kabupatervkota
Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan |Keluaran Jumlah organisasi masyarakat yang Kabupaten Belitung 19  organisasi 390.858.595 19  organisasi 390.858.595
Peningkatan Partisipasi Perempuan dan mendapat advokasi dan
Politik, Hukum, Sosia dan Ekonomi pendampingan kebijakan
peningkatan partisipasi perempuan
di bidang politik, hukum, sosial dan
ekonomi kewenangan
kabupaten/kota
1. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga| K eluaran Terfasilitasinya Forum Puspa Kabupaten Belitung 1 Lembaga 14.328.650| APBD Kabupaten 14.293.008 1 Lembaga 14.293.008| APBD Kabupaten

Penyedia Layanan Pemberdayaan

Kabupaten Belitung




Perempuan K ewenangan Hasil Meningkatnyalayanan 100 % 100 %
Kabupaten/K ota Pemberdayaan Perempuan dan anak
1 (02| 16{16.01 |01 Sub Kegiatan 1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan |Keluaran Jumlah lembaga penyedia layanan Kabupaten Belitung 1 Lembaga 14.328.650| APBD Kabupaten 14.293.008 1 Lembaga 14.293.008| APBD Kabupaten
kepada Lembaga Penyedia Layanan pemberdayaan perempuan
Pemberdayaan Perempuan K ewenangan kewenangan kabupaten/kota yang
Kabupaten/K ota mendapatkan advokasi dan
pendampingan
1 02| 16 7 Program PROGRAM PERLINDUNGAN Persentase layanan perlindungan perempuan 100 % 126.499.164] 126.224.672 100 % 100.740.803|
PEREMPUAN
1 (02| 16(16.01 1. Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan  |Keluaran Jumlah lembaga yang terfasilitasi Kabupaten Belitung 3 Lembaga 126.499.164 126.224.672 3 Lembaga 100.740.803,
bagi Perempuan Korban K ekerasan
yang Memerlukan K oordinasi
Kewenangan Kabupater/K ota
Hasil Meningkatnya |layanan perlindungan 100 % 100 %
perempuan
1 |02 16{16.01 |01 Sub Kegiatan 1. Penyediaan Layanan Pengaduan Keluaran Jumlah perempuan korban Kabupaten Belitung 40 orang 126.499.164 126.224.672 40 orang 100.740.803 ada honor tidak
Masyarakat bagi Perempuan Korban kekerasan tingkat kabupaten/kota terpakai, 1 otang
Kekerasan K ewenangan yang mendapatkan layanan hanyaterpakai 2
Kabupater/K ota pengaduan bulan, 1 orang tidak
terpakai sama sekali
2 [os]os Program PENINGKATAN KUALITAS Persentase keluar ga yang terlayani 100 % 0| a 100 % 0|
KELUARGA
2 |08 |04 |2.02 Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga| K eluaran Lembaga Keluarga yang dibina Kabupaten Belitung 1 Lembaga 0|APBD Kabupaten - 1 Lembaga 0|APBD Kabupaten
Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas
Keluarga dalam Mewujudkan KG dan  [Hasil Meningkatnya layanan keluarga 100 % 100 %
Hak Anak yang Wilayah K erjanya dalam
Daerah Kabupaten/K ota
2 (08|04 |2.02 |01 Sub Kegiatan 1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan |Keluaran Jumlah lembaga penyedia layanan Kabupaten Belitung APBD Kabupaten - 0|APBD Kabupaten
Pengembangan Lembaga Penyedia peningkatan kualitas keluarga yang
Layanan Peningkatan K udlitas K eluarga mendapatkan advokasi dan
Tingkat Daerah Kabupaten/K ota pendampingan
1 (02| 16 8 Program PROGRAM PENGELOLAAN Per sentase pemenuhan data Sistem | nformasi 25 % 42.727.420 42.703.164 25 % 42.703.164|
SISTEM DATA GENDER DAN Gender dan Anak (SIGA)
ANAK
1 (02| 16(16.01 1. Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Andlisis dan |Keluaran Tersedianya data gender dan anak Kabupaten Belitung 1 Dok 42.727.420 42.703.164 1 Dok 42.703.164|
Penygjian Data Gender dan Anak Dalam
Kelembagaan Datadi Tingkat Daerah  [Hasil Dataterpilah gender dan anak yang 80 % 80 %
Kabupaten/K ota akurat
1 (02| 16{16.01 |01 Sub Kegiatan 1. Penyediaan Data Gender dan Anak di  [Keluaran Jumlah dokumen data gender dan Kabupaten Belitung 1 Dokumen 42.727.420 42.703.164 1 Dokumen 42.703.164
Kewenangan Kabupater/K ota anak kabupaten/kota yang tersedia
Tujuan Terpenuhinya hak anak KLA (Kabupaten Layak Anak) Pratama (85%) Pratama (85%)
Sasaran Meningkatnya kualitas hidup anak Prevalens kekerasan terhadap 44 44
anak
1 [02] 16 9 Program PROGRAM PEMENUHAN HAK Status Kabupaten Layak Anak (KLA) Pratama (85%) 190.891.750 186.167.434 Madya 173.203.252,
ANAK (PHA)
1 (02| 16(16.01 1. Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Keluaran Tercapainya peningkatan status Kabupaten Belitung 750  Point 14.829.000 14.821.619 700 Point 12.046.619
Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia KLA
Usaha K ewenangan K abupaten/K ota
Hasil Meningkatnya perlindungan 100 % 100 %
terhadap anak
1 |02 16{16.01 |01 Sub Kegiatan 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Keluaran Jumiah dokumen hasil koordinasi Kabupaten Belitung 1 Dok 14.829.000 14.821.619 1 Dok 12.046.619| dari nasi kotak
Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak dan sinkronisasi pelembagaan
Kewenangan Kabupater/K ota pemenuhan hak anak kewenangan
kabupaten/kota
1 (02| 16(16.01 1. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga| K eluaran Terfasilitasinya forum anak Kabupaten Belitung 1 Dok 176.062.750 171.345.815 1 Dok 161.156.633
Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Kabupaten Belitung
Hidup Anak Kewenangan
Kabupaten/K ota
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PERUBAHAN PERUBAHAN KINERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2023

Dalam rangks mewujudkan manajemen pemerintahan yang eleladl, transparan,
dan alcuntabel serta berarentasi pada hasil, kami yang bertanda fangan di bawah

i -
Mamea ; KASIMIN, S.1IP, MAR
Jahatan { HEPALA DINAS

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : H. BAHANI SALEH, S.50s
Jabatan : BUPATI BELITUNG
Selaku atasan Pthak Kesatu, selanjutnys disebut Pihak Kedua.

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang scharusnya sesuai
lampiran peganjian ind, dalam rangks mencapai targed kinerja jangka menengah
seperti yang felah ditcfepkan dalam delumen percneanaan. Keberhasilan dan
kegagalan target kinega tersebut menjadi tangrung jawah kami.

Fihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperiukan serta alcan melalailan
evaluasi lerhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan vang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanisi.

Tanjungpandan, 14 November 2023

EASIMIN, 5.IP, MAB
Pembina Utama Muda
NIP. 19690824 199003 1004
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KABUFATEN BELITUNG
—
—_ e ——
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA .
—— e —
staya ﬁﬂﬂdﬁ TNRS & 4]
Ferentase rEmPHprmufw 0,50
: | mm‘ Pemangznan PARIKS Porsentaie %%} FHHEM P
Terwijudnym peninghstan kualitas hdep peromposn {Indeka Pemberdaynan Gender HinGy o
Penighanon aliss hidop perempien [Prevseomi kekersan ihat perermeen 540
Terpenuhima Hak Arak KLA (Kabopalen Lisyak Anak) s
& Hmingmu_ihnlm hidup anak  [Prevalensi kekierasan terhadnp ansk t?;‘i‘}'
— ! = e —
Program AngEaran Keterangan
E t 3 Pemberdaysan Sosial Rp- 408805758 | AFPBDF
| [Pengembangan Polensi Sumber Keseiahiorsan Sosial Decrah Rp. 308308 764 | APBOF
e Kabupaten! Koty
| B [Rehabilitasi Sesial == Rp. 4TLE94420| APRDP
1 [Rehabilicasi Sosial Dasar Pen Disshilims Terlantor, Anak | Rp. 386314670 APBOP
crlaniar, Lanjut Usis Terlwntar, serta Gelandmgan Pengemis di
Luar Panti Sosial
2 il Sosial Penyandang Masalah Kesejahieraan Sosial Rp. 838579750 APEDP
(PMKS) Lainnya Bukan Korban HIVAAIDS dan MAPZA di Luar
Panti Sosial
C. |Perlindungan dan Jaminan Sosial - ) ‘Rp. 7IRAMERS0 | APEDP &
losentil
Fiskal 2025
1 |Pengelotaan Data Fakir Miskin Cakupan Deerah Ksbupaten/ Rp 733.336.850 | APBDP &
Koda |sertil
___________ S S R T 1. £.2
D, |Penangansn Beocana Rp. A 4MLIED [ APBDP
1 |Penychengrsan Pemberdoysan Masyarakat terhadap Ep. © 444430,130| APDDP
Eﬂmﬁhg.mﬂnmﬂmhﬂfﬂm ) —
E.  |Penpgelalman Taman Maksm Pahliwen RP" RE9TS 400 APRDE
| |Pemeliharann Taman Makam Pahtawan Mosional Kahipaten! Ep. REQTEA00| APRDP
K.ola S—— | s S [—
F. |Feagarustamaan ‘Gender dan Pemberdayaan Perempunn Rp, S17.180.6%8 | APBDP
| |Pelembagaan Pengurusulamasn Gender (PUG) pada Lembaga R 34.547.010| APBDP
Pemerintah Kewenangin thupmn# Ko ] R
2 IFﬁnbﬁdlg'm Perempuan Bidang Patiik, Hiskm, Sosial, dan Ep. 46840620 | APBDP
Fkonomi pads Ovganisasi Kemnsyumkiian Kewenangan
|thlpmlml' Ko _ . I
3 |Pengustan dan Pengembangan Lembagn Penyedia Layanan Rp. 14293008 APADP
Pemberdsyaan F‘:n:mpuln Hmnmuln Hnbl.lmlm" Rm :
C. Fmi-d-ulln Fermlmﬂ Rp- 100865803 | APBDP

Uipindail dengan CamScanmer


https://v3.camscanner.com/user/download

Penyodiaan | ay tnan Rajkon | anjutin bagl Perempuan Korban | Ry,
l-:ﬂ-.m yoig et bikan Koonlinash Kewenangan
Rabupaen’ Kota

Pengrlalann Sivtem Data Gender dan Annk

OLEAE BN | AV

p. ALTNI64|  APEDP
I |Pengumputan, Pengelolasn Analisis dan Penyajion Dt Giender | R 42000640 APRDP
Arvak Vialaan behermbagaon Liatndl Vingho Dacrah
Kahimpaien' Koia
L [Pemenahan Mok Auak (PTIA} p. 1731032521 APBDP
| (Pelombagaan 1A pada eruhaga PMeweriniah, Mospemeriniah, Rp. 12046610 APDDE
Jdan Dranks 'saha Kewenangan Kobupaten! Kada
2 day Pengenbangsn | enihagga Penyedia L ayanon Rp. 11136631 APRDP
[Peminghatan Knalitas Fikdup Anak Kewenangan Kabupaten' Kota
1. |Pectindungan Khusus Annk . 65.3180M| APBOP
| [Peagustan dan Pengembangan Lembags Peinyedin Layanan gt Rp. 65328034 | APBDF
Amak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tinghut Doersh
Koabupaten' K.ota
K. |Penunjang Urusan Pemerintahan Dacrah Kabupaten/Kots Hp. T460.294.732) APBDP
i IPerencanaan, Penganggaran, dun Fvalussi Kinerja Pernghat | #p- 5999.518| AFBDP
MI- - = - ar By e L - i
2 |Administrasi Keuangan Perangket Dacrsh Hp. 4.711.920.681| APRDP
3 |Adminkstrasi Umum Perangkat Dacrah —— = R’ R4286,102] APBDP
4 |Pengadsan Barang Millk daernh Penunjang Unssan Pemeringh | Rp. 3.470.358.400 | APBDP &
Dacrah Imsentil
= - ) —— Fiskal 2023
5 |Penyedinan Jasa Penunjang Urusen Pemerintah Dacrh Rp. 226004809 | APBDP
& |Pemelinaraan Harang Milik Dacrah Penunjung Urusan 1 209694922 APBDE
Pemerintah Daerah
JUMLAH Rp- 10.922.821.301 J

ASTMIN, S.1P, MARB
Pembina Utama Muda
NP, 19690824 1990031004

Uipindail dengan CamScanmer


https://v3.camscanner.com/user/download

FORM 2 : PENGUKURAN KINERJA
PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2023
BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

1. Pengukuran Indikator Kinerja Tujuan 1. "Meningkatnya Kesejahteraan PMKS" ; Sasaran Strategis Ke 1. "Meningkatnya penanganan PMKS"

Jenis Target
(Kuantitatif/K

Kinerja
Capaian %

s ! s | s | 7 ] 8 | 9-84 | 10 |

Ket.

No. Indikator Kinerja

Target Formulasi/ Rumus Perhitungan Data Kinerja Teknis Perhitungan

(Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak
Persentase Penyandang disabilitas, anak i
terlantar, Iansi:terlanfar elandangan :ﬂ:rr:'asr' ::\nSItae:e::n:?rl(legbel::n:::gclaans:r‘r:ln a Data kinerja dari bidang Rehabilitasi (30 + 15 + 60) / 105 * 100 Eselon Il
) ) s i i . . = = .
1 e X e e Kuantitatif 100% P .g Y g peny u L i dan Perlindungan Sosial (Data SPM 100% 100,00 (Indikator
dan pengemis diluar panti yang mendapat diluar panti/jumlah penyandang disabilitas X 100%
e . triwulan IV tahun 2023) Program
layanan rehabilitasi sosial terlantar, anak terlantar lansia terlantar,
gelandangan dan pengemis diluar panti)x100%
Jumlah disabilitas terlantar,anak terlantar, Jumlah disabilitas terlantar, anak terlantar, T Eselon Il
1,1 lansia terlantar, dan gelandaangan yang  |Kuantitatif 105 orang lansia terlantar, dan Gelandangan yang . . e . - 105 orang 100,00 (Indikator
e . X perlindungan sosial .
mendapatkan layanan rehabilitasi sosial mendapatkan Rehabilitas sosial Kegiatan)
Jumlah orang yang mendapatkan Jumlah lansia terlantar, disabilitas terlantar,
P han Kebutuhan Permakanan Data Kinerja bi habilitasi
eme-nu an Permak Kuantitatif 105 Orang anak terlantar yang mendapat!(an pemer'ufhan ata |nerja.b|dang rel al?l itasi dan ) 105 orang 100,00
sesuai dengan Standar Gizi Minimal kebutuhan permakanan sesuai standar gizi perlindungan sosial
Kewenangan Kabupaten/ Kota minimal Eselon IV
Jumlah orang yang mendapatkan Jumlah lansia terlantar, disabilitas terlantar, . e (Indikator Sub
P o Data kinerja bidang rehabilitasi dan .
pelayanan reunifikasi keluarga Kuantitatif 105 orang |anak terlantar yang mendapatkan pelayanan ) ; - 105 orang 100,00 Kegiatan)
L perlindungan sosial
kewenangan kabupaten/ kota reunifikasi keluarga
Jur'nvlah peserta l;nmbmgan fisik mental Kuantitatif 5 orang Jumlah Peserta bimbingan fisik mental spiritual | Data kmerja.bldang rehat.)lllta5| dan A 8 Orang 160,00
spiritual dan sosial kewenangan dan sosial perlindungan sosial
. . Jumlah PMKS lainnya yang menerima layanan L . Eselon IlI
Persentase PMKS lainnya yang menerima Data ki |
12. LRI Kuantitatif 100% dibagi jumlah PMKS lainnya (pemerlu ata kinerja bidang rehabilitasi dan =39/ 39 x 100% = 100% 100,00 100,00 (Indikator
layanan Rehabilitasi Sosial - perlindungan sosial X
pelayanan) dikali 100% Kegiatan)
Jumlah orang yang mendapatkan Jumiah dapatk han
m rang yang men n pemen
pemenuhan kebutuhan permakanan o umiah orang yang mendapa .a peme u Data kinerja bidang rehabilitasi dan
. L Kuantitatif 18 orang kebutuhan permakanan sesuai standar gizi R X 39 orang 39 orang 216,67
sesuai standar gizi minimal kewenangan o perlindungan sosial
minimal kewenangan Kabupaten/ Kota
Kabupaten/ Kota
Jumlah orang yang mendapatkan Z%:Ion v b
pemenuhan kebutuhan perbekalan Kuantitatif 12 oran Jumlah PMKS lainnya yang terpenuhi Data kinerja bidang rehabilitasi dan 39 oran 39 oran 325.00 (InK| a'1tor Su
kesehatan di luar panti kewenangan & kebutuhan kesehatan di luar panti perlindungan sosial g 8 ’ egiatan)
Kabupaten/ Kota




Jumlah orang yang mendapatkan

Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan

Data kinerja bidang rehabilitasi dan

pelayanan penelusuran keluarga Kuantitatif 18 orang penelusuran keluarga kewenangan Kabupaten/ . . 39 Orang 39 orang 216,67
perlindungan sosial
kewenangan Kabupaten/ Kota Kota
. (Jumlah penerima program pemberdayaan . Eselon IlI
Persentase PMKS yang menerima bid berd
2 VL ETE Kuantitatif 100% sosial_ KK/ Jumlah Penduduk Miskin_kk)x | Dot Kineria bidang pemberdayaan | __coc ) o019, 1009 - 35,60% 38,60 38,60 (Indikator
program pemberdayaan sosial - - sosial dan penanganan fakir miskin
100% Program)
Jumlah PSKS aktif ditingkat Desa/ Kelurahan, | Data kinerja bidang pemberdayaan Eselon Il
2,1 |Jumlah PSKS yang aktif Kuantitatif 165 PSKS umia a gkat vesa/ Relurahan, | Lata kinerja bidang pemberdayaa : 164 PSKS 99,39 (Indikator
Kecamatan dan Kabupaten sosial dan penanganan fakir miskin X
Kegiatan)
Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Jumlah tenaga kesejahteraan sosial, L
. . . - . . Data kinerja bidang pemberdayaan
Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kualitatif 81 orang pendamping BPNT, dan pendamping PKH ) L - 81 orang 100,00
e sosial dan penanganan fakir miskin
Kewenangan Kabupaten/ Kota terfasilitasi
Jumlah kel ingkat ki it i inerja bi
umlah keluarga yang meningkat kapasitas Kuantitatif 17 Keluarga Jum!ah penerima penghargaan kepada veteran Daté kinerja bidang pembejrdayaz?n . 17 Keluarga 100,00
kewenangan Kabupaten/ Kota / pejuang sosial dan penanganan fakir miskin
Eselon IV
Jumlah lemb keseiaht ial (Indikator Sub
umlah lembaga kesejahteraan sosial yang . . L .
Kegiatan
meningkat kapasitasnya kewenangan Kuantitatif 6 Lembaga Juml_ah lembaga lfesejahteraan sosial yang Dat.a kinerja bidang pembérda.yaz_m - 6 Lembaga 100,00 8 )
meningkat kapasitasnya sosial dan penanganan fakir miskin
Kabupaten/ Kota
Jumlah sertifikat yang dari hasil Data kineria bid berd
peningkatan sumberdaya manusia dan Kuantitatif 1 Sertifikat Jumlah sertifikat SDM/ Lembaga LK3 a _a inerja bidang pem e_r a\_/aa?n - 1 Sertifikat 100,00
. . sosial dan penanganan fakir miskin
lembaga konsultasi kesejahteraan
Indikator Eselon IlI
Terpenuhinya perlindungan dan jaminan i i jami inerja bi berd
3 L el @ L Kuantitatif 100% (Jumiah penerima perlindungan dan jaminan | Data kinerja bidang pemberdayaan |_ \,cco /4e035 « 100% = 88,31% 88,31 88,31 (Indikator
sosial sosial (PBI) / Jumlah Jiwa dalam DTKS) x 100 % | sosial dan penanganan fakir miskin
Program)
. . . . . (106+8+290+148+548+761+411+6 Eselon Il
Data dan informasi orang tidak mampu D. d .
on | P T | ao0% | Srtdsssong o s | Ol noms i wsosoassision /| an | s | G
iju ikali i ir miski .
yane VRS USRI RG] ° AR 46032 x 100% = 20352/4032 x Kegiatan)
100% = 44,21%
Jumlah keluarga yang mendapatkan Jumlah keluarga yang mendapatkan Data kinerja bidang pemberdayaan Eselon IV
m
g_ v _g_ P Kuantitatif 7895 keluarga umian ke ua. g .ya- € mendapatka R ) ep R y R Penerima bantuan dari pusat 7535 Keluarga 95,38 (Indikator Sub
pengetasan fakir miskin Kabupaten/ Kota pengetasan fakir miskin Kabupaten/ Kota sosial dan penanganan fakir miskin Kegiatan)
Eselon IV
Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) (Indikator Sub
ang mendapatkan bantuan sosial lah KPM k ial | Data kinerja bi habilitasi P bitan Perbup, Kegiat:
y g_ p u i Kuantitatif 10 Keluarga Jumla yang mendapat an‘ban-tuan sosia ata lnerja.bldang re al?l itasi dan roses penerbitan Perbup, 7 Keluarga 70,00 egiatan) _
kesejahteraan keluarga kewenangan / Jumlah keluarga sasaran dikali 100% perlindungan sosial Kepbup Sumber Dana :
Kabupaten/ Kota Insentif Fiskal
2023)
(Jumlah korban bencana alam dan sosial daerah
Persentase Korban bencana alam dan LSl EIE yan.g (T S ML
ez SesiE A Germal el i dasarnya/Populasi korban bencana alam dan et i it el s Eselon IlI
4 Kuantitatif 100% sosial kabupaten yang membutuhkan ; ) . =24/24 x 100% = 100% 100,00 100,00 (Indikator
dasarnya pada saat setelah tanggap . L : perlindungan sosial
perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan Program)
darurat bencana
setelah tanggap darurat bencana daerah
kabupaten)x100%
Korban bencana yang menerima bentuan Data kineria bidang rehabilitasi dan Eselon Il
4,1 X VeI Kuantitatif 100% Korban bencana yang menerima bantuan sosial ! X g i Jumlah korban bencana sosial 100,00 100,00 (Indikator
sosial perlindungan sosial .
Kegiatan)
Jumlah orang yang melaksanakan
koordinasi siZialifasi dan pelaksanaan Jumlah orang yang melaksanakan Koodinasi, Data kineria bidang rehabilitasi dan Eselon IV
g P Kuantitatif 45 orang Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga ! . & . Jumlah anggota tagana 2023 45 orang 100,00 (Indikator Sub
kampung siaga bencana kewenangan perlindungan sosial )
Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota Kegiatan)

kabupaten/ kota




Taman Makam Palawan yang Tertata / Taman

Data kinerja bidang pemberdayaan

Eselon IlI

5 Taman Makam Pahlawan yang tertata Kuantitatif 100% =1/1*100%=100% 100,00 100,00 Indikator
VEITE ° Makam Pahlawan yang ada x 100% sosial dan penanganan fakir miskin / ° (Indi
Program)
Terlaksananya pengelolaan taman makam Jumlah TMP yang dipelihara di bagi jumlah Data kinerja bidang pemberdayaan Eselon Il
5.1 PRI PiEIT Kuantitatif 100% yang dip gl Bl LI (3 [EMIETEEEE =1/1%100% = 100% 100,00 100,00 (Indikator
pehlawan seluruh TMP sosial dan penanganan fakir miskin .
Kegiatan)
Jumlah makam yang terpenuhi Jumlah Makam yang Terpenuhi Data kineria bidang pemberdayaan Eselon IV
pemeliharaanya pada taman makam Kuantitatif 55 makam |Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan X ) P . y . - 55 Makam 100 (Indikator Sub
sosial dan penanganan fakir miskin .
pahlawan kabupaten/ kota Kabupaten/ Kota Kegiatan)

2. Pengukuran Indikator Kinerja Tujuan ke 2. "Terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan" ; Sasaran Strategis Ke 2. "Meningkatnya kualitas hidup perempuan"

No.

Indikator Kinerja

Jenis Target
(Kuantitatif/K

Target

Formulasi/ Rumus Perhitungan

Data Kinerja

Teknis Perhitungan

Kinerja

Capaian

Ket.

_—“-—___-_

. (Jumlah anggaran yang serponsive gender L =536.418.495.812 / Eselon IlI
Persentase ARG pada belanja langsun, Data k bid PUGd ;
1 e i [T Kuantitatif 0,5% seluruh PD / Jumlah belanja operasional dan PZ;b::;;aa;na::rem u:n" 1.106.527.840.359 x 100% = 48,48 9696% (Indikator
belanja modal APBD) x 100% W P 48,48% Program)
Lembaga Pemerintah Daerah yan, Jumlah Lembaga Pemerintahan Daerah yan Data kinerja bidang PUG dan Eselon Il
1,1 g @ Ve Kuantitatif 10PD u 8 Ntz yang ) 8 - 16 PD 160 (Indikator
melaksanakan Kebijakan PUG melaksanakan kebijakan PUG Pemberdayaan Perempuan Kecinen)
Jumlah dokumen hasil koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan
inkronisasi kebijakan i isasi ij Data kinerja bid PUG dan
sinkronisasi perumusan kebija Kuantitatif 1 Dok Sinkronisasi Perumusan Kebijakan ata kinerja bidang . 1 Dok 100,00
pengarustamaan gender PUG kewenangan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Pemberdayaan Perempuan
kabupaten/kota Kabupaten/Kota
L o Eselon IV
Jumlah perangkat daerah yang mengikuti Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti (Indikator Sub
advokasi kebijakan dan perdampingan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Kegiatan)
lak rustamaan gender inerja bi
pelaksanaan penga g Kuantitatif 15 PD Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Data kinerja bidang PUG dan . 31PD 88,57
(PUG) termasuk perencanaan Termasuk Perencanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan
pembangunan responsif gender (PPRG) Responsif Gender (PPRG) Kewenangan
kewenangan kabupaten/kota Kabupaten/Kota
Eselon IlI
Data kinerja bidang PUG d
1,2 |Terfasilitasinya organisasi perempuan Kuantitatif 19 Organisasi Jumlah Organisasi Perempuan ata inerjabidans an - 19 Organisasi 100,00 (Indikator
Pemberdayaan Perempuan .
Kegiatan)
Jumlah dokumen hasil sosialisasi Jumlah dokumen hasil Sosialisasi Peningkatan
eningkatan partisipasi perempuan isipasi i Bi iti Data kinerja bidang PUG dan
p g p pasi p p Kuantitatif 1 Dok Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, inerja bidang . 1 Dok 100,00

dibidang politik, hukum, sosial dan
ekonomi kewenangan kabupaten/kota

Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan
Kabupaten/Kota

Pemberdayaan Perempuan




Jumlah organisasi masyarakat yan, Eselon IV
& X ¥ ¥ g (Indikator Sub
mendapat advokasi dan pendampingan Kegiatan)
kebijakan peningkatan partisipasi o .| Jumlah dokumen hasil koordinasi dan fasilitasi Data kinerja bidang PUG dan - ¢
. - . Kuantitatif 19 Organisasi - 19 Organisasi 100,00
perempuan dibidang politik, hukum, sosial kelembagaan perempuan Pemberdayaan Perempuan
dan ekonomi kewenangan
kabupaten/kota
L Eselon IlI
1,3 Kelembagaan PUG Kuantitatif 1 Lembaga Jumlah lembaga penyedia layanan Data kinerja bidang PUG dan - 1 Lembaga 100,00 (Indikator
Pemberdayaan Perempuan .
Kegiatan)
Jumlah lembaga penyedia layanan Jumlah lembaga penyedia layanan Eselon IV
emberdayaan perempuan kewenangan Data kinerja bid PUG d
P v P P & Kuantitatif 1 Lembaga pemberdayaan perempuan kewenangan i ata kinerja bidang an - 1 Lembaga 100,00 (Indikator Sub
kabupaten/kota yang mendapatkan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi Pemberdayaan Perempuan Kegiatan)
advokasi dan pendampingan dan pendampingan eglata
Data kinerja bidang perlindungan
) Jumlah korban kekerasan perempuan yang perempuan dan anak (jumlah korban Eselon IlI
Persentase layanan perlindungan L 5 S )
2 Berempuan Kuantitatif 100% mendapatkan layanan perlindungan / Jumlah | kekerasan perempuan terdiri dari 11 =49/49 x 100% = 100% 100% 100,00 (Indikator
korban kekerasan yang melapor x 100% anak perempuan dan 38 dewasa Program)
perempuan)
Data kinerja bidang perlindungan Eselon lI
2.1. |Jumlah lembaga yang terfasilitasi Kuantitatif 3 Lembaga Jumlah lembaga yang terfasilitasi ! 5L E - 3 Lembaga 100,00 (Indikator
perempuan dan anak .
Kegiatan)
Jumlah perempuan korban kekerasan Jumlah perempuan korban kekerasan tingkat Data kineria bidang perlindungan Eselon IV
tingkat kabupaten/kota yang Kuantitatif 40 orang kabupaten/kota yang mendapatkan layanan ! &P & - 49 orang 122,50 (Indikator Sub
perempuan dan anak .
mendapatkan layanan pengaduan pengaduan Kegiatan)
. (Komponen data gender dan anak yang . Eselon Ill
Persentase pemenuhan data dan sistem Data K PUGPP
3 | S Kuantitatif 25% terpenuhi / Jumlah komponen data SIGA) x ata Kinerja bidang PUGPP dan =45/60*100 = 75% 75% 300,00 (Indikator
informasi gender dan anak Pemberdayaan Perempuan
100% Program)
L Eselon Il
3,1 [Tersedianya data gender dan anak Kuantitatif 1 Dok Jumlah data gender dan anak Data Kinerja bidang PUGPP dan - 1 Dok 100,00 (Indikator
Pemberdayaan Perempuan )
Kegiatan)
Jumlah dokumen data gender dan anak Jumlah dokumen data gender dan anak Data Kinerja bidang PUGPP dan Eselon IV
. Kuantitatif 1 Dok 8 _ ! g - 1 Dok 100,00 (Indikator Sub
kebupaten/kota yang tersedia kebupaten/kota yang tersedia Pemberdayaan Perempuan Kegiatan)

3. Pengukuran Indikator Kinerja Tujuan ke-3. "Terpenuhinya Hak Anak" ; Sasaran Strategis ke 3. "Meningkatnya kualitas hidup anak"

Kinerja
Capaian

Jenis Target

Ket.
(Kuantitatif/K

No. Indikator Kinerja Target Formulasi/ Rumus Perhitungan Data Kinerja Teknik Perhitungan

.-_—--—____-:-—




Data bersumber dari Kementrian PPA Kabupaten Belitung memperoleh Madya (601 - Eselon Il
1 Status Kabupaten Layak Anak (KLA) Kualitatif Pratama Status Kabupaten Layak Anak (KLA) predikat Madya dari Kementerian Y 100,00 (Indikator
yang Menetapkan status KLA ; 700)
PPARI Program)
Data bersumber dari Kementrian PPA | Kabupaten Belitung meraih KLA Eselon Il
1.1. [Tercapainya peningkatan status KLA Kualitatif 750 Point Jumlah Skor status KLA Pratama P B 601 80,13 (Indikator
yang Menetapkan status KLA ; Madya (skor 601 - 700) .
Kegiatan)
Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Data dari Bidang Perlindungan Eselon IV
1 |sinkronisasi pelembangan pemenuhan hak| Kuantitatif 1 Dok Sinkronisasi Pelembangan Pemenuhan Hak 8 8 - 1 Dok 100,00 (Indikator Sub
Perempuan dan Anak .
anak kewenangan kabupaten/kota Anak Kewenangan kabupaten/Kota Kegiatan)
Eselon IlI
Terfasilitasinya forum anak Kabupaten ilitasi D i Bi Perli
12, . y p Kuantitatif 1 Dok Laporan Fasilitasi Fc.brum anak Kabupaten ata dari Bidang Perlindungan . 1 Dok 100,00 (Indikator
Belitung Belitung Perempuan dan Anak .
Kegiatan)
Jumlah dokumen hasil penguatan jejaring Jumlah dokumen hasil penguatan jejaring Eselon IV
b dia | i i ta dari Bidang Perlind
1 ante?rlem aga pe.nye .la ayanan Kuantitatif 1 Dok antar Iemb'aga p'enyedla layanan peningkatan Data dari Bidang Perlindungan . 1 Dok 100,00 (Indikator Sub
peningkatan kualitas hidup anak kualitas hidup anak kewenangan Perempuan dan Anak Kegiatan)
kewenangan Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota &
Eselon Il
P tase anak korban kekerasan yan, i i Bid Perlind
) fersen & L ] yang Kuantitatif 100% (Jumlah korban kekerasan anak yang terlayani / Data dari Bidang Perlindungan = 13/13* 100 = 100% 100 100,00 (e
ditangani instansi Terkait Kabupaten Jumlah korban kekerasan yang tercatat) x 100% Perempuan dan Anak Sl
. . . Jumlah layanan perlindungan anak ditingkat . . Eselon IlI
Tersedianya layanan perlindungan anak di Data dari Bidang Perlindungan
2.1. . ) P & Kuantitatif 100% Desa/ kelurahan dibagi Jumlah Desa/ Kelurahan g g 100 100,00 (Indikator
tingkat Desa/ Kelurahan e Perempuan dan Anak .
dikali 100% Kegiatan)
jumlah dokumen hasil koordinasi dan jumlah dokumen hasil koordinasi dan
sinkronisasi peningkatan kapasitas sinkronisasi peningkatan kapasitas sumberdaya Data dari Bidang Perlindungan Eselon IV
1 |sumberdaya lembaga penyedia layanan Kuantitatif 1 Dok lembaga penyedia layanan anak yang s & 1 Dok 100,00 (Indikator Sub
. . Perempuan dan Anak .
anak yang memerlukan perlindungan memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kegiatan)
khusus kewenangan kabupaten/kota kabupaten/kota

Pengukuran Indikator Kinerja Tujuan. "Birokrasi yang mengedepankan pelayanan masyarakat yang berkualitas" ; Sasaran Strategis "Meningkatnya kualitas pelayanan daerah"

No. Indikator Kinerja

Jenis Target
(Kuantitatif/K

.+ ! 2 ] 3 ! 4 ' s | 6 | 7 |

Formulasi/ Rumus Perhitungan

Data Kinerja

Teknik Perhitungan

Capaian

%
|8 | 9=84

Kinerja

Ket.



disediakan

undangan

Persentase dokumen perencanaan Persentase dokumen yang telah Persentase dokumen yang telah Eselon IlI
1 penganggaran, evaluasi kinerja dan Kualitatif 100 Persentase kualitas pelayanan perkantoran dilaporkan dibagi persentase dilaporkan dibagi persentase 100 100,00 (Indikator
keuangan sesuai ketentuan keseluruhan keseluruhan Program)
. Dokumen perencanaan terdiri dari Dokumen perencanaan terdiri
Dokumen hasil perencanaan, X o R X . ) Eselon Ill
A . Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi |renstra, renja induk, renja perubahan; [dari renstra, renja induk, renja :
1.1. ([penganggaran dan evaluasi kinerja Kualitatif 6 Dokumen o A 6 Dok 50,00 (Indikator
kinerja perangkat daerah dokumen pelaporan terdiri dari LAKIP, |perubahan; dokumen pelaporan X
perangkat daerah . Kegiatan)
LPPD, LKPJ terdiri dari LAKIP, LPPD, LKPJ
Jumlah dokumen perencanaan perangkat Terdiri dari Renstra, Renja Induk dan | Terdiri dari Renstra, Renja Induk Eselon IV
P Kuantitatif 3 Dok Dokumen perencanaan perangkat daerah R ! ) . ! ) 3 Dok 100,00 (Indikator Sub
daerah Renja Perubahan dan Renja Perubahan .
Kegiatan)
- Eselon IV
Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat o . . X . X )
daerah Kuantitatif 3 Laporan Dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah Terdiri dari LAKIP, LPPD, LKPJ Terdiri dari LAKIP, LPPD, LKPJ 3 Laporan 100,00 (Indikator Sub
Kegiatan)
Persentase dokumen keuangan yan Persentase dokumen keuangan Eselon I
1.2 Dokumen keuangan perangkat daerah Kuantitatif 3 Dok Jumlah dokumen keuangan perangkat daerah L T VTS L g 3 Dok 100,00 (Indikator
telah selesai di laporkan yang telah selesai dilaporkan .
Kegiatan)
Jum.Iah orang yang menerima Gaji dan Kuantitatif 28 Orang Jumlah orang y.?ng menerima Gaji dan Data gaji dan Funjangan pegawai Jumlah ptigawa| ya'ng menerima 28 Orang 100,00 Eselon IV
tunjangan ASN tunjangan ASN sampai TW IV 2023 gaji dan tunjangan (Indikator Sub
Jumlah (%okum.en Pelaporan dan analisis Kuantitatif 2 Dok Dokumen pelap(.)ranv dan analisis prognosis Dokumen terdiri dari laporan dokumen terdiri dari laporan 2 Dok 100,00 Kegiatan)
prognosis realisasi anggaran realisasi anggaran keuangan, laporan barang keuangan, laporan barang
Dokumen penilaian Indeks
Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Profesionalitas ASN diperoleh dan Eselon Il
2 4 Kuantitatif 75% Persentase kualitas pelayanan perkantoran o P . 78,70 104,93 (Indikator
Daerah dibagikan oleh BKPSDM setiap
Program)
tahunnya
Prersaniese e By admisEs Pelayanan administrasi umum Eselon Ill
3 T Kuantitatif 100% Persentase kualitas pelayanan perkantoran perkantoran dan administrasi jasa 100 100,00 (Indikator
pelayanan umum perkantoran Program)
Eselon IlI
Terpenuhinya administrasi umum Administrasi , sub kegiat tin | Administrasi , sub kegiat .
3.1. i v Kuantitatif 100% Jumlah administrasi umum perangkat daerah mlnls.raS| ST, SC) RN (T r.nmls res! u.mum subkeglatan 100 100,00 (Indikator
perangkat daerah sekretariat rutin sekretariat .
Kegiatan)
Jumlah paket komponen instalasi listrik/ p instalasi listrik/ Eselon IV
enerangan
penerangan bangunan kantor yang Kuantitatif 1 Paket omponen instalast fistriy/ p & Data realisasi fisik sd. Desember 2023 1 Paket 100 (Indikator Sub
- bangunan kantor .
disediakan Kegiatan)
Eselon IV
JUmlah paket peralatan dan perlengkapan
P .p . P grap Kuantitatif 2 Paket Paket peralatan dan perlengkapan kantor Data realisasi fisik sd. Desember 2023 2 Paket 100 (Indikator Sub
kantor yang disediakan .
Kegiatan)
Eselon IV
Jumlah paket peralatan rumah tangga o T .
yang disediakan Kuantitatif 1 paket Peralatan rumah tangga Data realisasi fisik sd. Desember 2023 1 paket 100 (Indikator Sub
Kegiatan)
Jumlah paket bahan logistik yang Eselon IV
disediakan Kuantitatif 2 Paket Bahan logistik kantor Data realisasi fisik sd. Desember 2023 2 Paket 100 (Indikator Sub
Kegiatan)
Eselon IV
Jumlah paket barang cetakan dan
P g. R Kuantitatif 1 paket Barang cetakan dan penggandaan Data realisasi fisik sd. Desember 2023 1 paket 100 (Indikator Sub
penggandaan yang disediakan A
Kegiatan)
Jumlah dokumen bahan bacaan dan Bahan b q " 4 Eselon IV
peraturan perundang-undangan yang Kuantitatif 1 Dok ahan bacaan dan peraturan perundang Data realisasi fisik sd. Desember 2023 1 Dok 100 (Indikator Sub

Kegiatan)
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LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN APDB TAHUN 2023
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BELITUNG
PERIODE BULAN 31 DESEMBER 2023

FLAFOND ANGGARAN (APBD) DATA KONTRAK REALISASI SISA ANGGARAN
KONTRAK
NO | NAMA PROGRAM YU REEVATA €U NAMA PAKET PEK ERJAAN AWAL KONTRAK NILAI LIRS KET
KEGIATAN SWAKELOLA PERUBAHAN | NILAI KONTRAK KEGIATAN
INDUK (Rp)  |PERUBAHAN (Rp) (PENYEDIA) | PENEDIA | Coevvenia ”D) AMANDEME| KEUANGAN (Rp) [ KEU (%) FISIK (%) RUPIAH (%)
NOMOR, | \ (i oR TGI:) 2 N (Rp)
TGL) |
1 2 3 4 10 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. |Program Penunjang 7.659.568.146 7.869.294.732 = -- 7.869.294.732 = 7.366.615.043 93,61 96,67 502.679.689 26,38
Urusan Pemerintah
Daerah Kabupaten/ K ota
Perencanaan, Penganggaran, dan 5.999.818 5.999.818 - - - 5.999.818 - 4.696.400 78,28 100,00 1.303.418 21,72
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan 3.000.000 3.000.000 Swakelola - 3.000.000 - 3.000.000 100,00 100,00 - 0,00
Perangkat Daerah Perangkat Daerah (Penyedia)
2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.999.818 2.999.818 Swakelola - 2.999.818 1.696.400 56,55 100,00 1.303.418 43,45
(Penyedia)
Administrasi K euangan Perangkat 4.594.184.706 4.713.920.681 4.713.920.681 - 4.513.577.903 95,75 100,00 200.342.778 23,84
Daerah
3 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.591.184.888 4.710.920.863 Swakelola - 4.710.920.863 - 4.511.881.503 95,77 100,00 199.039.360 4,23
4 Penyusunan Pelaporan dan Andisis Penyusunan Pelaporan dan Andisis 2.999.818 2.999.818 Swakelola - 2.999.818 - 1.696.400 56,55 100,00 1.303.418 43,45
Prognosis Realisasi Anggaran Prognosis Realisasi Anggaran (Penyedia)
Administras Umum Perangkat Daerah 262.552.300 284.286.102 284.286.102 261.667.550 92,04 100,00 22.618.552 6,47
5 Penyediaan Komponen I nstalasi Penyediaan Komponen I nstalasi 7.000.000 7.000.000 Swakelola - 7.000.000 - 6.966.000 99,51 100,00 34.000 0,49
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Penyedia)
6 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 52.747.200 52.747.200 Swakelola - 52.747.200 - 52.433.300 99,40 100,00 313.900 0,60
Kantor Kantor (Penyedia)
7 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 14.000.000 14.000.000 Swakelola - 14.000.000 - 13.961.000 99,72 100,00 39.000 0,28
(Penyedia)
8 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor 101.105.100 101.105.100 Swakelola - 101.105.100 - 93.838.800 92,81 100,00 7.266.300 719
(Penyedia)
9 Penyediaan Barang Cetakan dan Penyediaan Barang Cetakan dan 40.700.000 40.700.000 Swakelola - - 40.700.000 - 25.788.300 63,36 100,00 14.911.700 36,64
Penggandaan Penggandaan (Penyedia)
10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 5.760.000 5.760.000 Swakelola - - 5.760.000 - 5.760.000 100,00 100,00 - 0,00
Perundang-undangan Perundang-undangan (Penyedia)
11 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 41.240.000 62.973.802 Swakelola - - 62.973.802 - 62.920.150 99,91 100,00 53.652 0,09
Konsultasi SKPD Konsultasi SKPD (Penyedia)
Pengadaan Barang Milik Daerah 2.398.358.400 2.429.358.400 2.429.358.400 - 2.223.962.400 91,55 100,00 205.396.000 8,45
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
12 Pengadaaan Peralatan dan Mesin Lainnya |Pengadaaan Peralatan dan Mesin Lainnya 31.000.000 30.810.000 99,39 100,00 190.000 0,61
12 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan | Pengadaan Gedung Kantor atau 2.398.358.400 2.429.358.400 Swakelola 2.429.358.400 - 2.193.152.400 90,28 100,00 236.206.000 9,72
Lainnya Bangunan Lainnya (Penyedia)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 220.683.000 226.034.809 226.034.809 220.915.780 97,74 100,00 5.119.029 27,55
Pemerintahan Daerah
13 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000 3.000.000 Swakelola - - 3.000.000 - 660.000 22,00 100,00 2.340.000 78,00
(Penyedia)
14 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 51.600.000 56.951.809 Swakelola - - 56.951.809 - 54.364.780 95,46 100,00 2.587.029 4,54
Daya Air dan Listrik DayaAir dan Listrik (Penyedia)
15 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 166.083.000 166.083.000 Swakelola - - 166.083.000 - 165.891.000 99,88 100,00 192.000 0,12
(Penyedia)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah 177.789.922 209.694.922 209.694.922 - 141.795.010 67,62 80,00 67.899.912 52,32
Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
16 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 46.000.000 46.000.000 Swakelola 46.000.000 27.308.500 59,37 100,00 18.691.500 40,63
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan (Penyedia)
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas | Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan Jabatan




17 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 87.750.000 119.655.000 Swakelola 119.655.000 78.062.920 65,24 100,00 41.592.080 34,76
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan (Penyedia)
Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan Lapangan
18 Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Mebel 3.000.000 3.000.000 Swakelola 3.000.000 - 0,00 0,00 3.000.000 100,00
(Penyedia)
19 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 21.040.000 21.040.000 Swakelola 21.040.000 17.500.000 83,17 100,00 3.540.000 16,83
Lainnya (Penyedia)
20 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor | Pemeliharaarn/Rehabilitasi Gedung Kantor 19.999.922 19.999.922 Swakelola 19.999.922 18.923.590 94,62 100,00 1.076.332 5,38
dan Bangunan Lainnya dan Bangunan Lainnya (Penyedia)
2. |Program Pemberdayaan 327.882.043 408.808.768 408.808.768 362.053.507 88,56 100,00 46.755.261 10,00
Sosial
Pengembangan Potensi Sumber 327.882.043 408.808.768 408.808.768 362.053.507 83,56 100,00 46755261 | 10,00
Kesgjahteraan Sosial Daerah
Kabupaten/ K ota
21 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja 159.901.968 151.263.393 Swakelola 151.263.393 122.894.657 81,25 100,00 28.368.736 18,75
Sosial Masyarakat Kewenangan Sosial Masyarakat Kewenangan (Penyedia)
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
22 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber 79.346.115 68.911.415 Swakelola 68.911.415 66.473.500 96,46 100,00 2.437.915 354
Kesejahteraan Sosial Keluarga Kesgjahteraan Sosial Keluarga (Penyedia)
Kewenangan Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota
23 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber 100.000.000 Swakelola 100.000.000 97.848.800 97,85 100,00 2.151.200 2,15
Kesgjahteraan Sosial Kelembagaan Kesgjahteraan Sosial Kelembagaan (Penyedia)
Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota |Masyarakat Kewenangan Kabupaten/K ota
24 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya | Peningkatan Kemampuan Sumber Daya 88.633.960 88.633.960 Swakelola 88.633.960 74.836.550 84,43 100,00 13.797.410 15,57
Manusia dan Penguatan Lembaga Manusia dan Penguatan Lembaga (Penyedia)
Konsultasi Kesgjahteraan Keluarga (LK3) [Konsultasi Kesgjahteraan Keluarga (LK3)
3. |Program Rehabilitasi 496.247.420 472.694.420 472.694.420 391.808.972 82,89 100,00 80.885.448 48,01
Sosial
Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang 423.364.670 386.814.670 386.814.670 352.522.822 91,13 100,00 34.291.848 10,44
Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,
Lanjut Usia Terlantar, serta
Gelandangan Pengemisdi Luar Panti
Sosial
25 Penyediaan Permakanan Penyediaan Permakanan 215.740.750 215.740.750 Swakelola 215.740.750 212.227.500 98,37 100,00 3.513.250 163
(Penyedia)
26 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga| Pemberian Pelayanan Reunifikasi 141.020.250 109.270.250 Swakelola 109.270.250 95.502.340 87,40 100,00 13.767.910 12,60
Keluarga (Penyedia)
27 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, 66.603.670 61.803.670 Swakelola 61.803.670 44.792.982 72,48 100,00 17.010.688 27,52
Spiritual, dan Sosial Spiritual, dan Sosial (Penyedia)
Rehabilitas Sosial Penyandang 72.882.750 85.879.750 85.879.750 39.286.150 45,75 100,00 46.593.600 85,59
Masalah K esgjahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan
NAPZA di Luar Panti Sosial
28 Penyediaan Permakanan Penyediaan Permakanan 6.909.750 9.906.750 Swakelola 9.906.750 6.680.000 67,43 100,00 3.226.750 32,57
(Penyedia)
29 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar |Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar 16.500.000 16.500.000 Swakelola 16.500.000 1.500.000 9,09 100,00 15.000.000 90,91
Panti Panti (Penyedia)
30 Pemberian Pelayanan Penelusuran Pemberian Pelayanan Penelusuran 49.473.000 59.473.000 Swakelola 59.473.000 31.106.150 52,30 100,00 28.366.850 47,70
Keluarga Keluarga (Penyedia)
4. |Program Perlindungan 497.094.362 738.336.850 738.336.850 481.414.604 65,20 83,68 256.922.246 95,41
dan Jaminan Sosial
Pengelolaan Data Fakir Miskin 497.094.362 738.336.850 738.336.850 481.414.604 65,20 83,68 256.922.246 95,41
Cakupan Daerah K abupaten/K ota
31 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan 340.678.650 474.938.638 Swakelola 474.938.638 462.351.354 97,35 97,35 12.587.284 2,65
Daerah Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota (Penyedia)
32 Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan 156.415.712 263.398.212 Swakelola 263.398.212 19.063.250 7,24 70,00 244.334.962 92,76
Keluarga Keluarga (Penyedia)
5. |Program Penanganan 444.430.180 444.430.180 444.430.180 388.706.200 87,46 100,00 55.723.980 12,54

Bencana




Penyelenggaraan Pember dayaan 444.430.180 444.430.180 444.430.180 388.706.200 87,46 100,00 55.723.980 12,54
Masyarakat terhadap K esiapsiagaan
Bencana K abupaten/K ota
33 Koordinasi, Sosidisas dan Pelaksanaan | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan 444.430.180 444.430.180 Swakelola 444.430.180 388.706.200 87,46 100,00 55.723.980 12,54
Taruna Siaga Bencana Taruna Siaga Bencana (Penyedia)
6. |Program Pengelolaan 86.975.400 86.975.400 86.975.400 82.405.000 94,75 100,00 4.570.400 5,25
Taman Makam
Pahlawan
Pemeliharaan Taman Makam 86.975.400 86.975.400 86.975.400 82.405.000 94,75 100,00 4.570.400 5,25
Pahlawan Nasional K abupaten/K ota
34 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan 86.975.400 86.975.400 Swakelola 86.975.400 82.405.000 94,75 100,00 4.570.400 525
Nasional Kabupatern/Kota Nasional Kabupatern/Kota (Penyedia)
7. |Program 457.383.073 517.180.698 517.180.698 509.312.773 99,32 100,00 7.867.925 0,46
Pnegarusutamaan
Gender dan
Pelembagaan Pengarusutamaan 34.547.070 34.547.070 34.547.070 30.192.917 87,40 100,00 4.354.153 17,04
Gender PUG pada L embaga
Pemerintah K ewenangan K abupaten/
Kota
35 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan  (Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan 18.758.590 18.758.590 Swakelola 18.758.590 17.095.037 91,13 100,00 1.663.553 8,87
Kebijakan Pelaksanaan PUG Kebijakan Pelaksanaan PUG (Penyedia)
36 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan 15.788.480 15.788.480 Swakelola 15.788.480 13.097.880 82,96 100,00 2.690.600 17,04
Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Pelaksanaan PUG termasuk PPRG (Penyedia)
Pemberdayaan Perempuan Bidang 408.542.995 468.340.620 468.340.620 465.143.706 99,32 100,00 3.196.914 0,46
Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
pada Organisas K emasyarakatan
Kewenangan Kabupaten/ K ota
37 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Sosialisasi Peningkatan Partisipasi 17.684.400 17.684.400 Swakelola 17.684.400 16.575.150 93,73 100,00 1.109.250 6,27
Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Perempuan di Bidang Politik, Hukum, (Penyedia)
Sosia dan Ekonomi Sosial dan Ekonomi
38 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan 390.858.595 450.656.220 Swakelola 450.656.220 448.568.556 99,54 100,00 2.087.664 0,46
Peningkatan Partisipasi Perempuandan | Peningkatan Partisipasi Perempuan dan (Penyedia)
Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
Penguatan dan Pengembangan 14.293.008 14.293.008 14.293.008 13.976.150 97,78 100,00 316.858 2,22
Lembaga Penyedia L ayanan
Pemberdayaan Perempuan
Kewenangan Kabupaten/ K ota
39 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan 14.293.008 14.293.008 Swakelola 14.293.008 13.976.150 97,78 100,00 316.858 222
kepada Lembaga Penyedia Layanan kepada Lembaga Penyedia Layanan (Penyedia)
Pemberdayaan Perempuan Kewenangan | Pemberdayaan Perempuan Kewenangan
Kabupaten/ Kota Kabupaten/ Kota
8.  |Program Perlindungan 126.224.672 103.865.803 103.865.803 89.449.911 86,12 100,00 14.415.892 13,88
Perempuan
Penyediaan Layanan Rujukan 126.224.672 103.865.803 103.865.803 89.449.911 86,12 100,00 14.415.892 13,88
Lanjutan bagi Perempuan Korban
K ekerasan yang M emerlukan
Koordinasi Kewenangan
Kabupaten/K ota
20 Penyediaan Layanan Pengaduan Penyediazan Layanan Pengaduan 126.224.672 103.865.803 Swakelola 103.865.803 89.449.911 86,12 100,00 14415892 1388
Masyarakat bagi Perempuan Korban Masyarakat bagi Perempuan Korban (Penyedia)
Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota |Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
9.  |Program Pengelolaan 42.703.164 42.703.164 42.703.164 42.600.300 99,76 100,00 102.864 0,24
Sistem Data Gender dan
Anak
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan 42.703.164 42.703.164 42.703.164 42.600.300 99,76 100,00 102.864 0,24
Penyajian Data Gender dan Anak
Dalam K elembagaan Data di Tingkat
Daerah Kabupaten/K ota
41 Penyediaan Data Gender dan Anak di Penyediaan Data Gender dan Anak di 42.703.164 42.703.164 Swakelola 42.703.164 42.600.300 99,76 100,00 102.864 0,24
Kewenangan Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota (Penyedia)
10. |Program Pemenuhan 186.167.434 173.203.252 173.203.252 166.490.740 96,12 100,00 6.712.512 10,11
Hak Anak (PHA)
Pelembagaan PHA pada Lembaga 14.821.619 12.046.619 12.046.619 9.720.344 80,69 100,00 2.326.275 19,31

Pemerintah, Nonpemerintah, dan
Dunia Usaha K ewenangan
Kabupaten/K ota
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